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RISATAH

RAPAT PARIPURNA
DPRD KABUPATEN REMBANG

TENTANG
PERSETUJUAN ALOKASI BANTUAN KEUANGAN

PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2015,
PERSETUJUAN RANCANGAN PERATURAN DPRD ATAS

KODE ETIK DAN TATA BERACARA DAN
LAPORAN HASIL RESES MASA PERSIDANGAN I

DPRD KABUPATEN REMBANG

Hari
Tanggal

Waktu

Tempat

I. JENIS RAPAT

II. SIFAT RAPAT

III. ACARA RAPAT

l Pembukaan;

SENIN
23 Februari 2015

09.30 wIB.

Gedung DPRD Kabupaten Rembang

Rapat Paripurna DPRD Kabupaten

Rembang

Terbuka

2- Laporan Badan Anggaran atas Hasil pembahasan Alokasi

Anggaran Bantuan Keuangan provinsi Jawa Tengan Tahun

Anggaran 2015;

3. Pengambilan Persetujuan Arokasi Anggaran Bantuan Keuangan
Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2015;



4. Penyampaian Laporan Badan Kehormatan atas Rancangan

Peraturan DPRD tentang Kode Etik dan Tata Beracara;

5. Pendapat Fraksi atas Rancangan Peraturan DPRD tentang Kode

Etik dan Tata Beracara;

6. Permintaan Persetujuan atas Rancangan Peraturan DPRD

tentang Kode Etik dan Tata Beracara;

7. Penyampaian Laporan Hasil Reses Masa Persidangan I masing-

masing Dapil;

8. Penutup.

IV. PIMPINAN RAPAT

1. Nama : E.MAJIDKAMILMz
2. Jabatan : Ketua DPRD Kabupaten Rembang

V. SEKRETARISRAPAT
l. Nama : DTs.ACHMADMUALTT
2. Jabatan : Sekretaris DPRD Kabupaten Rembang

VI. JUMLAHANGGOTA

l.FraksiPersatuanpembangunan : l0orang

2. Fraksi Demokrat

3. Fraski Kebangkitan Bangsa

: 8 orang

: 6 orang

4. Fraksi PDI Perjuangan Nasdem : g orang

5. Fraksi Gerindra

6. Fraksi Karya Sejahtera

7. Fraksi Harapan

: 5 orang

: 4 orang

:4 orang

Jumlah : 45 orang

VII. ANGGOTA YANG IIADIR

l. Fraksi Persatuan pembangunan : l0 orang

2. Fraksi Demokrat :.1 orang



3. Fraski Kebangkitan Bangsa

4. Fraksi PDI Perjuangan Nasdem

5. Fraksi Gerindra

6. Fraksi Karya Sejahtera

7. Fraksi Harapan

Jumlah

YIII. ANGGOTA YANG TIDAK HADIR

l. Fraksi Persatuan pembangunan

2. Fraksi Demokrat

3. Fraski Kebangkitan Bangsa

4. Fraksi PDI Perjuangan Nasdem

5. Fraksi Gerindra

6. Fraksi Karya Sejahtera

7. Fraksi Harapan

Jumlah

Ix. JALANI{YA RAPAT
PIMPINAN RAPAT : H. MAJID KAMIL. Mz

:6 orang

:6 orang

:5 orang

:4 orang

: 3 orang

:41 orang

: - orang

: I orang

: - orang

:2 orang

: - orang

: - orang

: I orang

:4 orang

LAGU INDONESIA RAYA

As s alamu' alai ku mWn lV b.

Yang terhormat Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten

Rembang

Sekretaris DPRD beserta stafYang saya hormati



Puji dan syukur marilah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah

SWT Tuhan Yang Maha Kuasa, yang telah melimpahkan rahmat dan

hidayah kepada kita semua, sehingga pada hari ini Senin tanggal 23

Februari 2015 kita dapat berkesempatan melaksanakan rapat paripurna

dalam dalam keadaan sehat wal'afiat. Sesuai hasil rapat Badan

Musyawarah DPRD Kabupaten Rembang tanggat 9 Februari 2015 dalam

rapat paripurna ini terdapat 3 (tiga) agenda pokok yakni pengambilan

persetujuan terhadap alokasi dana bantuan keuangan provinsi Jawa

Tengah bersifat umum, Persetujuan Rancangan peraturan DPRD tentang

Kode Etik dan Tata Beracara di Badan Kehormatan menjadi peraturan

DPRD dan Penyampaian Laporan Hasil Reses Masa persidangan I

Tahun 2015 masing-masing Daerah pemilihan.

Rapat Dewan yang berbahagia.

Menurut catatan yang saya terima dari Sekretariat DPRD

Kabupaten Rembang bahwa dari jumlah anggota DPRD sebanyak 45

orang, yang hadir secara fisik dan menandatangani daftar hadir adalah

sebanyak 4l orang.

Pada Pasal 80 ayat (1) huruf c peraturan DPRD Kabupaten

Rembang Nomor I tahun 2014 tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten

Rembang dijelaskan bahwa "Rapat Paripurna memenuhi kuorum apabila

rapat dihadiri oleh lebih dari 1/z (satu perdua) iumlah anggota D7RD

untuk rapat paripurna DPRD selain raoot unluk mengambil persetujuan

atas pelal<sancun hak angket, hak merryatakan pendapat, mengambil

keputusan mengenai usul pemberhentian bupati dan/atau wakil bupati,

memberhentikan pimpinan DPRD, menetapkan peraturan daerah dan

APBD".

Dengan demikian rapat paripuma hari ini telah memenuhi kuorum.



Selanj utnya dengan mengucap "Bismillahirrohmanirrohim" tepat

pukul 13.15 WIB Rapat Paripurna DPRD saya nyatakan dibuka dan

terbuka untuk umum.

( Ketuk palu 3 kali )

Rapat Dewan yang terhormat.

Sebelum acara berlangsung lebih lanjut, terlebih dahulu akan saya

bacakan susunan acara dalam rapat paripurna ini selengkapnya adalah

sebagai berikut :

l Pembukaan;

2. Penyampaian Laporan Badan Anggaran Atas Alokasi Anggaran

Bantuan Keuangan Provinsi Jawa Tengah bersifat umum;

3. Pengambilan Persetujuan Atas Alokasi Anggaran Bantuan

Keuangan Provinsi Jawa Tengah bersifat umum;

4. Laporan Badan Kehormatan atas Rancangan peraturan DpRD

tentang Kode Etik dan Tata Beracara di Badan Kehormatan;

5. Penyampaian Pendapat Fraksi terhadap Rancangan peraturan

DPRD tentang Kode Etik dan Tata Beracara di Badan Kehormatan;

6. Permintaan Persetujuan Rancangan peraturan DPRD menjadi

Peraturan DPRD;

7. Penyampaian Laporan Hasil Reses Masing-masing Daerah

Pemilihan;

8. Penutup.

Merujuk Pasal 74 ayat (l) peraturan DPRD Kabupaten Rembang

Nomor 1 Tahun 2015 tentang perubahan Atas peraturan DPRD



Kabupaten Rembang Nomor I Tahun 2014 tentans Tata Tertib DPRD

Kabupaten Rembang, bahwa pimpinan rapat setelah membuka rapat

memberitahukan surat masuk dan surat keluar untuk diberitahukan

kepada peserta atau untuk dibahas dalam rapat.

Berkaitan dengan hal tersebut telah diterima beberapa surat penting

diantaranya adalah :

l. Surat Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor

13l.33l275lOTDA Tanggal 30 Januari 2015 perihal penjelasan

Mengenai Rapat Paripurna Pemberhentian Wakil Bupati Rembang

dan Pengangkatan Wakil Bupati Rembang Menjadi Bupati

Rembang;

2. Surat Gubernur Jawa Tengah Nomor 13ll}Ol434 Tanggal g

Februari 2015 Perihal penjelasan Mengenai Rapat paripurna

Pemberhentian wakil Bupati Rembang dan pengangkatan wakil
Bupati Rembang Menjadi Bupati Rembang;

3. Surat Wakil Bupati Rembang Nomor :1801033612015 Tanggal 17

Februari 2015 Perihal Pemberitahuan pemberhentian Bupati

Rembang.

Yang mana inti dari ketiga surat tersebut adalah permintaan agar

DPRD dalam rapat paripurna mengumumkan pemberhentian Bupati

Rembang atas nama Saudara H. MocH. SALIM berdasarkan

Keputusan Menteri Dalam Negeri dan sekaligus mengusulkan

pengangkatan wakil Bupati Rembang menjadi Bupati Rembang sisa

masa jabatan tahun 2010-2015.

untuk memenuhi permintaan dan ketentuan tersebut maka dengan ini
saya umumkan :



l. Pemberhentian Saudara H. MOCH. SALIM dari jabatannya sebagai

Bupati Rembang Masa Jabatan Tahun 2010-2015 sebagaimana

Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor

131.33-4685 Tanggal 8 Desember 2014 tentang Pemberhentian

Bupati Rembang Provinsi Jawa Tengah;

2. Mengusulkan pengangkatan Wakil Bupati Rembang menjadi Bupati

Rembang sisa masa jabatan 2010-2015.

Selanjutnya pengumuman pengusulan pengangkatan Wakil Bupati

menjadi Bupati Rembang sisa masa jabatan 2O|O-ZOIS ini, akan

diusulkan oleh Ketua DPRD kepada Menteri Dalam Negeri melalui

Gubernur Jawa Tengah untuk pengesahannya.

Bapak ibu yang terhormat,

Marilah kita masuk acara kedua yar.-i penyampaian Laporan

Badan Anggaran Atos Alokasi Anggaran Bantuan Keuangan provinsi

Jawa Tengah Bersifat lJmum.

Perlu kami sampaikan sebelumnya , bahwa berdasarkan Dokumen

Pelaksanaan Anggaran Bantuan Keuangan provinsi Jawa Tengah Tahun

Anggaran 2015, Pemerintah Kabupaten Rembang mendapatkan alokasi

Bantuan Keuangan Provinsi Jawa Tengah pada ApBD provinsi Jawa

Tengah Tahun Anggaran 2015 bersifat umum sebesar 106.s96.000,- r
seratus enam juta Lima ratus sembilan puluh enam ribu rupiah / dan
bersifat khusus sebesar Rp. 50.220.523.000,- ( Lima puluh milyar Dua
ratus dua puluh juta Lima ratus dua puluh tiga ribu rupiah ).
Berdasarkan Pasal 12 ayat (2) huruf a peraturan Gubernur Jawa Tengah

Nomor 28 Tahun 2014 tentang Tata Cara pemberian dan
Pertanggungjawaban Beranja Bantuan Keuangan kepada Kabupaten/Kota
dijelaskan bahwa penganggaran bantuan keuangan bersifat khusus



dilakukan dengan terlebih dahulu melakukan perubahan terhadap

Peraturan BupatiAValikota tentang Penjabaran APBD KabupatenA(ota

dengan pemberitahuan kepada Pimpinan DPRD Kabupaten/Kota.

Berpedoman pada Pasal tersebut, Pemerintah Kabupaten Rembang telah

melakukan perubahan terhadap Peraturan Bupati Rembang Nomor 39

tahun 2014 Tanggal 23 Desember 2014 tentang penjabaran APBD

Kabupaten Rembang yang ditampung dalam LRA pemerintah Kabupaten

Rembang Tahun Anggaran 2015 sebagaimana surat prt. Bupati Rembang

Nomor :90310170/2015 Tanggal 23 Januari 2015 perihal pemberitahuan

yang disampaikan kepada Ketua DPRD Kabupaten Rembang.

Adapun untuk

kepada Pemerintah

106.596.000,-

alokasi bantuan keuangan provinsi Jawa Tengah

Kabupaten Rembang bersifat umum sebesar Rp.

( Seratus enam juta Lima ratus sembilan puluh enam

ribu rupiah ) adalah terdiri dari

l. Belanja Bantuan Keuangan bersifat umum dari Retribusi Daerah rera
dan Tera Ulang sebesar Rp. 53.9g3.000,- ( Lima puluh tiga juta
Sembilan ratus delapan puluh tiga ribu rupiah ); dan

2. Belanja Bantuan Keuangan bersifat umum dari Retribusi Daerah Izin
Usaha Perikanan sebesar Rp. 52.613.000,- r Lima puluh dua juta
Enam ratus tigabelas ribu rupiah ).

Sebagaimana Pasal 12 ayat (2) huruf b peraturan Gubernur Jawa

Tengah Nomor 28 Tahun 2014, dijeraskan bahwa untuk bantuan
keuangan bersifat umum penganggarannya adalah dilakukan dengan
persetujuan DPRD Kabupaten/Kota Atas dasar hal tersebut dan
menindaklanjuti surat plt. Bupati Rembang Nomor 90310169/2015

Tanggal 23 Januari 2015 perihal permohonan persetujuan, dengan



merujuk jadwal yang ditetapkan oleh Badan Musyawarah, Komisi B

DPRD telah melaksanakan rapat pendalaman alokasi dana bantuan

bersifat umum bersama SKPD terkait pada tanggal 16 Februari 2015,

dilanjutkan Penyampaian laporan komisi atas pendalaman alokasi

bantuan keuangan Provinsi jawa Tengah bersifat umum sebesar

Rp. 106.596.000,- ( Seratus enam juta Lima ratus sembilan puluh enam

ribu rupiah) dalam rapat Badan Anggaran bersama dengan pimpinan

KomisiB.

Selanjutnya kepada Sekretaris Badan Anggaran dipersirahkan

untuk menyampaikan laporannya.

=-=:: LAPORAN BADAN ANGGARAN

Jawa Tengah terlampir )
Terimakasih Sdr. Drs. Achmad Mualif atas penyampaian laporannya.

Rapat Dewan yang berbahagia.

Kita masuk acara ketiga yakni pengambilan persetujuan Atas
Alokasi Anggaran Bantuan Keuangan provinsi Jawa Tengah bersifat
umilm.

Baru saja tadi kita dengar bersama laporan Badan Anggaran Atas Alokasi
Anggaran Bantuan Keuangan provinsi Jawa Tengah kepada pemerintah

Kabupaten Rembang bersifat umum sebesar Rp. 106.596.000,- r seratus
enam juta Lima ratus sembiran puruh enam ribu rupiah). Selanjutnya
apakah nantinya alokasi bantuan keuangan bersifat umum yang diterima
oleh Pemerintah Kabupaten Rembang sebagaimana yang dilaporkan oreh
Badan Anggaran dapat disetujui atau tidak tergantung dari rekan-rekan



anggota dalam memberikan persetujuan dalam rapat paripurna ini. Untuk

itu saya tawarkan kepada saudara-saudara :

- 
6( Apakah Alokasi Anggaran

Umum sebesar Rp. Rp. 106.596.000,-

sembilan puluh enam ribu rupiah)

Anggaran dapat disetujui ?..::

Bantuan Keuangan Bersifat

( Seratus enam juta Lima ratus

sebagaimana laporan Badan

( Dengan suara bulat semua snggota DpRD menyetujui )
( Ketuk palu 1 kali )

Rapat Dewan yang terhormat.

Kita masuk acara keempat, yaitu " Laporan Badan Kehormatan
atas Rancangan Peraturan DpRD tentang Kode Etik dan Tata
Beracara di Badan Kehormatanrr.

Kode etik adalah norna yang wajib dipatuhi oleh setiap orang
anggota DPRD selama menjalankan tugasnya untuk menjaga martabat,

kehormatan, citra dan kedibilitas DPRD. Berdasarkan hasil rapat Badan

Musyawarah DPRD pada tanggar 9 Februari 2015 disepakati bahwa

Rancangan Peraturan DPRD tentang Kode Etik dan Tata Beracara di
Badan Kehormatan daram penyusunannya dirakukan oreh Badan
Kehormatan DPRD Kabupaten Rembang. Dengan merujuk jadwal yang
ditetapkan oleh Badan Musyawarah pada tanggar 9 Februari z|rs ,

Badan Kehormatan telah menyiapkan Rancangan peraturan DPRD
tentang Kode Etik dan Tata Beracara dengan berpedoman pada Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan Daerah dan
Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 20ro tentang pedoman

Penyusunan Peraturan DPRD tentang Tata Tertib DPRD. yang kemudian



pada tanggal 12 Februari 2015 bersama dengan Badan Pembentukan

Peraturan Daerah DPRD Kabupaten Rembang dilakukan sinkronisasi

rancangan peraturan DPRD tentang Kode Etik dan Tata Beracara

tersebut.

Untuk selanjutnya kepada Ketua Badan Kehormatan dimohon

untuk menyampaikan laporannya. Dipersilahkan.

Beracara lerlampir )
Terimakasih atas laporannya.

Hadirin yang berbahagia.

Selanjutnya kita masuk acara yang kelima yaitu ,, penyampaian

Pendapat Fraksi terhadap Rancangan peraturan DhRD tentang Kode

Etik dan Tata Beracara di Badan Kehormaton ,,.

Agar pelaksanaan penyampaian pendapat fraksi ini dapat berjaran

dengan tertib, saya minta kepada juru bicara dari masing-masing fraksi

yang ditunjuk untuk menunjukkan jari terlebih dahulu.

l. Fraksi Partai Persatuan pembangunan

2. Fraksi Demokrat

3. Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa

4. Fraksi PDI Perjuangan Nasdem

5. Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya

6. Fraksi Karya Sejahtera

7. Fraksi Harapan

: HM. Mursyid, ST

: Mugiyarto, ST

: Wasiman

: M. Bahaud Duror, Spl

: Puji Santoso, SP. MH

: H.Ismari, SH

: Sukarmain



Selanjutnya secara berurutan dimulai dari juru bicara Fraksi Partai

Persatuan Pembangunan, dipersilahkan.

=:::: PENYAMPAIAN PENDAPAT FRAKSI =:::

DPRD tentang Kode Etik dan Tata Beracara di Badan
Kehormatan terlampir )

Terimakasih kepada juru bicara masing-masing fraksi atas

penyampaiannya.

Rapat Dewan yang berbahagia.

Kita masuk acara keenam yaitu " permintaan persetujuan

Rancangan Peraturan DhRD menjadi peraturan D4RD ,,.

Dari penyampaian pendapat masing_masing fraksi sebenarnya
sudah dapat kita simpulkan apakah Rancangan peraturan DPRD tentang

PENDAPAT FRAKSI

TIDAK SETUJUNAMA FRAKSI
PERSETUruAN
SETUJU

DENGAN
CATATAN

Fraksi PDI Perjuangan
Nasdem



Kode Etik dan Tata Beracara di Badan Kehormatan hasil kerja Badan

Kehormatan dapat disetujui menjadi Perda atau ditolak Namun

berdasarkan aturan, bahwa disetujui atau tidaknya Rancangan Peraturan

DPRD menjadi Peraturan DPRD tergantung dari keputusan anggota

DPRD dalam memberikan persetujuan. Untuk itu saya tawarkan kepada

sudara-saudaxa Anggota DPRD yang hadir dalam Rapat Paripurna hari

ini :

" Apakah Rancangan Peraturan DPRD tentong Kode Etik dan

Tata Beracara di Badan Kehormatan dapat disetujui menjadi

Peraturan DPRD ? ".

( Dengan suara bulat semua anggota DZRD menyetujui )
( Ketuk palu 1 kali )

Rapat Dewan yang berbahagia.

Selanjutnya kita masuk acara ketujuh yang merupakan agenda

terakhir dalam rapat paripurna ini yaitu .. penyampaian Laporan Hosil

Reses Masing-mosing Daerah Pemilihan,,.

Dijelaskan dalam Pasal 66 ayat (5) peraturan DPRD Nomor I tahun

.2014 tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Rembang bahwa .. Masa

Reses dipergunakan oleh anggota DpRD secara perseorangan atau

kelompok untuk mengunjungi daerah pemilihannya guna meryerap
aspirasi masyarakat". Dan pada Pasal 66 ayat (6) dijeraskan bahwa ..

Anggota DPRD secara perorangan atau kelompok wajib membuat

laporan tertulis atas hasil pelaksanaan tugasnya pada masa reses

yang disampaikan kepada Pimpinan DPRD dalam rapat paripurna

". Berkenaan hal tersebut, agar di dalam penyampaian laporan dapat

berjalan tertib dan lancar, maka kepada Saudara yang akan



menyampaikan Laporan hasil Reses baik dari Dapil I s/d Dapil 7

dipersilahkan untuk menunjukkan jari terlebih dahulu :

l. Dapil I Saudara :MuhammadZaenuri

2. Dapil 2 Saudara : Puji Santoso, SP. MH

3. Dapil 3 Saudara :ZaimriUmamNS

4. Dapil 4 Saudara : Muhammad Anshori

5. Dapil 5 Saudara : Ayu Ardiyah Mayasari

6. Dapil 6 Saudara : M. Bahaud Duror, SpI

7. Dapil 7 Saudara : Henry purwoko, Spd

Selanjutnya secara berurutan dimulai dari pelapor Daerah pemilihan I

s/d 7 dipersilahkan untuk menyampaikan laporannya.

Terima kasih kepada saudara-saudara yang telah menyampaikan Laporan

Hasil Reses-nya.

Selanjutnya Laporan Hasil pelaksanaan Reses akan ditelaah oleh

Pimpinan DPRD, kemudian disampaikan kepada Sdr. plt. Bupati

Rembang sebagai bahan kajian dalam penyusunan program - program

pembangunan dan Rancangan APBD Kabupaten Rembang Tahun

Anggaran yang akan datang.



Rapat Dewan Yang Berbahagia,

Agenda-agenda dalam Rapat Paripurna hari ini telah kita lalui

bersama, dengan demikian selesai sudah Rapat Paripurna hari ini, terima

kasih atas perhatiannya dan mohon maaf atas segala kekurangan di dalam

saya memimpin rapat.

Akhirnya dengan mengucap ,, Alhamdulillaahirobbil .alamin ..

tepat pukul 15.15 wIB Rapat Paripurna DpRD hari ini saya nyatakan

ditutup.

( Ketuk palu 3 kali )

Was s alaamu' alai ku m ll n W b.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN REMBANG

H. MAJID KAMIL MZ

KETUA, SEKRETARIS,

NrP. 19620804 198803 I 0l I



LAMPIRAN : RISALAH RAPAT PARIPURNA INTERNAL
DPRD KABUPATEN REMBANG TENTANG
PERSETUJUAN ALOKASI BANTUAN
KEUANGAN PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN
2015, PERSETUJUAN RANCANGAN
PERATURAN DPRD ATAS KODE ETIK DAN
TATA BERACARA DAN LAPORAN HASIL
RESES MASA PERSIDANGAN I DPRD
KABUPATEN REMBANG

LAMPIRAN I

LAMPIRAN II

LAMPIRAN III

LAMPIRAN IV

LAMPIRAN V

LAMPIRAN VI

: Daftar Hadir Pimpinan dan Anggota DpRD;

: Penyampaian Laporan Laporan Badan Anggaran
atas Hasil Pembahasan Alokasi Anggaran
Bantuan Keuangan Provinsi Jawa Tengan Tahun
Anggaran 2015;

Penyampaian Laporan Badan Kehormatan atas
Rancangan Peraturan DPRD tentang Kode Etik
dan Tata Beracara;

Pendapat Fraksi atas Rancangan Peraturan
DPRD tentang Kode Etik dan Tata Beracara;

Rancangan Peraturan DPRD Kabupaten
Rembang Nomor .......Tahun 2015 tentang Kode
Etik Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Rembang;

Rancangan Peraturan DPRD Kabupaten
Rembang Nomor .......Tahun 2015 tentang Tata
Beracara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang
Badan Kehormatan Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Kabupaten Rembang;



LAMPIRAN VII

LAMPIRAN VTII

LAMPIRAN Ix

LAMPIRAN X

LAMPIRAN XI

LAMPIRAN XII

LAMPIRAN XIII

Keputusan Pimpinan DPRD Nomor 2 Tahun
2015 tentang Pelaksanaan Reses Masa
Persidangan I ( Pertama ) DPRD Kabupaten
Rembang Tahun 2015;

Keputusan DPRD Nomor 2 Tahun 2015 tentang
Persetujuan Penggunaan Alokasi Bantuan
Keuangan Bersifat Umum Provinsi Jawa Tengah
Tahun 2015;

Keputusan DPRD Nomor 3 Tahun 2015 tentang
Usul Pengangkatan Wakil Bupati Rembang
Menjadi Bupati Rembang Sisa Masa Jabatan
2010- 2015;

Surat Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia
Nomor 131.3312751 OTDA tanggal 30 Januari
Tahun 2015 perihal Penjelasan Mengenai Rapat
Paripurna Pemberhentian Wakil Bupati Rembang
dan Pengangkatan Wakil Bupati Rembang
menj adi Bupati Rembang;

Surat Gubernur Jawa Tengah Nomor l3ll
001434 Tanggal 9 Februari 2015 Tahun 2015
Perihal Penjelasan mengenai Rapat paripurna
Pemberhentian Wakil Bupati Rembang dan
Pengangkatan Wakil Bupati Rembang menjadi
Bupati Rembang;

Surat Bupati Rembang Nomor 180/ 0336/ 20t5
Tanggal 17 Februari 2OlS perihal
Pemberitahuan Bupati Rembang;

Laporan Hasil Reses Masa persidangan I
Masing- Masing Daerah pemilihan.



DATTAREADIR
RAPAT PARIPI.'RNA DPRD KABIJPATEN REI}IBANG

HARUTANGGAL : SENIN, 23 I'EBRUARI 2015
PIJIOL : (D30 WIB
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'13

14

15

.16

17

'18

BA

\{LIHAMMAD ASNAWI. S.Pdi

FRAKSI PARTAI PERSATUAN
PEMBANGI.'NAN

MOKHAMADZAENURI

SULISTYO WETI ARI.ANI

HSNRY PURWOKO, S.Pd

FRAKSI DEMOKRAT

H. GUNASIE SE

EDr KARTONO, S.P4 MH

IMRol4ruq o_LI9l{{tL qE, r',ltl

Hj. HIKNIA.H PURNAMAWATI

FRAKSI PARTAI KEBAI{GKITAN
BANGSA

Wakil Kehra DPRD



JABAT'AN lAltlrA lairlrrrrl!NAMA
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l9_

27

E
29

30

3'1

FRAKSI PDI PERJUANGAN NASDEM

r rRcHA!4: Sr

DONNY KURNTAWAN, SE. MM

_ Anggota

MUHAMMADBAHAUD

FRAKSI PARTAI GERITTDRA

HERI KURNIAWAN, SE

YU ARDIYAH MAYASARI

FRAKSI KARYA SFJAHTERA

GATOT PAERAN, SH MSi

JOKO SUPRI}IADI, SH

CATUR WINANTO, SH

H. M. NURHASAN, SH, NfH

PARAMITA PRAPANCA A.N.R, SPd

Keterangan :

1 I : liin

2 S : Sakit

3C:Cuti
4 DL : Oinas Luar

ATEN REMBANG



DEUIAN PERUINSLAI{ RAKYAT DAERAII
IGBUPATEN REMBANG

Jl. Dlponegoro No. 88 Telp (O2951 69LL94 Kode Pos 592L2
REMBANG

LAPORAIY BN)AN ANGGARAI{ DPRD I(ABUPATEN REMBNTG
MEMBNIAS ALOKASI ANGGARAN DANA BANTUAI{ KEUANGAN

PROPINSI JAWA TENGAH TAHIIN ANGGARAN 2015
( BAI{TUAI{ UMIIM SEBF,SAR Rp. 106.596.000,00 )

PENDIIHULUAN:

1. bahwa untuk Pengalokasian anggaran bantuan keuangan propinsi Jawa
Tengah Tahun Anggaran 2015 ( Bantuan Umum sebesar
Rp. 106.596.000,00 ) sesuai dengan Surat plt. Bupati Rembang tanggal 23
Januari 2015 Nomor 9o3/0169/2015, perihal permohonan persetujuan,
perlu diadakan pembahasan oleh Dewan perwakilan Rakyat Daerah;

2. bahwa hasil pembahasan tersebut dilaporkan oleh Badan Anggaran pada
Rapat Paripurna DpRD Kabupaten Rembang.

DASAR.

l Rapat Badan Musyawarah DpRD Kabupaten Rembang pada hari senin
tanggal 9 Pebruari 2015 ;

2. Rapat Badan Anggaran bersama pimpinan dan Anggota Komisi B pada hari
Senin tanggal 16 pebruari 2015.

III. HASIL RAPAT

Badan Anggaran DPRD Kabupaten Rembang terah melakukan pembahasan
untuk Pengalokasian anggaran bantuan keuangan propinsi Jawa Tengah
Tahun Anggaran 2015 ( Bantuan Umum sebesar Rp. 106.596.000,00 ),sepakat dan setuiu untuk menerima anggaran tersebut yang rinciannya
terdiri dari :

L Belanja Bantuan Keuangan bersifat Umum dari Retribusi Daerah rera dan
Tera Ulang sebesar Rp. 53.983.000,00 ( Lima puruh riga Juta Sembilan
Ratus Delapan Puluh Tiga Ribu Rupiah ) digunakan dalam program
perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan Kegiatan
Koordinasi peningkatan hubungan kerja dengan lembaga perrindungan
konsumen kode Rekening 2.06.01.15.01 pada perindagkop dan UMKM
Kabupaten Rembang dengan perincian sebagai berikut :

Belanja Pegawai

Belanja Barang dan Jasa

Belanja Moda_l

4.2s0.000,00

12.3s8.000,00

37.375.000,00



Belanja Bantuan Keuangan bersifat Umum dari Retribusi Daerah Izinusaha Perikanan sebesar Rp. 52.613.000,00 ( Lima puluh Dua Juta EnamRatus Tiga Belas Ribu Rupiah ) digunakan dalam program pengembangan
perikanan tangkap Kegiatan pemeliharaan pangkalan pendaratan Ikan kodeRekening 2'os'or'2r.rz pada Dinas Kelautan dan perikanan Kabupaten
Rembang dengan perincian sebagai berikut :

IV. PEITUTT'P

Demikian Laporan Badan Anggaran DpRD Kabupaten Rembang dalammembahas Rancangan pengalokasian anggaran bantuan keuangan propinsiJawa Tengah Tahun Anggaran 2or; ( Bantuan umum sebesarRp. lO6.596.O00,00 ). 
r"',r!.rr.

Belanja Pegawai

Belanja Barang dan Jasa

Belanja Modal

Ketua,

2.625.000,00

46.988.000,00

3.000.000,00

Rembang, 16 pebruari 2Ol5

DTWAIT PERWIXIL,AI{ RAITYAT DATRAII
KABT'PATEIT RTUBAI{G

BADAIT AITGGARAIT

Sekretaris,y'

1e

Pembina tama Muda
NIP. 1 198803 r 011



LAPORAN BADAN KEHORMA,TAN
MEMBAHAS RAI{CANGAN PERATURAN DPRD I(ABUPATEN REMBANG NOMOR....

TAHUN 2015 TENTANG KODE ETIK DPRD I(ABUPATEN REMBANG DAN
RANCANGAN PERATURAN DPRD I(ABUPATEN REMBANG NOMOR.... TAHUN
2015 TENTANG TATA BERACARA PELIIKSANAAI{ TUGAS DAN WEqIENANG

BADAN KEHORMATAI{ DPRD I(ABUPATEI{ REMBANG
Tanggal: 23 PEBRUARI 2O15

Assalaamu'alaikum Wr. Wb.

Yang saya hormati

Yang saya hormati

Pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Rembang.

Sekretaris DPRD besrta Staffnya.

tentang Pemerintahan
Nomor 2 Tahun 2014

23 Tahun 2Ol4

Rapat Dewan yang terhorrnat,

Rasa syukur alhamdulitlah selalu terucap kepada Allah swr yang telah
melimpahkan Rahmat dan Hidayahnya kepada kita semua dan hanya kepadanNyA
kita selalu memohon ampunan atas segala khilaf yang kita rakukan, dan kita semua
diberikan nikmat yang yaitu kesehatan kita semua, sehingga kita dapat mengikuti
Rapat Paripuna pada hari ini.

Dan kami ucapkan Terimal<asih kepada pimpinan Rapat atas waktu dan tempat
yang diberikan pada kami untuk melaporkan hasil pembahasan Badan Kehormatan
DPRD dalam membahas Rancangan peraturan DpRD Kabupaten Rembang nomor ....
tahun 2015 tentang Kode ELik DpRD Kabupaten Rembang dan Rancangan peraturan
DPRD Kabupaten Rembang nomor .... tahun 2015 tentang Tata Beracara pelaksanaan
T\:gas dan wewenang Badan Kehormatan DpRD Kabupaten Rembang dan kami
ucapkan terima kasih kepada Bapak dan Ibu Anggota Badan Kehormatan dan juga
Pimpinan dan Anggota Badan pembentukan peraturan Daerah yang telah
meluangkan waktunya untuk dapat menyelesaikan Rancangan ini.

Rapat Dewan yang terhormat,

Berikut ini akan kami laporkan Rancangan peraturan DpRD Kabupaten
Rembang nomor .... tahun 201s tentang Kode Etik DpRD Kabupaten Rembang dan
Rancangan Peraturan DpRD Kabupaten Rembang nomor .... tahun 20rs tentang Tata
Beracara Pelaksanaan Ttrgas dan wewenang Badan Kehormatan DpRD Kabupaten
Rerabang hasil dari Pembahasan kami.

1. DASAR
1. Undang -Undang Nomor 23 Tahun 2014

sebagaimana telah diubah dengan pERppU
Perubahal atas Undang-Undang Nomor
Pemerintahan Daerah .

Daerah
tentang
tentang
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PERPPU Nomor I Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan
Walikota.
Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan
Peraturan DPRD tentang Tata Tertib DPRD.
Peraturan DPRD Kabupaten Rembang Nomor I Tahun 2014 tentang Tata
Tertib DPRD Kabupaten Rembang yang telah diubah dengan Peraturan
DPRD Kabupaten Rembang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perubahan atas
Peraturan DPRD Nomor I Tahun 2014 tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten
Rembang.

2. BADAT{ KEHORMATAN
Susunan Badan Kehormatan DPRD Kabupaten Rembang adalah sebagai

berikut :

2.

3.

4.

. GATOT PAERAN SH MSi
o EDI KARTONO SPd MH
o NUR HASYIM
o H. SHOLEH, BA
. SUMARSIH

3. PEMBAHASAN

Ketua
Wakil Ketua
Anggota
Anggota
Anggota

a. Waktu Pembahasan

Pembahasan Badan Kehormatan DPRD dalam membahas Rancangan
Peraturan DPRD Kabupaten Rembang nomor .... tahun 2015 tentang Kode
Etik DPRD Kabupaten Rembang dan Rancangan peraturan DPRD
Kabupaten Rembang nomor . .. . tahun 20 I 5 tentang Tata Beracara
Pelaksanaan Tugas dan wewenang Badan Kehormatan DpRD Kabupaten
Rembang sesuai dengan jadwar yang telah diberikan kepada kami
dilaksanakan pada hari selasa s/d kamis, tanggal 10 s/d 12 pebruari 2015
dan syukur Alhamdulillah pembahasan kami laksanakan hanya dalam 1

( satu ) hari dan selesai dan kemuciian dilanjutkan pada tanggal 12 pebruari

2015 Rapat Pimpinan Badan Kehormatan bersama Badan pembentukan

Peraturan Daerah dalam rangka sinkronisasi Rancangan peraturan DpRD
Kabupaten Rembang nomor .... tahun 2015 tentang Kode Etik DpRD
Kabupaten Rembang dan Rancangan peraturan DpRD Kabupaten Rembang
nomor .... tahun 2015 tentang Tata Beracara pelaksanaan T\rgas dan
Wewenang Badan Kehormatan DPRD Kabupaten Rembang.

b. Hasil Pembahasan
I. Perubahan kami lakukan atas Draft Rancangan peraturan DPRD

Kabupaten Rembang nomor .... tahun 2015 tentang Kode Etik DpRD
Kabupaten Rembang, adapun Perubahannya sebagai berikut :
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( 1 ). Konsideran pada Mengingat pada Dra-f yang berbunyi :

1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan

Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa

Tengah;

2. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelengaran

Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;

3. Undang-Undang Nomor 33 tahun 2OO4 tentang Perimbangan

Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;

4. Undang-undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik

sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun

2011 tentang Perubahan atas Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai

Politik;

5. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan

Dewan Perwakilan Ralcyat Daerah;

6. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang pembentukan

Peraturan Perundang-Undangan;

7. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan

Daerah, sebagaimana telah diubah dan terakhir dengan peraturan

Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan
Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan petwakilan

Ralyat Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 2 I Tahun 2007 tentang

Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahrun 2OO4

tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota

Dewan Perwakilan Ralryat;

9. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang pedoman

Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang

Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Konelderan pada MeDglngat Betelah penbahasan berbunyl Eebagal

berikut
1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan

Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa

Tengah ;
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Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelengaran

Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;

Undang-Undang Nomor 33 tahun 2OO4 tentang Perimbangan

Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;

Undang-undang Nomor 2 Tahun 2OO8 tentang Partai Politik

sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun

2011 tentang Perubahan atas Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai

Politik;

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan

Dewan Perwakilan Ralcyat Daerah;

Undang-undang Nomoi 12 Tahuu 2O11 tentang Pembentukan

Peraturan Perundang-Undaagaa;

Undang-undang l{omor 23 Tahun 2O14 tentang Pemerlntahan
Daerah, sebagalmana telah dlubah dan terakhlr dengan peraturan

Pemerlatah Penggautl Undang-undang Nonor 2 Tahun 2Ol4
tentang Perubahan Atas Undaag-Uadang Nomor 23 Tahun 2014
tentang PemerlntahaD Daerah;

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan
Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan

Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 2 1 Tahun 2007 tentang
Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2OO4

tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota

Dewan Perwakilan Rakyat;

Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang pedoman

Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang
Tata Tertib Dewan Perwakilan Ralryat Daerah.

Peraturan Dewan Perawakllaa Rakyat Daerah Kabupaten Rembang

Nomor 1 Tahun 2Ol4 teatang Tata Terttb yang telah dlubah
deagan Peraturan Dewan Perawakilan Rakyat Daerah Kabupaten

Rembang Nonor 1 Tahua 2015 tentang Perubahan Atae

Peraturan Dewan Pemrakilaa Rakyat Daerah Kabupaten Rembang

Nomor I Tahun 2Ol4 tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten

Rembaag.

2.

4.

5.

6.

7.

6.

9.

10.

( 2 ). Pada BAB I pada angka 8 dari awal berbunyr :
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II.

Kode Etik DPRD, selanjutnya disebut Kode Etik adalah norma yang wajib

dipatuhi oleh setiap anggota DPRD selama menjalankan tugasnya untuk

menjaga martabat, kehormatan, citra, dan kredibiiitas DPRD ;

Pade BAB I pada angka 8 setelah pembahaaan diubah aenJadl :

Kode Etik DPRD, selanjutnya disebut Kode Etik adalah norma yang wajib

dipatuhi oleh setiap anggota DPRD selama menjalankan tugasnya untuk

menjaga martabat, kehormatan, citra, kewlbawaan, dan kredibiiitas DPRD

Kabupaten Rembang ;

(3 ). Pada Pasal 3 berbunyi:
Kode Etik bertujuan untuk menjaga martabat, kehormatan, citra ,dan

kredibilitas DPRD serta membantu Anggota dalam melaksanakan setiap

' wewenang, tugas kewajiban dan tanggung'awabnya kepada bangsa, negara,

dan masyarakat

Pasal 3 setelah pembahasan diubah meqladl ;

Kode Etik bertujuan untuk menjaga martabat, kehormatan, citra,

kewlbawaan, dan kredibilitas DPRD serta membantu Anggota dalam

melaksanakan setiap wewenang, tugas kewajiban dan tanggungiawabnya

kepada bangsa, negara, dan masyarakat.

( 4 ). Pasal 4 huruf d berbunyi :

d. memiliki integritas tinggi dan jujur;

Pasal 4 eetelah pembahasan dlubah menJadl :

d. memiliki integritas tinggi , jujur, prestasl, dedikaei, dan loyalltae tidak
tercela;

5 ). Pasal 7 hurufb berbunyi:

b. saling mempercayai, menghormati, menghargai, dan membantu sesama

anggota.

Paaal 7 huruf b setelah pembahaean dlubah menJadl :

b. saling mempercayai, menghormati, menghargai, dan membantu sesama

anggota DPRD.

Pembahasan Perubahan pada Rancangan Peraturan DPRD Kabupaten Rembang

nomor .... tahun 2015 tentang Tata Beracara Pelaksanaan T\rgas dan Wewenang

Badan Kehormatan DPRD Kabupaten Rembang, adalah sebagai berikut :

secara garis besar kami juga mengubah pada konsiderannya dan juga

menambahkan 5 ( lima ) lampiran pada Rancangan Peraturan DPRD Kabupaten

Rembang nomor .... tahun 2015 tentang Tata Beracara Pelaksanaan Tugas dan

Wewenang Badan Kehormatan DPRD Kabupaten Rembang.
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Adapun hasil akhir sebagaimana yang telah diterima melalui E-mail dan

' juga foto copy yang telah saudara - saudara terima.

Demikian laporan dari kami Badan Kehormatan dalam membahas

Rancangan Peraturan DPRD Kabupaten Rembang nomor .... tahun 2015

tentang Kode Etik DPRD Kabupaten Rembang dan Rancangan Peraturan DPRD

Kabupaten Rembang nomor .... tahun 2015 tentang Tata Beracara Pelaksanaan

. Ttrgas dan Wewenang Badan Kehormatan DPRD Kabupaten Rembang dan telah

kami sinkronisasikan Rancangan tersebut dengan Badan Pembentukan

Peraturan Daerah DPRD Kabupaten Rembang.

Dan mohon maaf apabila dalam laporan kami ada salah dan khilaf.

Terimakasih.

Wassalamualaikum. Wr. Wb

Rembang, 23 Pebruari 2015

BADAN KEHORMATAN
DPRD KABUPATEN REMBANG

Ketua Wakil Ketua

GATOTPAERAN SH, MSi EDI KARTONO, SPd MH
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FRAKSI PERSATUAN PEMBAGUNAN

DPRD
KABUPATEN REMBANG

Sekretariat : Il. P. No. 88 Telp. (02

PENDAPAT AKHIR

FRAKSI PARTAI PERSAT'UAN PEMBANGUNAN DPRD

KABUPATEN REMBANG

TERHADAP

PANCAI{GAN PERATURAN DEWAN PERWAKITAN RAKYAT
DAEMH KABUPATEN REMBANG TAHUN 2015

TENTANG

I(ODE ETIK DAN TATA BEMCARA DI BADAN KEHORMATAN
DPRD KAB. REMBANG

SENIN, 23 Februari Z01S

Dibacakan oleh : It{okhamad Zaenuri

ASS.{ILA}IU,AIJI.IKUM UK.WB.

Selamat pagi dan salam sejahtera hagi kita semua .

af6frt7zfr$t8wr{aw"rfi,gggrfs3tr
Aihamdulillahi Robbil a'lamin, ashoratu wassalamu a'la Asyrofil Ambiyai
walmursalim, Sayyidina warnaulana Muhammadin, wa,ala alihi
wasohbihi ajama'iin... Ama ba'du...

Yang kami hormati :



1,. Saudara piirrpinan dan segenap anggota DpRD Kabupaten
Rembang

2. Saudara Sekretaris DPRD Kabupaten Rembang bersama staf

Syukur Alhamdullilah kanri ucapkan Kehadirat Allah SWT.
Bahwa di pagi ini kita masih diberi Rahmat, hidayah, berupa
kesehatan, keselamatan sehinglga kita masih dapat bertemu.
dalam Rapat Paripurna Penvampaian pendapatan Fraksi partai
Persatuan Pembangunan terhadap Rancangan peraturan DpRD
tentang kode Etik dan Tata Beracara di Badan Kehormatan
DPRD Kabupaten Rembang tahun ZO1S.

Sidang Dewan yang berbahagia"

Mengawali Penyampaian pendapat Ahkir ini, kami fraksi
Partai Persatuan Pembangunan, memberikan Apresisasi kepada
reken-rekarr Badan Kehormatan , yang telah bekerja keras,
sehingga pembahasan terhadap Rancangan peraturan DPRD
tentang kode Etik dan Tata Beracara di Badan Kehormatan untul<
disampaikarr dalam rapat Paripurna DpRD Kabupaten Rembang.

Sidang Dewan yang berbahagia.

Dengan mengucapkan Bismillahirrohmanirohim kamirraksi Partai Persatuan . Pembangunan menvetuiui dan
nenerima Flancangan Peraturan DPRD Tentang Kode Etik dan
lata Beracara di Badan Kehornratan DpRD Kabupaten Rembang
rntuk ditetapkan meniadi Peraturan DpRD Tentang Kode Etik
lan Tata Beracara di Badan l.ehormatan DpRD Kabupaten
lembang tanun 2015.

Demikian pendapat aklrir fraksi partai persatuan
)embagunan, tentang kode Etik dan Tata Beracara di



.ij

Badan Kehormatan DpRD Kabupaten Rembang ini kami
sampaikan, akhirnya kepada saudara ketua drn p"r,
wakrr (etua D'RD serta sekretaris Dewan beserta staf,kami utapkan terima kasih atas perhatiannya dan mohonmaaf atas segala kekurangrnnyr.

6lfPoooofo^u' 
ofof,ur, ol{fr. Wt

Rt-.mbang, 23 Februari 2O1S

FRAKSI PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN

DEWAN PERWAKILAN ITAKYAT DAEMH

KABUPATEN REMBANG

SUGUIABIO

SEKBETARIS

v4.
4MUI4_UUAI4_NS

KETUA



PENDAPAT FRAKSI DEMOKRAT
TERI{ADAP RANCANIGAN PERATURAN DPRD
TENTANG KODE ETI}( DAN TATA BERAGARA

DI BADAN KEHORMATAN DPRD
KABUPA EN REMBANG

FRAKSI DEMOKRAT

DPRD KABUPATEN REMBANG

Remban g, 23 FEBRUARI 20{ s
Dibacakan oleh : l-lj. HIKMAH PURNAMAWATT, SH.



DEWAN PERWA.KILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN REMBANG

FRAKSI DEMOKRAT
Jl. Diponegoro No.88 Rembang

Telp. (0295) 691194; 693290; 693291

PENDAPAT FRAKSI DEMOKRAT
TERHADAP RANCANGAN PERATURAN DPRD TENTANG

KODE ETIK DAN TATA BERACARA
DI BADAN KEI.IORMATAN DPRD

KABUPATEN REMBANG

SENIN, 23 I:EBRUARI 2015

Dibacakan oleh : Hj. HIKMAH PURNAMAWATT, SH.

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Selamat pagi dan salam sejahtera buat kita semua ;

Yang kami hormati :

Pimpinan Dan Anggota DPRD Kabupaten Rembang

Sekretaris DPRD

Sebagai insan yang bertaqwa kepada Tuhan Yang l4aha Esa, marilah

terlebih dahulu memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT

Tuhan Yang Maha pemurah dari penyayang yang telah melirnpahkan

rahmat dan anugrahnya kepada kita sekalian, Sehingga pada hari ini

kita masiir diberi kesempatan urrtuk dapat menghadiri rapat paripurna

DPRD Kab. Rembang dengan membahas rancangan peraturan DPRD

tentang kode etik dan tata beracara di Badan Kehormatan dalam

keadaan sehat wal afiat tidak ada kurang satu apapun,

1.

2.



Sidang Dewan Yang terhorrnat'
.

Dalam kesempatan yang berbahagia ini, Kami Fraksi Demokrat tidak

lupa mengucapkan selarnat tahun baru imlek 2566 bagi yang

mera),akannya, Semoga ditahun-tahun yang akan datang

persau,laraan antar umat beragama di Kab. Rembang tetap terlaga

dengan baik clarr Perbedaanlah yang membuat kita rukun dan damai

serta kehidupan rnasyarakat berjalan dengan baik pula,

Sidang Oewan yang kami muliakan,

Dalam kesempatan ini pula kami Fraksi Demokrat Menvetuiui

Rancang;an Peraturan DPRD 1'entang kode etik dan tata beracara dt

Badan Kehormatan DPRD Kabupaten Rembang, mudah-mudahan

kedepan l..ita semua anggota DPRD Kabupaten Rembang Bertambali

baik walaupun selama ini sudah baik,

Demikian pendapat fraksi demokrat ini kami sampaikan, akhirnya

kepada saudara Ketua dan pa'a wakil ketua DPRD serta segenap

Anggota Dewan yang terhormat, Kami ucapkan terima kasih telah

mengikuti dengan seksama pe'nyampaian ini. Semoga Allah SWT,

Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan kekuatan, petunjuk,

bimbingan dan perlindungan kepada kita semua dalam melaksanakan

tugas dan tanggung jawab nrembangun masyarakat, bangsa dan

negara.

Terima kasih, kurang lebihnya saya mohon maaf

Billahi Taufik Wal Hidayah

Wassa I a m u' a I a i ku m Vlr. V1'b.



Rembang, 23 Februari 2015

FRAKSI DEMOKRAT

DEWAN PERWAKiLAN RAKYAT DAERAH

KABUPAT'EN REMBANG

SEKRETARIS

')

ltu,al-&
/ 

EDt KARTONO, Spd, MH. . HIKMAH PURNAMAWATI, SH.



PARTAI XEIAT{OI(IIAII BI CAA
itleNqtu

PENDAPAT FRAKSI KEBANGKITAN BANGSA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABT]PATEN

REMBANG
TERHADAP RANCANGAN PERATURAN DPRD TENTANG KODE
ETIK DAN TATA BERACARA DI BADAN KEHORMATAN DPRD

KABUPATEN REMBANG

disampaikan oleh. WASIMAN
Pada Sidang Paripuma DpRD kabupaten Rembang, Senin 23 Februari 2015

Assalamu 'alaikum wr wb,

Yang kami hormati, Pimpinan Sidang, Ketua dan para Wakil Ketua DpRD
Kabupaten Rembang, beserta sEenap anggota DpRD kabupaten Rembang.

dan Sekretaris DPRD kabupaten Rembang beserta jajarannya.

Mengawali Pendapat Fraksi ini perkenankanlah Kami FpKB Menghaturkan puji
syukur Kehadirat Allah swT atas segala limpahan rahmat Taufiq dan Hidayahnya
sehingga sampai saat ini kita semua masih bisa menikmati Karunia dan rahmat-
NYA. sholawat dan salam senantiasa kita haturkan Kepada Baginda Nabi Besar
Muhammad SAW.

Perkenankan Kami FPKB pada sidang paripurna hari ini Meyampaikan pendapat
Fraksi Tentang Kode etik dan tata beracara di Badan Kehormatan dalam keadaan
sehat Wal afiat tidak ada kurang satu apapun,

Sidang Dewan Yang terhormat,

Dengan kesempatan yang berbahagia ini, kami FpKB tidak rupa mengucapkan
selamat hari Pers dan seramat tahun baru rmrek 2566 bagi yang mJrayakan,
semoga ditahun - tahun yang akan datang persaudaraan antar Umat Beragama dl
Kabupaten Rembang tetap terjaga dengan baik dan perbedaanrah yang m-embuat
kita rukun dan damai serta kehidupan masyarakat berjaran dengan Baik pura.



Sidang Dewan yang kami muliakan,

Dalam kesempatan ini pula kami FPKB Menyetuiui Rancangan Peraturan DPRD

Tentang Kode Etik dan tata beracara di Badan Kehormatan DPRD Kabupaten

Rembang, mudah-mudahan kedepan kita semua Anggota DPRD Kabupaten

Rembang Bertambah baik walaupun selama ini sudah Baik,

Demikian Pendapat FPKB ini kami sampaikan, akhirnya kepada saudara Ketua dan
para Wakil Ketua DPRD serta segenap Anggota Dewan yang terhormat, Kami
ucapkan terima kasih telah mengikuti dengan seksama penyampaian ini. Semoga
Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan kekuatan, petunjuk,
bimbingan dan perlindungan kepada kita semua dalam melaksanakan tugas dan
tanggung jawab membangun Masyarakat, bangsa dan Negara.

Sekian Kurang Lebihnya mohon maaf yang sebesar - besarnya.

Wallahul Muwaffiq ttaa Aq Wamittorieq

Wasalammu'allaikum Wr, Wb.

Rembang, 23 Februari 201 5

llyas



trRAI(SI PDI PERJUANGAN NASDEM
D EWTN PER.IVAKILAN RAI(YAT DA BRA H

KABUPATEN REMBANG

Jl. Diponegoro No. BB Rembang

FRAKSI PARTAI DEMOKRASI INDONESIA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

PERJUANGAN NASDEM
KABUPATEN REMBANG

TERHADAP

Rancangan Peraturan tentang Kode Etik Dan Tata Beracara Badan Kehormatan

Dibacakan Oleh :

Assa lam u' a lai ku m waro h m atu lla hi waba rokatuh

Salam sejahtera bagi kita semua
MERDEKA.....!!!

Yang terhormat, Bupati dan Wakil Bupati Rembang
Yang terhormat, pimpinan Beserta Segenap Rnggota DPRD Rembang
Yang teriiormat, Sekretaris Daerah Kabupaten Rembang
Yang terhormat, Muspida Kabupaten Rembang
Yang terhormat, Ketua pengadil;an Negeri Rembang
Yang terhormat, Ketua pengadilan Agama Rembani
Yang terhormat, stef Ahri, Asisten Bupati, Kabag dirhgkungan setda Kab. Rembang
Yang terhorn,at, Kepara Dinas, Badan, Kantor dan cimat se-Kabupaten Rembang

Para Tamu Undangan yang Berbahagia

Puji syukur kami panjatkan kehadirat ilrahi Robbi yang terah memberikan kesempatan,ke'nudahan dan kenikmatan hidup. A[ah yang Maha Kuasa yang terah menganugerahkanberbagai berkah sehingga_dipagi ini kami .urp, ,unghadirkan pendapat fraksi pDl
Pe;'juangan Nasdem terkait Rancangan Peraturan DPRD tentang Kode Etik dan Tata BeracaraBadan Kehormatan (BK ) DpRD kabupaten Rembang

Kami dari fraksi pDr perjuangan Nasdem pada intinya menerima dan menyetujui RancanganPeraturan DpRD tentang Kode Etik dan tata Beracara Badan Kehormatan ( BK ) yang terahdiajukan.

Dan kami dari fraksi pDr perjuangan Nasdem mendukung dan menyetujui RancanganPeraturan DPRD tentang Kode Etik dan Tata Beracara Badan Kehormatan ( BK )untuk menjadiPeratuaran DPRD Kabupaten Rembang.



Demikian Pendapat Akhir Fraksi PDI Pdrjuangan Nasdem terhadap rancangan peraturan DPRD

tentang Kode Etik dan tata Beracara Badan Kehormatan ( BK ) DRPD Kabupaten Rembang.

:

Billahi Taufiq wal Hidayah

Wassalamu alaiku m warrroh matu I lahi Wabarokatuh.

?'ilERDEKA.lll

FRAKSI PDI

rETUA
a\ - l<,r\ l+M



PENDAPAT AKHIR
. FRAKSI PARTAI GERAKAN INDOI\ESIA RAYA ( GERINDRA )

DPRD KABUPATEN REMBANG

TERIIADAP

RANCANGAI\I PERATI.'RAN DPRD KABUPATEN REMBANG
TENTAITG KODE ETIKDPRD KABUPATEN REMBANG DAN TATA

BERACARA PELAKSANAAI\ TUGAS DAI\[ WEWENANG BADAN
KEHORMATAI\I DPRD KABUPATEN REMBANG

PARTAT

GERINDRA
GERAKAN TNDC,NESIA RAYA

REMBANG, 23 FEBRUARI 2OI5



FRAKSI GERAKAI{ INDONESIA RAYA ( GERINDRA )

DPRD KABUPATEN REMBANG

JI.P.Dipooegoro No.88 Rembang ( 0295) 691194 Kode Pos 59251

PENDAPAT AKHIR
FRAKSI PARTAI GERAKAN TNDONESIA RAYA ( GERINDRA )

DPRD KABUPATEN REMBANG

TERHADAP

RANCANGAN PERATURAN DPRD KABUPATEN REMBANG
TENTANG KODE ETIK DPRD KABUPATEN REMBANG DAN TATA

BERACARA PELAKSANAAN TUGAS DAN WEWENANG BADAN
KEHOR]VIATAN DPRD KABUPATEN REMBANG

Disampaikan oleh : Puji Santoso
Pada sidang paripuma DPRD Kabupaten Rembang, Rabu 23 Februari 2015

Assalamu 'alaikum wr. wb.

Salam Indonesia Raya

Yang kami hormati Sdr. Pimpinan dan Segenap Anggota Dewan;

Yang kami hormati Sdr. Seketaris Dewan beserta staffrrya

Mengawali penyampaian Pendapat akhir Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya

terhadap Rancangan Peraturan DPRD Kabupaten Rembang, kami tiada lupa mengajak kita

semua senantiasa bersyukur kepada Allah SWT atas segala limpahan Rahmad, Nikmat dan

karuniaNya sehingga kita bisa melaksanakan Rapat paripuma hari ini dengan baik dan lancar.

Sholawat dan salam senantiasa kita sampaikan kepada baginda Rosulullah Nabi Muhammad

SAW.

Sidang Paripurna Yang Kami Hormati



Dalam proses pembahasan Rancangan Peraturan DPRD Kabupaten Rembang tentang

Kode Etik DPRD kabupaten Rembang dan Tata beracara Pelaksanaan Tugas dan wewenang

badan Kehormatan DPRD Kabupaten Rembang, kami memberikan apresiasi yang setinggi-tinggi '

kepada Pimpinan dan anggota badan Kehormatan yang telah membahas sesuai dengan jadwal

yang telah ditetapkan.

Dengan menguc ap Bismillahirrohmanitohim, kami Fraksi Partai Gerakan Indonesia

Raya menyetujui Rancangan Peraturan DPRD Kabupaten Rembang tentang Kode Etik DPRD

kabupaten Rembang dan Tata beracara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang badan Kehormatan

DPRD Kabupaten Rembang yang telah dibahas dengan segala perubahannya untuk ditetapkan

menjadi Peraturan DPRD Kabupaten Rembang.

Demikian pendapat akhir kami, Atas segala kekurangannya disampaikan permohonan

maaf dan terima kasih. semoga Allah SWT selalu menunjukan jalan yang benar dan terbaik bagi

kita semua. Amiiin...

llossalamu' alaik um lln llb.

Rembang, 23 Februari 2015

FRAKSI PART DPRDREMBANGw
HERI KURNIAWAN. SE. *v";:l?^,. z PUJr SANTOSO. sP. MH.

lai-xst -l Seketaris



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT D/rER'\t1

KABUPATEN REA'TBAIiG

FRAKSI KARYA SEJ/.i I-I"ERA

Sekretariat Ji.Diponegoro llo 88 Rernbang - 'lclP (0295) 693290

PEIlDAPAT FRAI(SI

TERHADAP2(DU,{)RANCANGANPER^.TURANDPRDKAB'REI.^BANG
TENTANG KODE ETII( DPRD &

TATA BERACARA PELAI(SANMN TUGAS DAN WEWENANG BK DPRD

Assalamu'alaikum wr, wb.

Pimpinanrapat,rekan.rekanAnggotaDPRDsertasekretarisDewandengan
segenap jajaran yang kami hormati.

Mengawali pendapat fraksi ini, kami menyampaikan penghargaan dan terima

kasih atas kerja Badan Kehormatan DPRD yang telalr mengolah 2 (dua) Rancangan

peraturan DpP.D yakni tentang Kode Etik DPRD & iata Beracara Pealaksanaan Tugas dan

Wewenang BK DPRD.

Kalau beberapa waktu yang lalu kita telah menetapl<an Peraturan DPRD tentang

Tata Tertib DPRD yang mengatur anggota DPRD dalam menjalankan tugas pokok dan

fungsi (tupoksi) DPRD sebagai lembaga parlemen, maka kali ini kita menetapkan Kgde

Etik DPRD yang mengatur atau menjacii pecotlan berperilaku bagi anggota DPRD

terutama dalam kehidupan bermasyaral<at. Seclang Tata Beracara adalah t,rel<anisme

pengaduan ol?h masyarakat atau pihak lain ter[aclap pelarrggaran anggota DPRD dan

penyelesaian perkara oleh Badan Kehorrnatan. Maka secara singkat kami menyetujui,

kedua rancangan peraturan ini ditetapkan sebagai Peraturan DPRD Kabupaten Renrbang

yang selanjutnya mengikat pada seluruh anggota DPRD l(abupaten Rembang'

Sejalan dengan bahasan kita, kanri ingin menyampaikan piweling dari orang tua

kita dahulu sbb: "Ajining diri gumantung ana keclaling lati, reganing sarira ana ing

busana la:r agunging pribadi saka budi lan pakarti". Demikian apabila ada hal-hal yang

kur:ng berkenan mohon maaf sebesar-besarnya. Rahayu ingkang samya pinanggih.

Wassalar,ru'alaikum wr. wb.

FRAKSI, YA SEJAHTERA

Ketua, Sekretaris,

RI,SH JOKO IHADI, SH



FRAKSI HARAPAN DPRD KABUPATEN REMBANG

PENDAPATFRAKSI

TERHADAP

RANCANGAN PERATURAN DPRD

TENTANG KODE ETIK DAN TATA BERACARA

Dibacakan Oleh :

Sukarmain

Yang Terhormat,

Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Rembang

Sekretaris DPRD dan hadirin yang berbahagia.

A ssalaatn u'alai k u m Wr. Wb.

Syukur Alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah SWT atas limpahan Rahmat

serta Karunianya, sehingga pada hari ini kita dapat menyampaikan Pendapar Fraksi

terhadap Rancangan Peraturan DPRD tentang Kode Etik dan Tata Beracara.

Pimpinan dan hadirin yang berbahagia,

Kode Etik dan Tata Beracara adalah suaru aruran yang mengikar dan ditujukan

agara masing-masing anggora DPRD berhati-hari dalam menjalankan setiap

kewenangan yang dimiliki. Beberapa hal yang perlu kami sampaikan adalah :

l. I)ewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah lembaga legislacif daerah yang

memiliki komiunen politik, moraliras dan.profesionalitas. DpRD dapat menjadi

Iembaga yang terhormat dan berwibawa, jika masing-masing anggotanya clapat

meningkatkan kualitas dirinya agar dapat menjalankan rugas pokok dan

fungsinya dengan baik. Kode Erik ini disusun (dan tenrunya harus diparuhi)

tidak untuk memberikan batasan-batasan normatif mengingat kewenangan

yang dimiliki DPRD sangat besar dan luas cakupannya.



Berkaitan dengan rugas dan wewe[ang Badan Kehormatan, kami

mengharapkan Badan Kehormamn ridak saja mensikapi pengaduan-pengaduan

dari masyarakar, tetapi yang lebih penring adalah melakukan upaya-upaya

persuasif dalam pencegahan tindakan-rindakan anggota DPRD yang dapar

melanggar Kode Erik.

Pimpinan sidang dan hadirin yang kami mulial<an,

Harapan masyarakat rerhadap institusi DpRD sangat besar, kami mengharapkan

kita bersama-sama dapat secara aktif mewujudkan harapan tersebut dan secara

bersama-sama pula meningkatkan kualitas diri. Demikianlah pendapat dari Fraksi

Harapan, k;uni mensepakati rancangan ini menjadi peraturan DpRr) untuk
bersama-sama kita patuhi dan kitajalankan dengan baik.

Bill ahi t auli qwal hday ah.

Wa ssalaatn u'alaik um Warahmatullalt i Wabarakatuh.

Rembang, 23 Februari 2015

FRAKSI HARAPAN

DPRD KAB. REMBANG

Kerua Sekretaris

8..IiinlGliffui, *
Ei' *:l

M. NURHASAN SAHNINGSIH,.SE



DEWAN PERWAKILAN MKYAT DAERAH
KABUPATEN REMBANG

Jl. Diponegoro No.88 Telp (0295) 691194 Kode pos 59282

REM BAN G

DRAI|"T RANCAITGAN

PERATURAN DEWAI{ PERWAKILITN RAIflAT DAERAH
I(ABUPATEN RIMBAITG

NOMOR .........TArruil 2015

TENTAI{G

KODE ETIK DEWAIT PERWAIilLAIT RAIffAT DAER.0II

Menimbang: a.

b.

c.

KABT'PATEIT RTMBANG}

DEWAN PERWAXILAI{ RAIffAT DAIRAH

I(AAUPATEN RIMBANG

bahwa Dewan Perwakilan RalVat Daerah sebagai lembaga
legislatif daerah yang memiliki komitmen politik, moralitas,
dan profesionalitas dalam menjalankan tugas pokok darr

fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan guna

mewujudkan lembaga legislatif daerah yang kuat, produktif,
terpecaya dan berwibawa;

bahwa anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
mempunyai kedudukan sebagai wakil rakyat yang terhormat
harus bertanggung jawab kepada Bangsa, Negara,

masyarakat, dan konstituennya dalam melaksanakan

tugasnya perlu memiliki landasan etik yang mengatur

perilaku, ucapan mengenai hal-hal yang diwajibkan,

dilarang, atau tidak patut dilakukan;

bahwa dengan berlakunya Undang-undang Nomor 23

Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagimana

telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti

Undang-undang Nomor 2 Tahun 2Ol4 tentang

Pemerintahan Daerah, maka Peratural Dewan Perwakilan

Rakyat Daerah Kabupaten Rembang Nomor 44 Tahun 2O1O

tentang Kode Etik Dewan Perwakilan Rakyat Daerah



Kabupaten Rembang, sudah tidak sesuai lagi sehingga perlu
diganti;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan
Peraturan Dewan perwakilan Ralcyat Daerah tentang Kode
Etik.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun r95o tentang
Pembentukan Daerah_daerah Kabupaten Dalam Lingkungan
propinsi Jawa Tengah ;

2. Undang-undang Nomor 2g Tahun 1999 tentang
Penyelengaran Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi,
Kolusi dan Nepotisme;

3. Undang-Undang Nomor 33 tahun 2OO4 tentang perimbangan

Keuangan antara pemerintah pusat dan Daerah;

4. Undang-undang Nomor 2 Tahun 20Og tentang partai

Politik sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang
Nomor 2 Tahun 2O1l tentang perubahan atas Nomor 2

Tahun 2008 tentang partai politik;

5. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2Ol2 tentang pemilihan

Umum Anggota Dewan perwakilan Rakyat, Dewan perwakilan

Daerah, dan Dewan perwakilan Ralqfat Daerah;

6. Undang-undang Nomor 12 Tahun 20ll tentang pembentukan

Peraturan Perundang-Undangan;

7. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang
Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah dan
terakhir dengan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-

undang Nomor 2 Ta,hun 2014 tentang perubahan Atas

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang

Pemerintahan Daerah;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2OO4 tentang

Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah

beberapa kali terakhir dengan Peraturafl Pemerintah Nomor

21 Tahun 2OO7 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan

Pemerinta-h Nomor 24 Tahun 2OO4 tentang Kedudukan



Protokoler dan Keuangan pimpinan dan Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat;

Peraturan Pemerintah Nomor l6 Tahun 2010 tentang
Pedoman Penyusunan peraturan Dewan perwakilan Rakyat
Daerah tentang Tata Tertib Dewan perwakilan Ralqyat
Daerah.

Peraturan Dewan Perawakilan Ralcyat Daerah Kabupaten
Rembang Nomor I Tahun 2014 tentang Tata Tertib yang telah
diubah dengan Peraturan Dewan perawakilan Ralryat Daerah
Kabupaten Rembang Nomor I Tahun 2015 tentang
Perubahan Atas Peraturan Dewan perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Rembang Nomor I Tahun 2014 tentang Tata
Tertib DPRD Kabupaten Rembang.

MEMUTUSKAIT

Menetapkan : PERATURAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN REMBANG TENTANG KODE ETIK DEWAN

PERWAKILAN MKYAT DAERAH KABUPATEN REMBANG.

BAB I
KETEITTUAN T'MTIM

Paragraf 1

Pengettlan

Pa8d I
Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Rembang;

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah sebagai unsur
penyelenggara pemerintah daerah;

3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah

Dewan Pewakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang ;

4. Pimpinan DPRD adalah Ketua dan Wakil-Wakil Ketua DPRD Kabupaten

Rembang;
- 
5. Anggota DPRD adalah anggota yang diresmikan keanggotaannya sebagai

Anggota DPRD Kabupaten Rembang dan telah mengucapkan sumpah/janji

berdasarkan Peraturan Perundalg-undangan;

6. Badan Kehormatan adalah Badan Kehormatan DPRD Kabupaten Rembang;

7. Sekretariat DPRD adalah sekretariat DPRD Kabupaten Rembang;

9.

10.



8. Kode Etik DPRD, selanjutnya disebut Kode Etik adalah norma yang wajib

dipatuhi oleh setiap anggota DPRD selama menjalankan tugasnya untuk
menjaga martabat, kehormatan, citra, kewibawaan, dan kredibilitas DpRD

Kabupaten Rembang ;

9. Peraturan DPRD adalah Peraturan Dewan Perwakilan Ralcyat Daerah
Kabupaten Rembang;

10. Keputusan Pimpinan DPRD adalah Keputusan Pimpinan Dewan perwakilan

Rakyat Daerah Kabupaten Rembang;

11. Rapat adalah semua jenis rapat, sebagaimana dimaksud dalam peraturan

Tata Tertib DPRD Kabupaten Rembang;

12. Anggota Keluarga adalah suami atau isteri dan anak anggota DPRD

Kabupaten Rembang;

13. Pedalanan Dinas adalah pedalanan Pimpinan dan/atau Anggota DPRD

Kabupaten Rembang untuk melaksanakan tugas dan wewenang

sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan;

14. Rahasia adalah rencara, kegiatan, atau tindakan yang telah, sedang atau

akan dilakukan, yang dapat mengalibatkan kerugian besar dan bahaya

. apabila diberitahukan atau diketahui oleh orang yang tidak berhak;

i5. Sanksi adalah adalah hukuman yang diberikan kepada anggota DPRD

Kabupaten Rembang, karena melanggar Peraturan Tata Tertib, Kode Etik

dan Sumpah/janji;
i6. Rehabilitasi adalah pernyataan pemulihan nama baik yang tidak terbukti

melanggar Peraturan Tata Tertib, Kode Etik, dan Sumpah/Janji;

17. Gratifikasi adalah pemberian barang,. uang, dan/atau sesuatu lainnya yang

diberikan oleh orang, badan, dan/ atau penrsahaan kepada anggota DPRD

Kabupaten Rembang, yang berkaitan dengan tugas dan fungsinya.

BAB II
MAKST'D DAN TUWAN

Paragraf 1

Makaud

Pasal 2

Maksud ditetapkannya Kode Etik sebagai pedoman bagi Anggota DPRD dalam

melaksanakan tugas pokok, fungsi, wewenang, dan kewajibannya kepada

bangsa, negara, dan masYarakat.

Paragraf 2

TtrJuen

Paeal 3



Kode Etik bertujuan untuk menjaga martabat, kehormatan, citra,

kewibawaan, dan kredibilitas DPRD serta membantu Anggota dalam

melaksanakan setiap wewenang, tugas kewajiban dan tanggungjawabnya

kepada bangsa, negara, dan masyarakat.

BAB III
PENGATURAI{

Paragraf I
Aftap dan Perllaku Aaggota DPRD

Paaal 4

Anggota DPRD harus bersikap dan berperilaku sebagai berikut:

a. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;

b. mempertahankan keutuhan negara serta menjaga persatuan dan

kesatuan bangsa;

c. menjunjung tinggi demokrasi dan hak asasi manusia;

d. memiliki integritas tinggi , jujur, prestasi, dedikasi, dan loyalitas tidak

tercela;

e. menegakkan kebenaran dan keadilan;

f. memperjuangkan aspirasi masyarakat tanpa memandang perbedaan

suku, agama, ras, asal usul, golongan, dan jenis kelamin;

g. mengutamakan pelaksanaan tugas dan kewajiban anggota DPRD dari

kegiatan lain diluar tugas dan kewajiban DPRD;

h. mentaati ketentuan mengenai kewajiban dan larangan bagi anggota DPRD

sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan;

i. tidak mengatasnamakan lembaga DPRD untuk kepentingan pribadi atau

kelompok.

Pangraf 2

Tata Keda Arggots DPRD

Pa.al 5

(1) Dalam melaksanakan tugas dan kewajibanya anggota DPRD harus:

a. menjunjung tinggi profesionalisme sebagai anggota DPRD;

b. melaksanakan tugas dan kewajiban demi kepentingan dan

kesejahteraan masYarakat;

c. berupaya meningkatkan kualitas dan kinerja;

d. mengikuti seluruh agenda kegiatan DPRD kecuali berhalangan atas

izin dari pimpinan DPRD, pimpinan rapat dan/atau pimpinan fraksi;

e. menghadiri raPat secara lisik;



f. bersikap sopan dan santun serta senantiasa menjaga ketertiban pada

setiap rapat DPRD;

g. menjaga rahasia termasuk hasil rapat yang disepakati untuk
dirahasiakan sampai dengan dinyatakan terbuka untuk umum;

h. memperoleh izin tertulis dari pejabat yang berwenang untuk
pe{alanan ke luar negeri, baik atas beban APBD maupun pihak lain;

. i. melaksanakan pedalanan dinas atas izin tertulis dan/atau penugasan

dari pimpinan DPRD, serta berdasarkan ketersediaan anggaran sesuai

ketentuan peraturan perundang-undangan;

j. tidak menyampaikan hasil dari suatu rapat DPRD yang tidak
dihadirinya kepada pihak lain; dan

k. tidak membawa arlggota keluarga dalam perjalanan dinas kecuali atas

alasan tertentu dan seizin pimpinan DPRD.

(21 Dalam melaksanakan pedalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) huruf i harus dengan kehadiran frsik di lokasi tujuan;
(3) Pimpinan DPRD dalam menjalankan tugasnya bersifat kolektif kolegial

. sebagaimana diatur dalam tata tertib DPRD;

(41 Setiap pimpinan alat kelengkapan DPRD bertanggungiawab memimpin,

mengkoordinasikan dan memberikan arahan kepada anggota sesuai

dengan hasil kesepakatan rapat;

(5) Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3)

setiap pimpinan alat kelengkapan DPRD hendaknya menerapkan prinsip-
prinsip koordinasi dan sinkronisasi, baik di dalam maupun antar alat

kelengkapan lainnya;

(6) Setiap Anggota Alat Kelengkapan DPRD harus mentaati segala keputusan

yang telah ditetapkan ;

(7) Setiap laporan, aspirasi dan/atau disposisi dari pimpinan harus diolah di

internal alat kelengkapan DPRD terkait dan dipergunakan sebagai bahan

laporan lebih lanjut kepada pimpinan DPRD.

BAB IV
TATA HUBT'NGAII

Paaal 6

Hubungan anggota DPRD dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya

meliputi:
a. hubungan antar anggota DPRD;

b. hubungan antara anggota DPRD dengan Pemerintah Daerahi dan

c. hubungan antara anggota DPRD dengan masyarakat dan pihak lain'



Baglaa Kesatu
Tata Hubungatr Antar Anggota

Paeal 7
Hubungan antar anggota DpRD adalah :

a. memelihara dan mempererat hubungan kedasama yang baik; dan
b' saling mempercayai, menghormati, menghargai, dan membantu sesarna

anggora DPRD.

Bagian Kedua
Tata Hubuagan dengan penerlatah Daerah

Pagal 8
'Hubungan antara anggota DpRD dengan pemerintah Daerah adarah :

a. menjaga dan memelihara kemitraan yang baik ; dan' b. bersikap kritis, adil, jujur, proporsional, dan profesional.

Bagtaa Ketlga
Tata Hubungan dengan Maslrarakat dan plhak Laln

Pagal 9
Hubungan antara anggota DpRD dengan masyakarat dan pihak lain adarah :

a. menyerap, menampung, menghimpun dan menindaklanjuti aspirasi
masyakarat;

b. melaksanakan kehidupan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan

Daerah; dan

c. menjalankan kebersamaan agar dapat berkomunikasi secara sehat,
terbuka, dan produktif.

Paaal 1O

Penyampalan Pendapat, Taaggapaa, Jawaban, &n Sanggahaa

(1) Dalam menjalankan tugas anggota DPRD bebas menyampaikan pendapat,

tanggapan, jawaban, dan sanggahan baik secara lisan maupun tertulis;

(2\ Penyampaian pendapat, tanggapan, jawaban, dan sanggahan

disampaikan dalam rapat - rapat yang dituangkan dalam Tata Tertib

DPRD;

(3) Di luar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pernyataan

tersebut adalah sebagai pemyataan pribadi;
' (41 Anggota DPRD yang tidak menghadiri suatu rapat, konsultasi, pertemuan

tidak boleh menyampaikan hasil rapat, konsultasi atau pertemuan



sebagaimana diatur dalam tata tertib DpRD dengan mengatasnamakan
forum tersebut kepada pubtik;

(5) Dalam menyampaikan pendapat, tanggapan, jawaban, dan sanggahan
harus memperhatikan tata krama, etika, moral, sopan santun dan
kepatutan sebagai wakil rakyat.

Paaal 11

KewaJlban Aaggota DPRD
(1) Anggota DPRD mempunyai kewajiban:

a. memegang teguh dan mengamalkan pancasila;

b. melaksanakan undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945 dan menaati peraturan perundang-undangan;

c. mempertahankan dan memelihara kerukunan nasional serta keutuhan
Negara Kesatuan Republik Indonesia;

d. mendahulukan kepentingan negara di atas kepentingan pribadi,
kelompok, dan golongan;

e. mempe4'uangkan peningkatan kesejahteraan rakyat;
f. menaati prinsip demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan

daerah;

g. menaati tata tertib dan kode etik;

h. menjaga etika dan norma dalam hubungan kerja dengan lembaga lain
dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah;

i. menyerap dan menghimpun aspirasi konstituen melalui kunjungan
kerja secara berkala;

j. menampung dan menindaklanjuti aspirasi dan pengaduan masyarakat;
dan

k. memberikan pertanggungiawaban secara moral dan politis kepada

konstituen di daerah pemilihannya;

1. menghadiri rapat-rapat DPRD sesuai dengan tugas dan kewajibanya.

(2\ Kewajiban menghadiri rapat-rapat DPRD sebagaimana dimaksud pada

. ayat (1) huruf I harus kehadiran secara fisik.

Pasd 12

Larargan Bagl Anggota DPRI)

(1) Anggota DPRD dilarang merangkap jabatan sebagai:

a. pejabat negara atau pejabat daerah lainnya;

b. hakim pada badan peradilan; atau



. c. pegawai negeri sipil, anggota Tentara Nasional Indonesia/Kepolisian
Negara Republik Indonesia, pegawai pada badan usaha milik negara,
badan usaha milik daerah, atau badan lain yang anggarannya
bersumber dari APBN/ApBD.

(21 Dilarang melakukan pekerjaan 5slagei pejabat struktural pada rembaga
pendidikan swasta, akuntan publik, konsultan, advokat atau pengacara,
notaris, dan pekerjaan lain yang ada hubungannya dengan tugas dan
wewenang DPRD serta hak sebagai anggota DpRD;

(3) Dilarang melakukan korupsi, kolusi, dan nepotisme, serta dilarang
menerima gratifikasi;

(41 Melakukan peke{aan/usaha lain yang biayanya berasal dari
APBN/APBD;

(5) Menggunakan jabatannya untuk mempengaruhi proses penyeridikan,
penyidikan, dan pengambilan keputusan lembaga penegak hukum untuk
kepentingan pribadi dan/atau pihak lain;

(6) Menggunakan jabatannya untuk mencari kemudahan dan keuntungan
pribadi, keluarga, sanak famili dan kroninya yang mempunyai usaha atau
melakukan penanaman modal dalam suatu bidang usaha;

(71 Melakukan hubungan dengan mitra kerja,ya dengan mal<sud meminta
atau menerima imbalan atau hadiah untuk kepentingan pribadi,
keluarga, sanak famili dan kroninya;

(8) Dilarang melanggar sumpah/janji.

Pasal 13

. Hal-Hal Yang Tidak Patut Dllakukan oleh Aaggota DpRD
Hal-hal yang tidak patut dilakukan oleh Anggota DpRD :

a. tidak bersikap sopan didalam atau diluar rapat;

b. tidak menjaga ketertiban rapat;

c. tidak berpakaian rapi, sopan, dan pantas;

d. tidak bersikap profesional dengan mitra kerja.

Pasal 14

Ke lkutse rtaaa Dalam Orga.nlsaal Laln

Anggota DPRD dapat ikut serta dalam kegiatan organisasi di luar lembaga

'DPRD sepanjang tidak menggartggu tugas dan fungsinya sebagai anggota

DPRD.



(21

BAB V

SANKSI DAIT REHABILITASI

Sanksl

Paeal 15

(1) Anggota DPRD yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 11 dikenai sanksi berdasarkan Keputusan Badan

Kehormatan.

Jenis sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa;

a. teguran lisan;

b. teguran tertulis; dan/ atau

c. diberhentikan dari pimpinan pada alat kelengkapan.

Anggota DPRD yang diyatakan terbukti melanggar larangan sebagaimana

dimaksud dalam pasal 12 ayat (1),(2),(4),(5),(6),(7) dan atau ayat (8)

dikenai sanksi pemberhentian sebagai anggota DPRD.

Anggota DPRD yang diyatakan terbukti melanggar ketentuan

sebagaimana dimaksud dalam pasal L2 ayat (3) berdasarkan putusan

pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap dikenai sanksi

pemberhentian sebagai anggota DPRD.

Anggota DPRD yang tidak melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau

berhalangan tetap selama 3 (tiga) bulan bertumt-turut tanpa keterangan

apapun dikenai sanksi pemberhentian sebagai anggota DPRD.

Anggota DPRD yang tidak menghadiri rapat paripurna dan/atau rapat

alat kelengkapan DPRD yang menjadi tugas dan kewajibannya sebanyak

6 (enam) kali berturut-turut tanpa alasan yang sah dikenai sanksi

pemberhentian sebagai anggota DPRD.

Pasal 16

Badan Kehormatan dapat memberikan peringatan awal secara lisan dan/atau

tertulis kepada anggota DPRD sebelum yang bersangkutan memenuhi

ketentuan pelarggaran kode etik dan tata tertib DPRD.

Rehabllltast

Pasal 17

Dalam hal anggota DPRD tidak terbukti melakukan pelanggaran

sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 15 setelah dilakukan

penyelidikan dan verifikasi wajib mendapatkan rehabilitasi.

Rehabilitasi disampaikan dalam rapat paripuma DPRD'

(3)

(4t

(s)

(6)

(l)

(2t
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(1)

(2t

BAB VI

PENUTUP
Pasal 18

Dengan ditetapkannya Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Kabupaten Rembang tentang Kode Etik Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

ini, maka Peraturan Dewan Perwakilan Ralryat Daerah Kabupaten

Rembang Nomor 44 Tahun 2010 tentang Kode Etik Dewan Perwakilan

Rakyat Daerah Kabupaten Rembang dicabut dan tidak beriaku lagi.

Hal-hal dalam Peraturan DPRD Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pembahan

Atas Peraturan Dewan Perwakilan Rat<yat Daerah Kabupaten Rembang

Nomor I Tahun 2014 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat

Daerah Kabupaten Rembang, yang berteirtangan dengan hal-hal di dalam

Peraturan Dewan Perwakilan Ralryat Daerah tentang Kode Etik Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah, dinyatakan tidak berlaku lagi.

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat

Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya diputuskan oleh

Pimpinan DPRD setelah mendapat masukan dari Badan Kehormatan.

Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Rembang

Pada tanggal : ....... Pebruari 2015

DPRD KABUPATEN REMBANG

KETUA

I{. MAJID KAMIL.MZ

(3)

(4)

Diundangkan di Rembang

Pada tanggal 2015

SEKRETARIS DAERAH

HAMZAH FATONI, SH, M.KN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN REMBANG TAHUN 2015 NOMOR

ll



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN REMBANG

Jl. Diponegoro No. 88 Telp (0295) 691194 Kode pos 59282
REMBANG

DRAFT RANCANGAN

PERATURAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN REMBANG

NOMOR ......... TAHUN 2015

TENTANG

TATA BERACARA PELAKSANAAN TUGAS DAN WEWENANG

BADAN KEHORMATAN

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN REMBANG

Menimbang: a.

b.

bahwa Dewan Perwakilan Ralryat Daerah sebagai lembaga

legislatif daerah yang memiliki komitmen politik, moralitas,
dan profesionalitas dalam menjalankan tugas pokok dan
fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan guna

mewujudkan lembaga legislatif daerah yang kuat,
produktif, terpecaya dan berwibawa;

bahwa Dewan Perwakilan Ralqyat Daerah mempunyai
kedudukan sebagai wakil ralcyat yang terhormat harus
bertanggung jawab kepada Bangsa, Negara, masyarakat,
dan konstituennya dalam melaksanakan tugasnya;
bahwa untuk melaksanakan tugas konstitusional, Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang telah
men1rusun suatu Kode Etik yang berlaku secara internal,

bersifat mengikat serta wajib dipatuhi oleh setiap anggota

Dewan Perwakilan Ralryat Daerah dalam menjalankan

tugasnya selama di dalam ataupun di luar gedung demi

menjaga martabat, kehormatan, citra, kewibawaan, dan

kredibilitas Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten

Rembang;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud

dalam hurrf a, huruf b dan huruf c perlu membentuk

Peraturan Dewan Perwakilan Ralryat Daerah Tentang Tata

Beracara Pelaksanaan T\rgas dan Wewenang Badan

Kehormatan.

c.

d.



Mengingat: 1. Undang-undang Nomor . 13 Tahun 19SO tentang
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan
Propinsi Jawa Tengah ;

2. Undang-undang Nomor 2g Tahun 1999 tentang
Penyelengaraan Negara yang bersih dan Bebas dari Korupsi,
Kolusi dan Nepotisme;

3. Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang perimbangan

Keuangan antara pemerintah pusat dan Daerah ;

4. Undang-undang Nomor 2 Tahun 2oog tentang partai poritik

Sebagaimana telah diubah dengan Undang_Undang Nomor 2
Tahun 2011 tentang perubahan Atas Undang_Undang Nomor
2 Tahun 2008 tentang partai politik 

;

5. Undang-undang Nomor 12 Tahun 201l tentang pembentukan

Peraturan perundang-Undangan;

6. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2Ol2 tentang pemilihan

Umum Anggota Dewan perwakilan Ralyat, Dewan perwakilan

Daerah, dan Dewan perwakilan Ralryat Daerah;

7. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang
Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah dan terakhir
dengan Peraturan pemerintah pengganti Undang_undang
Nomor 2 Tahun 2014 tentang perubahan Atas Undang_

Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2OO4 tentang

Kedudukan Protokoler dan Keuangan pimpinan dan Anggota
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan peraturan pemerintah Nomor
21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas peraturan

Pemerintah Nomor 24 Tahut 2OO4 tentang Kedudukan
Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan

Perwakilan Ralryat;

9. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman

Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Ralcyat Daerah

tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

10. Peraturan Dewan Perawakilan Ral<yat Daerah Kabupaten

Rembang Nomor I Tahun 2014 tentang Tata Tertib yang telah

diubah dengan Peraturan Dewan Perawakilan Rakyat Daerah

Kabupaten Rembang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perubahan

Atas Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten

Rembang Nomor I Tahun 2014 tentang Tata Tertib DPRD

Kabupaten Rembang.
2



MEMUTUSIIAN:

Menetapkan: PERATURAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN REMBANC TENTANG TATA BERACARA

PELAKSANAAN TUGAS DAN WEWENANG BADAN
KEHORMATAN.

BAB I
XETENTU:AN T'MUM

Dalam peraturan Dewan 
".r*"kil.r?il.1 o"..* ini, yang dimaksud dengan:

1. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DpRD adalah
Dewan Perwakilan Ralryat Daera,h Kabupaten Rembang.

2. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Ketua dan wakil-wakil
Ketua DPRD Kabupaten Rembang.

3. Anggota DPRD adalah anggota yang diresmikan keanggotaannya sebagai

Anggota DPRD Kabupaten Rembang dan telah mengucapkan sumpah/janji
berdasarkan Peraturan Perundang-undangan.

4. Badan Kehormatan adalah Badan Kehormatan DpRD Kabupaten Rembang.

5. Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah peraturan yang
mengatur kedudukan, susunan, tugas, wewenang, hak, dan tanggung
jawab Dewan Perwakilan Rakyat Daerah beserta alat kelengkapannya
dalam rangka melaksanakan kehidupan kenegaraan yang demokratis
konstitusional berdasarkan Pancasila dan UndangUndang Dasar Negara

Republik Indonesia Tahun 1945.

6. Kode Etik Dewan Perwakilan Ralqfat Daerah, selanjutnya disingkat Kode

Etik adalah norma yang wajib dipatuhi oleh setiap anggota Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah selama menjalankan tugas untuk menjaga

martabat, kehormatan, citra, kewibawaan, dan kredibilitas Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang .

7. Pelanggaran adalah perbuatan yang melanggar norna atau aturzrn

mengenai hal-hal yang diwajibkan, dilarang, atau tidak patut dilakukan

oleh Anggota.

8. Pengaduan adalah pemberitahuan yang dibuat secara tertulis disertai bukti

awal terhadap suatu tindakan dan/ atau peristiwa yang patut diduga

sebagai suatu pelanggaran yang dilakukan oleh Anggota.

9. Pengadu adalah Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Masyara-kat

baik secara individual maupun kelompok.

10. Teradu adalah Pimpinan Dewan Perwakilan Ralcyat Daerah, Pimpinan alat

kelengkapan, dan atau Anggota yang diadukan.

I 1 . Klarifikasi adalah proses pemeriksaan secara tatap muka dan langsung

. untuk mengetahui kebenaran atas suatu dugaan pelanggaran tentang
,3



' kehadiran Anggota dan pelanggaran-pelanggaran lain yang merupakan
jenis pelanggaran kepatutan.

i2. Verifikasi adalah proses pemeriksaan silang kepada para pihak yang
mengetahui tentang dugaan pelanggaran, melalui tatap muka, alat bukti
lainnya, atau keterangan yang akan menjelaskan tentang peristiwa.

13. Penyelidikan adalah serangkaian tindakan untuk mencari dan menemukan
informasi baik berupa bukti maupun kesaksian atas suatu peristiwa yang

diduga sebagai dugaan pelaaggaran, guna menentukan pelanggaran

tersebut terbukti atau tidak terbukti.

14. Saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan
verifikasi di sidang badan kehormatan tentang suatu pelanggaran yang
dilihat, dialami, atau didengar sendiri.

15. Ahli adaiah seseorang yang memiliki pengetahuan tertentu, yang diperoleh
. berdasarkan pendidikan atau pengalamannya

16. Rapat Badan Kehormatan adalah rapat yang dipimpin oleh pimpinan

Badan Kehormatan dan dihadiri oleh anggota Badan Kehormatan guna

melaksanakan tugas dan wewenang Badan Kehormatan.

17. Sidang Badan Kehormatan adatah proses penyelidikan dan verifikasi,
terhadap materi pengaduan berdasarkan Peraturan Tata Tertib dan Kode

Etik yang dihadiri pengadu, teradu, saksi, atau pihak-pihak lain yang
diperlukan oleh Badan Kehormatan.

18. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat
Sekretariat adalah unsur pendukung teknis administratif dan keahlian
kepada Badan Kehormatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

19. Alat Bukti adalah sesuatu yang menyatakan kebenaran sesuatu peristiwa.

BAB II
MATERI PEITGN)UAN

Paad 2

(1) Badan Kehormatan melakukan tugas dan wewenangnya terhadap materi

pengaduan yang memenuhi syarat secara materiil dan administratif;

(2) Pengaduan kepada Badan Kehormatan dapat disampaikan oleh Pimpinan,

Anggota DPRD, dan Masyarakat.

Pasal 3

. Pengaduan diajukan secara tertulis yang memuat hal-hal sebagai berikut:

(1) Identitas Pengadu, dilengkapi identitas diri yang sah, meliputi:

. a. Nama;

b. Tempat tanggal lahir/umur;

c. Agama;

d. Jenis Kelamin;



e. Pekerjaan;

f. Kewarganegaraan;

g. Alamat Lengkap;

h. Nomor telepon/ faksimili/telepon seluler/email (bila ada).
(2) Identitas Teradu, meliputi hal-hal sebagai berikut:

a. Nama Lengkap; dan

b. Partai/Fraksi.

(3) Uraian Peristiwa yang diduga pelanggaran, meliputi uraian singkat fakta
' perbuatan yang dilakukan teradu dengan kejelasaan mengenai tempat dan

waktu terjadinya disertai bukti awal.

Pasel 4
Pengaduan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 yang diajukan wajib
ditandatangani atau diberi cap jempol langsung oleh pengadu.

Pasal 5

Pelanggaraa yang tidak memerlukan pengaduan berupa pelanggaran atas
ketidakhadiran anggota DPRD dalam rapat-rapat DPRD yang menjadi
kewajibannya.

BAB III
TATA CARA PEI{GA.'UATT PENGA"DUAN

Pasd 6
Pengaduan diajukan kepada Badan Kehormatan melalui Sekretariat.

Pagal 7
(1) Setelah menerima pengaduan, Badan Kehormatan wajib melakukan

verifikasi kelengkapan administrasi dan alat bukti yang mendukung
pengaduan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, sekurang-kurangnya

berupa :

a. Bukti diri Pengadu yaitu:

1. surat resmi dari lembaga/ organisasi masyarakat dalam hal Pengadu

adalah lembaga/organisasi masyarakat;

2. foto kopi identitas diri berupa KTP dalam hal Pengadu adalah

masyarakat perorangan warga Negara Indonesia;

b. Bukti surat atau tulisan yang berkaitan dengan alasan pengaduan;

c. Bila diperlukan pengadu dapat mengajukan daftar calon saksi disertai

pernyataan singkat tentang hal-hal yang akan diterangkan terkait

dengan alasan pengaduan, serta pernyataan bersedia menghadiri

persidangan, dalam ha1 Pengadu bermaksud mengajukan saksi;



d. Daftar bukti-bukti lain yang dapat berupa informasi yang terkait dengan

alasan pengaduan.

(2) Untuk melakukan verilikasi terhadap unsur administratif dan materi
pengaduan, Badan Kehormatan dibantu oleh Sekretariat;

(3) Dalam hal pengaduan telah dinyatakan lengkap secara administrasi dan
memenuhi ketentuan Tata Tertib serta Kode Etik, pengaduan diterima oleh
Sekretariat dan kepada pengadu diberikan surat tanda penerimaan
pengaduan dan selanjutnya diajukan daram rapat Badan Kehormatan;

(4) Dalam hal pengaduan belum lengkap, Badan Kehormatan melalui
sekretariat memberitahukan kepada pengadu tentang kekuranglengkapan
pengaduan, dan pengadu diminta melengkapi pengaduaan dalam waktu
paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak diterimanya surat pemberitahuan
kekuranglengkapan pengaduan;

(5) Apabila kelengkapan pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak
dipenuhi, pengaduan tidak diregistrasi dalam buku register;

(6) Pengaduan yang dinyatakan tidak diterima dan setelah jangka waktu
sebagaiman dimaksud pada ayat (s) tidak dipenuhi, tidak dapat diajukan
kembali, kecuali ditemukan bukti-bukti baru;

(7) Pengaduan diajukan tanpa dibebani biaya.

Pasal I
Pengaduan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 gugur apabila :

a. Teradu meninggal dunia;
. b. Teradu telah mengundurkan diri; atau

c. Ketentuan yang diduga dilanggar dinyatakan tidak berlaku/dicabut;

Pasel 9

Badan Kehormatan wajib merahasiakan pengaduan terutama identitas teradu
sampai dengan perkara diputus.

Paaal 10

Apabila diperlukan, Badan Kehormatan dapat meminta kepada penegak

hukum untuk memberikan perlindungan keamanan kepada pengadu.

BAB IV

REGISTRASI PENGADUAIT, PEITJAI'WALAI{ RAPAT DAN PAIIGGILAN

SIDANG

Pasd 11



(1) Pengaduan yang sudah lengkap dan memenuhi persyaratan dicatat dalam
buku registrasi perkara etik darl diberi nomor perkara;

(2) Badan Kehormatan menyampaikan salinan surat pengaduan kepada
Teradu dengan disertai nomor perkara selambatlambatnya r 4 (empat
belas) hari dengan surat resmi;

(3) Materi pengaduan yang secara administrasi telah diregistrasi, tidak dapat
ditarik kembali kecuali Badan Kehormatan menentukan lain;

(4) Untuk melengkapi pengaduan, rapat Badan Kehormatan dapat
mengundang Pengadu guna menyampaikan permasalahan yang diadukan.

Pagal 12

(1) Dalam hal materi dan data bukti awal dinyatakan lengkap dalam rapat
Badan Kehormatan, materi pengaduan disampaikan kepada pengadu dan
pimpinan fraksi teradu dengan surat resmi paling lambat 14 (empat belas)

hari kerja sejak materi aduan dinyatakan lengkap;

(2) Apabila aiat bukti tidak lengkap, maka Badan Kehormatan mencari data
pelengkapnya sampai batas waktu yang ditetapkan dalam rapat;

(3) Apabila data tambahan sudah diperoleh, rapat Badan Kehormatan
menjadwalkan langkah selanjutnya sesuai ketentuan yang berlaku;

(4) Pimpinan Fraksi teradu sebagaiman dimaksud pada ayat (1) wajib
merahasiakan pengaduan sampai dengan perkara diputus.

PaEal 13

Pimpinan Badan Kehormatax menetapkan hari sidang pertama dalam jangka
waktu 14 (empat belas) hari keda terhitung sejak materi aduan disampaikan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (l).

Passl 14

(1) Badan Kehormatan menyampaikan surat panggilan Sidang secara patut

dan resmi kepada Teradu dengan ditembuskan kepada Pimpinan Fraksi
. Teradu paling lambat 3 (tiga) hari sebelum Sidang Badan Kehormatan;

(2) Teradu dipanggil oleh Badan Kehormatan apabila data-data aduannya

' sudah lengkap;

(3) Panggilaa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling banyak 3

(tiga) kali;

(4) Teradu dapat tidak memenuhi panggilal Sidang sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) dengan alasan sakit yang memerlukan perawatan secara

intensif atau rawat inap yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter;



(s)

(6)

Teradu dapat tidak memenuhi panggilan Sidang sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dikarenakan tugas negara dengan dibuktikan dengan Surat
Keputusan Pimpinan DPRD;

Apabila Teradu tidak memenuhi panggilan secara patut sebanyak 3 (tiga)

kali berturut-turut, maka Badan Kehormatan berwenang melakukan
verifikasi tanpa kehadiran teradu.

BAB V
VTRI['II{ASI

Boglan Kesatu
Stdaag Verlllkagl

Pasel 15
Badan Kehormatan melakukan verifikasi dalam Sidang yang bersifat tertutup.

Paaal 16

Badan Kehormatan wajib menjaga kerahasiaan informasi yang diperoleh dalam
Sidang verifikasi.

Pasd 17
(l) Teradu wajib hadir sendiri dan tidak dapat menguasakan kepada pihak lain

dalam setiap tahap Sidang verifikasi Badan Kehormatan;
(2) Dalam hal Teradu tidak menghadiri panggilan Sidang verifikasi dengan

alasan sakit dan tugas negara sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 ayat
(4) dan ayat (5), Sidang verifikasi ditunda;

(3) Jangka waktu penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (21 paling lama
3 (tiga) bulan terhitung sejak panggilan pertama secara patut dan resmi;

(4) Apabila jangka waktu penundaaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3)

terlampaui, Badan Kehormatan dapat melakukan verifikasi tanpa
kehadiran Teradu.

Paad 18

Sidang Verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 meliputi:

a. verifrkasi pokok Pengaduan;

b. pemeriksaan alat bukti; dan

c. pembelaan Teradu.

(1) Pengadu mengajukan

Pengaduannya;

Bagtan Kedua

Pembulrtlaa
Paeal 19

alat bukti untuk membuktikan kebenaran



(2) Teradu berhak mengajukan kontra alat bukti terhadap pengaduan yang

diajukan Pengadu;

(3) Badan Kehormatan dapat meminta alat bukti lain kepada pihak ketiga.

Pasal 20
Alat bukti yang dipakai dalam sidang verifikasi Badan Kehormatan meliputi:
a. keterangan Saksi;

' b. keterangan Ahli;

c. surat;

'd. data atau informasi yang dapat dilihat, dibaca dan/atau didengar yang dapat
dikeluarkan dengan atau tanpa bantuan suatu sarana, baik yang tertuang di
atas kertas, benda fisik apapun selain kertas, maupun yang terekam secara

elektronik atau optik yang berupa tulisan, suara, gambar, peta, rancangan,

foto, huruf, tanda, angka, atau perforasi yang memiliki makna; dan/ atau
e. keterangan Pengadu dan Teradu.

Pasal 2l
(1) Keterangan Saksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf a, dapat

disampaikan oleh Saksi yang diqiukan:

a. Pengadu;

b. Teradu; dan/ atau

c. Badan Kehormatan.

(21 Saksi sebagaimana dimaksud pada ayat (l) dipanggil oleh Badan

Kehormatan untuk memberikan keterangan di Sidang verifikasi Badan

Kehormatan;

(3) Panggilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuat secara tertulis dan

harus sudah diterima oleh Saksi paling lambat 3 (tiga) hari sebelum Sidang

verifi kasi Badan Kehormatan.

Paaal22

(1) Verifikasi Saksi meliputi:

a. identitas Saksi; dan

b. pengetahuan Saksi tentarng materi perkara yang sedang diverifrkasi.

(2) Identitas Saksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:

a. nama lengkap;

b. tempat tanggal lahir/umur;

c. jenis kelamin;

d. pekerjaan; dart

e. alamat/ domisili.
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(3) Pengetahuan Saksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terbatas

. pada apa yang dilihat, didengar dan dialami sendiri.

. pasal 23
(1) Keterangan Ahli sebagaimana dimaksud dalam pasa.l 20 huruf b, dapat

disampaikan oleh Ahli yang dia,iukan:

a. Pengadu;

b. Teradu; dan/atau

c. Badan Kehormatan.

(2) Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipanggil oleh Badan
Kehormatan untuk memberikan keterangan di sidang verilikasi Badan

' Kehormatan;

(3) Panggilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan secara tertulis
' dan harus sudah diterima oleh Ahli paling lambat 3 (tiga) hari sebelum

Sidang verifikasi Badan Kehormatan.

Pasal 24
(1) Verifikasi Ahii meliputi:

a. identitas Ahli; dan

b. pengetahuan Ahli berkenaan dengan materi perkara yang sedang
diperiksa atau alat bukti surat dan data informasi sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 20 huruf c dan d.

(2) Identitas Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (l) huruf a meliputi:
a. nama lengkap;

b. tempat, tanggal lahir/umur;
c. jenis kelamin;

d. pekedaan;

e. alamat/domisili; dan

f. keahlian.

(3) Pengetahuan Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, didasarkan

pada pendidikan dan pengalamannya.

Paad 25

Alat bukti surat sebagaimana dimaksud dalam Pasa-l 20 huruf c, yang berupa

foto copy harus dibubuhi meterai dan harus dapat dicocokkan dengan surat

aslinya.
Palal 26

(1) Alat bukti data atau informasi elektronik sebagaimana dimaksud dalam
' Pasal 20 huruf d, dapat diperoleh dari:

a. Pengadu;



b. Teradu; dan/atau

c. Sumber lain yang dapat dipertanggungiawabkan.
(2) untuk menentukan kebenaran alat bukti sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) Badan Kehormatan dapat meminta keterangan Ahli.

Paeal 27
Keterangan sebagaimana dimaksud dalam pasa-l 20 huruf e disampaikan
secara lisan pada Sidang verifikasi Badan Kehormatan.

Passl 28
(1) Badan Kehormatan menilai alat-alat bukti yang diajukan dalam verifikasi

dengan memperhatikan persesuaian antara alat bukti yang satu dengan
alat bukti yang lain;

(2) Badan Kehormatan menentukan sah atau tidaknya alat bukti sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 20.

Pasd 29
Pembuktian menjadi dasar pengambilan keputusan pada sidang verifikasi
Badan Kehormatan.

Bagian Kettga
Pfunpinaa dan/atau Anggota Badan Kehorraataa

Pasal 30
(1) Pimpinan dan Anggota Badan Kehormatan di dalam melaksanakan tugas

dan kewajibannya harus mematuhi peraturan tata beracara ini.
(2) Apabila ada Pengaduan tentang dugaan pelanggaran dalam pelaksanaan

Sidang verifikasi sebagaimana diatur dalam tata beracara ini yang

dilakukan oleh Pimpinan dan/atau Anggota Badan Kehormatan,

ditindaklanjuti oleh Badan Kehormatan berdasarkan hasil Rapat Badan

Kehormatan.

Pasd 31

(1) Dalam hal pihak Teradu adalah Pimpinan dan/atau Anggota Badan

Kehormatan, Pengaduan diteruskan oleh Badan Kehormatan kepada

Pimpinan DPRD dan Pimpinan Fraksi Teradu;

(2) Dalam hal Pengaduan dinyatakan lengkap dalam Rapat Badan

Kehormatan, maka Pimpinaa Badan Kehormatan memberitahukan kepada

Pimpinan DPRD dan Pimpinan Fraksi Teradu;
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(3) Apabila materi aduan tidak lengkap, maka Badan Kehormatan mencari

data pelengkapnya sampai batas waktu yang ditentukan dalam Rapat;

(4) Setelah menerima pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2),

Pimpinan DPRD meminta kepada Pimpinan Fraksi Teradu untuk mengganti

. sementara waktu Pimpinan dan/ atau Anggota Badan Kehormatan yang
dilaporkan dari keanggotaan Badan Kehormatan;

(5) Dalam hal Pimpinan dan/atau Anggota Badan Kehormatan digantikan
sementara waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4), keanggotaannya
pada Badan Kehormatan digantikan oleh Anggota DPRD da-ri Fraksinya.

Baglan Keeapat
Peabelaan

Pagd 32
(1) Pengadu dapat mengemukakan pembelaan berdasarkan alat bukti

dihadapan Sidang Verifikasi Badan Kehormatan
(2) Teradu dapat mengemukakan pembelaan berdasarkan alat bukti

dihadapan Sidang Verifikasi Badan Kehormatan

(3) Pembelaan sebagaimana dimaksud pada ayat (l) dan ayat (2) disampaikan
sendiri dan tidak dapat dikuasakan pada pihak lain.

BAB VI
KEPUTUSAN

P$al 33
Badan Kehormatan sebelum mengambil keputusan, melakukan verifikasi
terlebih dahulu terhadap:

a. risalah atau transkrip rekaman Rapat dan/ atau Sidang verifikasi; dan

. b. pendapat etik seluruh Pimpinan dan Anggota Badan Kehormatan.

. Pasd 34

Rapat pengambilan keputusan Badan Kehormatan didasarkan atas:

a. asas kepatutan;

b. fakta-fakta dalam hasil Sidang verifikasi;

c. fakta-fakta dalam pembuktian;

d. fakta-fakta daiam pembelaan; dan

e. Tata Tertib dan Kode Etik.

Pasal 35

(1) Keputusan atas perkara yang diverifikasi diambil dalam Rapat Badan

Kehormatan.

(2) Rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dihadiri oleh sekurang-

kurangnya 213 Atggota Badan Kehormatan.

!2



(3) Dalam hat jumlah Anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak
terpenuhi, Rapat ditunda paling banyak 2 (dua) kali dengan tenggang
waktu masing-masing tidak lebih dar, 24 (dua puluh empat) jam.

(4) Setelah 2 (dua) kali penundaan kuorum sebagaimana dimaksud pada ayat
(3) belum juga tercapai, cara penyelesaiannya diserahkan kepada pimpinan

DPRD.

Pasal 36
(1) Pengambilan keputusan dalam Rapat Badan Kehormatan diambil dengan

cara musyawarah untuk mencapai mufakat.
(2) Dalam hal pengambilan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (l)

tidak terpenuhi, keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak.

Pasal 37
Setiap Keputusan Badan Kehormatan harus memuat:
a. kepala keputusan berbunyi "DEMI KEHORMATAN DENGAN RAHMAT

TUHAN YANG MAHA ESA';

b. identitas Teradu;

c. ringkasan Pengaduan;

d. pertimbangan terhadap fakta yang terungkap dalam Sidang verifikasi;
e. pertimbangan terhadap fakta yang terungkap dalam pembuktian;
f. pertimbangan terhadap fakta yang terungkap dalam pembelaan;

g. pertimbangan hukum dan etika yang menjadi dasar keputusan;
h. amar putusan;

i. hari dan tanggal keputusan; dan
j. nama dan tanda tangan seluruh Pimpinan dan Anggota Badan

Kehormatan.

Pasal 38
Keputusan Sidang Badan Kehormatan bersifat final dan mengikat.

Paaal 39

(1) Amar putusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf h berbunyi:

a. Menyatakan Teradu tidak terbukti melanggar; atau

b. Menyatakan Teradu terbukti melanggar.

(2) Daiam hal Teradu tidak terbukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf
a, keputusan dapat disertai rehabilitasi kepada Teradu;

(3) Dalam hal Teradu terbukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b,

keputusan disertai dengan sanksi kepada Teradu berupa:

a. teguran lisan;

b. teguran tertulis;

c. pemindahan keanggotaan di Alat Kelengkapan DPRD;
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e-

pemberhentian dari jabatan Pimpinan DPRD atau Pimpinan Alat
Kelengkapan DPRD; atau;
pemberhentian sebagai Anggota DPRD.

BAB VII
PELAKSANAAIT KJEPUTUSAI{

Pasal 40
(1)Badan Kehormatan menyampaikan rehabilitasi sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 39 ayat (2) kepada Pimpinan DpRD dan ditembuskan kepada
Pimpinan Fraksi yang bersangkutan, selambat-lambatnya 5 (lima) hari keda
sejak tanggal ditetapkannya Keputusan;

(2) Rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (l) diumumkan da.lam Rapat
Paripurna DPRD yang pertama sejak diterimanya Keputusan Badan
Kehormatan oleh Pimpinan DPRD;

(3) Rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibagikan kepada
seluruh Anggota DPRD.

Pasd 41
sanksi berupa teguran lisan sebagaimana dimaksud dalam pasal 39 ayat (3)

huruf a, disampaikan Badan Kehormatan kepada Teradu dalam Rapat Badan
Kehormatan, selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja sejak tanggal
ditetapkannya keputusan.

Palal 42
sanksi berupa teguran tertulis sebagaimana dimaksud dalam pasal 39 ayat
(3) huruf b disampaikan oleh Badan Kehormatan kepada pimpinan DpRD
dan Pimpinan Fraksi Anggota DPRD yang bersangkutan, selambat-
lambatnya 5 (lima) hari kerja sejak tanggal ditetapkannya Keputusan;
Pimpinan DPRD menyampaikan teguran tertulis sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) kepada Anggota DPRD yang bersangkutan selambat-
lambatnya 7 (tujuh) hari ke{a sejak tanggal diterimanya Keputusan dari
Badan Kehormatan.

Pasd 43
(1) Sanksi berupa pemberhentian dari Jabatan Pimpinan DPRD atau Pimpinan

Alat Kelengkapan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (3)

huruf d disampaikan oleh Badan Kehormatan kepada Pimpinan DPRD dan

ditembuskan kepada Pimpinan Fraksi Anggota DPRD yang bersangkutan

selambat-lambatnya 5 (lima) hari keija sejak tanggal ditetapkannya

Keputusan;

d.

(1)

(21
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(2) Pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (l) dibacakan dalam
Rapat Paripurna DPRD yang pertama sejak diterimanya Keputusan Badan
Kehormatan oleh Pimpinan DPRD.

Pasal 44
(1) Sanksi berupa pemberhentian sebagai Anggota DPRD sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 39 ayat (3) huruf e disampaikan oleh Badan
Kehormatan kepada Pimpinan DPRD dan ditembuskan kepada pimpinan
Fraksi DPRD yang bersangkutan selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja
sejak tanggal ditetapkannya Keputusan.

(2) Pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (l) dibacakan dalam
Rapat Paripurna DPRD yang pertama sejak diterimanya Keputusan Badan
Kehormatan oleh Pimpinan DPRD.

(3) Pemberhentian sebagaimaaa dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh
Pimpinan DPRD kepada Gubernur untuk diresmikan dengan Keputusan
Gubernur.

Pasal 45
sanksi atas pelanggaran tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 2 dan ketidakhadiran Anggota sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 5, diputuskan dalam Rapat Badan Kehormatan.

BAA VIU
KBIEITTUAIT PEITUTUP

Passl 46
Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Rembang
pada tanggal ......... Pebuari 2015

DPRD KABUPATEN REMBANG

KETUA

H. MAJID KAMIL. MZ

Diundangkan di Rembang

Pada tanggal 2015

SEKRETARIS DAERAH

HAMZAH FATONI, SH, M.KN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN REMBANG TAHUN 2015 NOMOR
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Lampiran I : PEMTUMN DPRD KAB. REMBANG

Nomor : ...... Tahun 2015

Tanggal : ..... Pebruari 2015
Contoh Format Tanda Terima Penqaduan

DEWAIT PERWAXII,AN RAIffAT DAIRAII
KABI'PATEI{ RTMBAITG

Jl. Diponegoro No.88 Telp (0295) 69119a Fax (0295) 699290
e-mail : setwanrembangkab@go. id

REMBANG

TANDATERIMA PENGADUAN
Nomor: I 120

Pada hari ini ..........., tanggal.............., Bulan...........Tahun
.......... WIB telah diterima pengaduan dari sdr/ sdri :

Nama

Tempat/Tanggal Lahir

Pekerjaan

Alamat Kantor

Alamat Tinggal

Uraian Pengaduan

Yang menerima Yang menyerahkan

................., Jam
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Lampiran [ : pERATUMN DPRD KAB. REMBANG

Nomor : ...... Tahun 2015
Tanggal : ..... pebruari 2015
Conloh Fomat Bsrits Acara penyerahan Alat BuKi

DEUIAIT PERWNTILAIT RAI(YAT DAERAII
KABI'PATEN RTMBANG

Jl. Diponegoro No.88 Telp (0295) 69119a Fax (0295) 693290
e-mail : setwanrembangka@go.id

REMBANG

Pada hari ini ...........
tangan dibawah ini :

BERITA ACAM PEMERAHAN ALAT BUKTI
NOMOR:

, tanggal..............Tahun , kami yang bertanda

1. Nama
Jabatan
Alamat

2. Nama
Jabatan
NIP

: ..............,....,..
: ......,......,,......

Yang menerima selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

Yang menyerahkan selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA

Menerangkan bahwa PIHAK PERTAMA telah menyerahkan kepada
KEDUA bempa:

l. .............................
2.
3.
4.
5.

PIHAK

kami buat dalam rangkap 2 (dua) untuk digunakan

Rembang, ............ 20...

Yang menerima
PIHAK KEDUA

Yang menyerahkan
PIHAK PERTAMA

t7



Lampiran lll :PERATUMN DPRD KAB. REMBANG

Nomor : ...... Tahun 201S

Tanggal : ..... pebruari 2015
Conloh Format Keputusan Badan Kehormalan
Rembano

DSWAN PERWAISLAIY RAIffAT DAERAH
I(ABI'PATEN REMBAITG

Jl. Diponegoro No. 88 Telp (0295) 691194 Fax (0295) 693290
e-mail : setwanrembangka@go. id

REMBANG

KEPUTUSAN BADAN KEHORMATAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN REMBANG

TENTANG

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN REMBANG

Membaca

Menimbang

Mengingat

Memperhatikan

Menetapkan

PERTAMA

KEDUA Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Rembang
Pada tanggal : Tanggal, Bulan, Tahun

BADAIY I(THORMA.TAN
DPRD I{ABI'PATEN RTMBAITG

Ketua,

18



Lampiran lV: PERATURAN DPRD KAB. REMBANG

Nomor : ...... Tahun 2015

Tanggal : ..... pebruari 2015
Conbft Ffimt Euku Rogrlstati perlGra

BI'XU REGISTRAAI PERIiARA

Ifo TAITGGAL
LInORAIT

I{A[A
PELIIFOR ISI IAFORAIT PEITERITA

L/IPoRAII I(BT
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Lampiran V: PERATURAN DPRO KAB. REMBANG

Nomor : ...... Tahun 2015

Tanggal : ..... Pebruari 201S

Contoh Format Risatah Sidang Badan
KFhnrmetrn

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN REMBANG

fl. P. Diponegoro No.88 Telp. (OZ9S) G9lt94 Kode pos 59212
REMBANG

RISALNI
SIDANG BADAN I(EHORMATAN DPRD

I(ABUPATEN REMBAI{G
TENTAI{G..

Hari
Tanggal

Waktu

Tempat

I. SITAT SIDANG

ACARA SID/II{G

1. ..................

2.

3.

4.

w.

PIMPIilAN SIDAT{G

l. Nama :

2. Jabatan :

PESIERTA SIDAI{G

1. .................

2.

3.

4.

5.

I(E.'ADIAN ATAU PROSES PERAIDAI{G/IN

XEPT/TUSAI{ SIDANG

v.
vI.

20

PIMPINAI{ SIDATIG



DEWAN PERUIAXILITN RAI(YAT DAERAH
I{ABUPATEN REMBANG

JL. Diponegoro No,. 88 Telp. (0295)691194 Kode Pos 59212
. REMBAT{G

KEPUTUSAN PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN REMBANG

NOMOR: 2 tegUn ZO1S

TENTANG

PELAKSANAAN RESES MASA PERSIDANGAN I
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN REMBANG
TAHUN 2OI5

Menimbang : a.

b.

Mengingat

bahwa dalam rangka melaksanakan Peraturan Dewan
Perwakilan Ralqyat Daerah Kabupaten Rembang Nomor 0l
Tahun 2014 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Kabupaten Rembang sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Dewan Perwakilan Ralryat Daerah
Kabupaten Rembang Nomor 0l Tahun 2015 tentang Tata
tertib DPRD Kabupaten Rembang khususnya pasal 66, ayat
(2,3 dan 4) bahwa Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Rembang melakukan Reses 3( tiga ) ka-li datani
1( satu ) tahun paling lama 6 (enam ) hari kerja dalam 1

(satu) kali reses ;

bahwa reses adalah salah satu kegiatan DPRD dari rencana
kerja Dewan Perwakilan Ralryat Daerah Tahun 2015 yang
mempakan wahana untuk penyerap€rn aspirasi dar:
penyampaian informasi kepada mzrsyarakat di daerah
pemilihan se Kabupaten Rembang yang jadwal pelaksanaan
ditetapkan oleh Pimpinan Dewa-n Perwakilan Raltfat
Daerah Kabupaten Rembang disesua.ikan seteiah
mendengar hasil rapat Badan Musyawarah Dewan
Perwakilan Ralqyat Daerah Kabupaten Rembang ;

c. bahwa pelaksanaan Kegiatan dan jadwai Pelaksanaar.
Reses sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b.
ditetapkan dengan Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan
Ra-lryat Daerah Kabupaten Rembang.

: 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-Daerah KabuPaten dalam
lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2OO4 tentang
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat da" r

Pemerintahan Daerah ;

3. Ur.dang-Undang Nomor 23 Tahur, 2Ol4 tentang
Pemerintahan Daerah;



4. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang
Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan
Anggota Dewan Perwakilan Ralcyat Daerah sebagaimana
telah diubah tera-khir dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 21 Tahun 2OO7 Tentang Perubahan Ketiga Atas
Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 20O4 tentang
Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan

' Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tetttang
Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilari
Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilari
Rakyat Daerah ;

6. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 4 Tahun
2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerat'
Tahun Anggaran 2015 ;

7. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupatcrr
Rembang Nomor 01 Tahun 2014 tentang Tata Tertib
Dewan Ferwakilan Ra}yat Daerah Kabupalen Rembangi
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Dewari
Perw-akilan Ralcyat Daerah Kabufaten Rembang Nomof
O1 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturari
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Remban$
Nomor 01 . tahun 2014 tentang Tata Tertib Dewari
Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang ; 

I

8. Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Ralcyat Daerah
Kabupaten Rembang Nomor 01 Tahun 2015 tentang
Penetapan Rencana Kerja Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2015.

Memperhatikan: Hasil Rapat Bhdan Musyawarah Dewan Perwakilan Ralryat
Daerah Kabupaten Rembang tanggal 9 Febmari 2015
mengenai Pelaksanaan Reses Masa Persidangan I.

MEMUTUSKAN
Menetapkan

PERTAMA : Pelaksanaan Reses Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Rembang Masa Persidangan I Tahun 2015
dilaksanakan pada Bulan Februari 2015 sebagai berikut :

l,lo. Hari / Tanegal Kegiatan

1.

2

3.

Selasa - Jumat

Jumat

Senin

Pelaksanaan Reses Masa
Persidangan I Tahun 2O l5

Penyusunan Laporan Has:l
Reses

Rapat Paripurna Intern
Penyampaian laPoran
Pelaksanaan Hasil Reses Per
Dapil



KEDUA Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya Kepuhrsan
Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupatcr:
Rembang ini dibebankan pa.da Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Kabupaten RembangTahun Anggaran 2015.

Keputtrsan ini berlaku sejak tanggd ditetapkan.

Ditetapkan di RembangI Pada tanggal 10 Febmari 2014

PIMPINAN DEWAN PERII/AKIIAN IIAKYAT DAERAII
KABUPATEN REMBANG



Lampiran : Keputusan Pimpinan Dewan
Perwakilan Ralryat Daerah
Kabupaten Rembang
Nomor : 2 Tahun2015
Tanegal : 1O F ebruari 2015

LOKASI PEI'IYERAPAN ASPIRASI BERDASARKAN DAERAH PEMILIHAN RESES
MASA PERSIDANGAN I TAHUN 2015

No. DAERAH
PEMILIHAN KECAMATAN NAMA KBT

1.

2.

3.

4.

5.

6.

DAPIL I

DAPIL II

DAPIL III

DAPIL ru

DAPIL V

DAPIL VI

REMBANG

I,ASEM

PANCUR

KRAGAN

SLUKE

SARANG

SEDAN

PAMOTAN

SALE

SULANG

BULU

l.M.BISRI CHOLIL LAQUF
2.MOKHAMAD ZAENURI
3.IT.SUNARTO
4.DONI.IY

KURNIAWAN,S.E.,M.M
5. HERI KURNIATTIIAN,S.E.
6.JOKO SUPRIHADI,S.H.

l.SULISTYO WETI ARIANI
2.EDI KARTONO,S.Pd.,M.H.
3.JASMANI
4.H.ISMARI,S.H
5.PUJI SANTOSO,SP,MH
6.FzuDA IzuANI

l.GUNASIH,S.E.
2.RIDWAN,S.H.,M.H.
3.ZAIMUL UMAM NS
4.ALI IMRON
5.ISLAHUDDIN
6.SAHNINGSIH,S.E.
T.GATOT PAERAN,S.H.,MSi

1.H.MAJID KAMILMZ
2.MUHAMMAD ANSHORI
3.SUPADI
4.IMROATUS

SHOLICHAH,S.E.,M.H.
S.ILYAS
6.ALI IRCHAM,S.T
T.H.CHASANUDDIN
8.M.NUR HASAN,S.H.,M.H.

l.SUGIHARTO
2.M.NUR HASYIM
3.H.HARNO,S.E.
4.WlDODO
5.H.SHOLEH,BA
6.CATUR WINAN'TO,S.H.
7.AYU ARDIYAH MAYASARI

1.H.MURSYID,S.T.
2.I\{UGIYARTO,S.T
S.MUHAMMAD

BAHAUD DUROR,S.PI

I

I
I



DAPILVII KALIORI

SUMBER

4.WASIMAN
S.SUKARMAIN
6.PARAMITA

PRAPANCA A.N.R,S.Pd

1. HENRY PURWOKO,S.Pd
. H.HIKMAH

PURNAMAWATI,S.E
MUFIAMMAD ASNAWI,S.Pd.I

. SUMARSIH

. H.YUDIA}ITO,S.H.

PIMPINAN DEWAN PER\I'AKIIAN RAI$AT DAERAH
KABUPATEN REMBANG



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
I{ABUPATEN REMBANG

Jl. P. Diponegoro No.88-T$rri g?i,..e]-I94 Kode pos ss2t2

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN REMBANG

NOMOR 2 TAHUN 2015

TENTANC

PERSETUJUAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN
REMBANG TENTANG PENGGUNAAN BANTUAN KEUANGAN UMUM

BBRSUMBER DARI APBD PROVINSI JAWA TENGAH
TAHUN ANGGARAN 20I5.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN REMBANG

Menimbang: a.

b.

bahwa sesuai dengan pasal 12 ayat (21 huruf b peraturan
Gubemur Jawa Tengah Nomor 

-2g 
Tahun 2014 tentangTata Cara Pemberian dan pertanggungjawaban BelanjfBantuan Keuangan kepada kabupaten / kota yaig

bersumber dari APBD Jawa Tengah tafrun anggaran iOtidisebutkan untuk bantuan keuangan Vfrg umum,dilakukan dengan persetujuan Opnb XaUupaten dans:lanjutnya ditampung dalam peraturan Daerah
Kabupaten tentang perubahan ApBD ;

bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a. perlu
persetujuan Dewan perwakilan Rakyat Daerah Kabuiaten
Rembang yang dituangkan dalam Keputusan Dewan
Perwakilan Ralryat Daerah Kabupaten Rembang.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam
Lingkungan Propinsi Jawa Tengah ;

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang pajak
Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah
dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang
Perubahan Atas UnCang-undalg Nomor 1g tahun 1997
tentang Pa,iak Daerah dan Retribusi Daerah ;

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari
Korupsi, I{olosi dan Nepotisrae ;

Uudang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara ;

Mcngingat : 1 .

4.

2.

.).

Undang-Undang Nomor
Perbendaharaan Negara ;

5. 1 Tahun 2OO4 tentalg



6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan
Negara;

7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional;

B. Undang-Undang Nomor 33 tahun 2OO4 Tentang
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah ;

9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah ;

10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan ;

11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2OL4 tentang
Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun
2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ;

1 2. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 200 1 tentang
Pajak Daerah ;

13. Peraturan Pemerintah Nornor 66 Tahun 2001 tentang
Retribusi Daerah ;

14. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang
Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan
Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2OO4
tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan
dan Anggota I)ewan Perwakilan Rakyat Daerah ;

15. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum ;

16. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang
Standar Akutansi Pemerintah ;

17. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang
Pinjaman Daerah ;

18. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2O05 tentang
Dana Perimbangan;

19. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang
Sistem Informasi Keuangan Daerah ;

20. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah ;



23.

24.

2 1 . Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang
Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan
Minimal;

22. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah ;

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang
Pelaporan Keuangarr dan Kinerja Instansi Pemerintah ;

Peraturan Pemerintah Nomor I Tahun '2007 tentang
Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan
Peratu ran Perundang-Undangan ;

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Pembagian Urusan Pemerintahal Antar Pemerintah,
Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah
Kabupaten lKota;

Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang
Organisasi Perangkat Daerah ;

Peraturan Pemerintah Nomor 7 1 Tahun 20 10 tentang
Standar Akuntansi Pemerintah ;

Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 201 I tentang
Pinjaman Daerah ;

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah
Daerah ;

Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang
Pedoman Pengadaan Barang / Jasa pemerintah
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden
Nomor 70 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas peraturan
Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang pedoman
Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah ;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah,
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2Ol1 tentang Perubahan
Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13
Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan
Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2014
tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 ;

Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2OO8 tentang
Organisasi dan Tata Ke{a Perangkat Daerah Kabupaten
Rembang;

25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

32.

33.



34.

35.

36.

Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Anggaran
Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Rembang
Tahun Anggaran 2015 ;

Peraturan Bupati Rembang Nomor 39 Tahun 2014 tentang
Penjabaran APBD Kabupaten Rembang Tahun Anggaran
2015;

Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten
Rembang Nomor 0l Tahun 2015 Perubahan Atas
Peraturan DPRD Kabupaten Rembang Nomor I Tahun
2014 tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Rembang .

l. Laporan Badan Anggaran DPRD Kabupaten Rembang
tanggal 23 Pebuari 2015.

2. Pendapat Fraksi-fraksi DPRD Kabupaten Rembang
tanggal 23 Pebruari 2015.

3. Rapat Paripuma DPRD Kabupaten Rembang tanggal
23 Pebruari 2015.

MEMUTUSKAN :

Menyetujui Penggunaan Bantuan Keuangan Umum
Bersumber dari APBD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2015
beserta perubahan-perubahannya sebagaimana tersebut
dalam laporan Badan Anggaran untuk ditetapkan menjadi
Peraturan Daerah sebagaimana terlampir .

Menyerahkan proses selanjutnya sebagaimana Diktum
PERTAMA Keputusan ini kepada Plt. Bupati Rembang ;

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal diterapkan .

Ditetapkan di Rembang
pada tanggal 23 Pebuari 2015

DEIVAN?PRWAKILAN RAKYAT DAERAH
I$BUPATEN REMBANG

Memperhatikan:

Menetapkan
PERTAMA

KEDUA

KETIGA

r



Lampirar,: Keputusan DPRD Kabupaten Rembang
: Nomor: 2 Tahun 20i5
: Tanggal 23 Pebuari 2015

PENGGUNAAN BANTUAN KEUANGAN UMUM BERSUMBER DARI APBD
PROVINSI JAWA.TENGAH
TAHUN ANGGARAN 2015.

Pengalokasian anggaran bantuan keuangan propinsi Jawa Tengah Tahun
anggaran 2015 Bantuan Umum sebesar Rp. 106.596.000,00 dengan
rinciannya terdiri dan :

1. Belanja Bantua-n Keuangan bersifat Umum dari Restribusi Daerah Tera
dan Tera Ulang sebesar Rp. 53.983.000,C0 ( Lima puluh Tiga Juta
Sembilan Ratus Delapan Puluh Tiga Ribu Rupiatr ) digunakan dalam
Program Perlindungan Konsumen dan pengamauan perdagangan
Kegiatan l(oordinasi Peningkatan hubungan ke{a dengan lembagi pada
lembaga perlinoungan konsumen kode Rekening 2.06.01.15.01 pada
Perindakop dan UMKI\I I(abupaten Rembang dengan rincian sebagai
beril<ut :

2. Belanja Bantuan Keuangan Bersifat umum dari Restribusi Daerah Izin
Usaha Perikanan sebesar Rp. 52.613.O00,00 ( Lima puluh Dua Juta
Enam Ra.tus Tiga Belas Ribu Rupiah ) dipergunakan dalam program
Pengembangan Perikanan Tangkap Kegiatan pemeliharaan pangliaran
Pendaratan Ikan I(ode Rekening 2.OS.OL.2L.|Z pada Dinas fetautan
dan Ferikanan I(abupaten Rembang dengan rincian sebagai berikut:

Belanja Pegawai
Belanja Barang dan Jasa
Belanja Modal

Belanja l-egarvai
Belanja Barang dan Jasa
Belanja Modal

: 4.250.000,00
:12.358.000,00
: 37.357.000,00

: 4.625.000,00
: 46.988.000,00
: c.000.000,00

Jumlah Bantuan Umum sebesar Rp. 106.596.00

AKILAN RAIftAT DAERAH
\TEN REMBANG



DEWAN PERWAISLAI{ RAKYAT DAERAH
I(ABUPATEN RIMBANG

Jalan P. Diponegoro *" 
XtJilo;,029s)691194 

Kode pos 5e212

Menimbang: a. bahwa berdasarkan pasal 7g ayat (2) Undang_Undang
Nomor 23 Tahun 20 14 tentang pemerintahan Daerah
ditegaskan bahwa apabila bupati/walikota diberhentikan
berdasarkan putusan pengadilan yang telah *"-p".oi"f,
kekuatan 

_ 
hukum tetap dilakukan pengisian labatanbupati/walikota sesuai dengan ketentuan peiaturan

perundang-undangan mengenai pemilihan kepala daerah ;

b. bahwa berdasarkan pasal 203 ayat (1) pERppU Nomor I
Tahun 2014 tentang pemilihan Gubernur, Bupati dan
Walikota ditegaskan bahwa dalam hal te4.adi kekosongan
Gubernur, Bupati dan Walikota yrng diangkat
berdasarkan Undang-Undang Nomor 3Z tafrun iO0+
tentang Pemerintahan Daerah maka Wakil Gubernur,
Wakil Bupati dan Wakii Walikota menggantikan Gubernur,
Bupati dan Walikota sampai dengan berakhir masa
jabatannya 

;

c. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a dan huruf b
mengusulkan pengangkatan Wakil Bupati Rembang
menjadi Bupati Rembang sisa masa jabatan 2010_2015
yang ditetapkan dengan Keputusan Dewan perwakilan
Rakyat Daerah Kabupaten Rembang.

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN REMBANG

NOMOR 3 TAHUN 2015

TENTANG

USUL PENGANGKATAN
WAKIL BUPATI REMBANG MENJADI BUPATI REMBANG

SISA MASA JABATAN TAHUN 201O-20I5

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN REMBANG

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun lgSO
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten
Lingkungan Propinsi Jawa Tengah ;

Mengingat : tentang
dalam

tentang2. Undang-Undang Nomor
Pemerintahan Daerah ;

23 Tahun 2074



3.

4.

5.

6.

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1

Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali
Kota ;

Peraturan Pemerinta-h Nomor 16 Tahun 20 10 tentang
Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah ;

Keputusan llenteri Dalam Negeri Nomor 131.33/4685 / 6
2014 Tanggal 8 Desember 2014 tentang Pemberhentian
Bupati Rembang Propinsi Jawa Tengah ;

Peraturan Dew'an Perwakilan Ralqyat Daerah Kabupaten
Rembang Nomor - Tahun 20 14 tentang Tata Tertib
Dewan Pervrakilan Ralryat Daerah Kabupaten Rembang
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Dewan.
Perwakilan Rakyat Daerah Nomor I Tahun 2015 tentang
Perubahan Atas Peraturan Dewan perwakilan Rakyat
Daerah Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang .

Ditetapkan di Rembang
pada tanggal 23 Pebuari 2015

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN REMBANG

Menetapkan
PERTAMA

,KEDUA

KETIGA

MEMUTUSI(AN:

Mengusulkan Pengangkatan Wakil Bupati Rembang menjadi
Bupati Rembang sisa masa jabatan 201O-201S ;

MenV.a-qnlkan Keputusan ini kepada Menteri Dalam Negeri
Republik Indonesia meialui Gubemur provinsi Jawa Tenlahuntuk selanjutnya diproses sesuai dengan Ketentuan
Peraturan Perundang - undangan ;

Keputusan ini berlaku sejak tanggat ditetapkan.



KEMENTERIAN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA,

Nomor
Sifat
Lampiran
Perihal

131 .33/225/orD^
Penting.

e"nletasan Mengenai Rapat paripurna
Pemberhentian Wakil Bupati Rembang
dan . Pengangkatan Wakil Bupati
Rembang menjadi Bupati Rembang.

Jakarta, 3gJanuari 201 5

Kepada
Yth. Gubernur Jawa Tengah

di
Semarano

Berkenaan dengan surat Saudara
20 Januari 2015 perihal sebagaimana pada
disampaikan hal-hal sebagai berikut:

Nomor: 120/0001 18 tanggal
pokok surat, dengan hormat

!,P.emberhentian Bupati Rembang masa jabatan tahun 2010_2015 telah
ditetapkan dengan Keputusan Menteri Daram Negeri Nomor .r 

3.r .33-45g5
tanggal I Desember 2014 tentang pemberhentian Bupati Rembang.

2. Dalam rangka pengisian kekosongan Bupati Rembang, terah diaiur
ketentuan peraturan perundang_undangan sebagai berikut:
a. Di dalam ketentuan pasal 7g ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun

2014 tentang pemerintahan Daerah, ditegaskan bahwa .Kepala 
Daerah

dan/atau Wakil Kepala Daerah berhenti karena: (a) meninggal dunia; (b)
permintaan sendiri; dan (c) diberhentikan,.

b. Di dalam ketentuan pasal g7 ayat (2) Undang_Undang Nomor 23 Tahun
2014 tentang pemerintahan Oaerah, ditegaskan bahwa "Apabila
bupati/walikota berhenti sebagaimana dimaksud pada pasal 7g atau
diberhentikan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh
kekuatan hukum tetap dilakukan pengisian jabatan bupati/walikota sesuai
dengan kgpztuan peraturan perundang_u ndangan mengenai pemilihan
kepala derah',.

a. Di dalam ketentuan pasal 203 ayat (1) pERppU Nomor 1 Tahun 2014
tentang Pennilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, ditegaskan bahwa
"Dalam hal terjadi kekosongan Gubernur, Bupati, dan Walikota yang
diangkat berdasarkan undang-Undan,g Nomor 32 iahun 2c04 tentang
Pemerintahan Daerah, wekir Gubernur, wakir Bupati, dan wakii vr'arikota
menggantikan Gubernur, Bupati, dan Walikota sampai dengan berakhir
masa jabatannya".

3. Berpedomarr pada ketentuan-ketentuan tersebut di atas, maka wakir Bupati
Rembang secara serta merta diangkat menjadi Bupati Rembang sisa masa
jabatan tahun 2O1O-2O15, dengan mekanisme:
a. Wakil Bupati Rembang segera menvarnpaikan surat kepada Ketua DpRD

l(abupaten Rembang mengenai pemberhentian Bupati Rembang,
sehingga DPRD Kabupaten Renrbang dapat menindaklanjuti ketentuan_
ketentuan tersebut di ata:.



-l-

l;. !,FeJ 
^,tbupaten 

Rembang segera rnelaksanakan Rapat paripurna
dalnlrl rangka mengurnumkan pemberhen.ian Bupati Rembang sekaligus
nr,_.n3usr.lkan-pengarrgkatan Wakil Bupati Rernbang menjadi Bupati
ii:e,Irbang Sisa Masa Jabatan Tahun 2010-i:0.11i.

c Eerd;rsarkan Keputiisan Rapat paripurna DpRD r(abupaten Renrbang,
naka Ketua r)pRD Kabupaten Rembang rnengusurkan kepada Menteri
flaiant Negeri melalui Gubernur Jaa,a .fengah 

mengenai Usul
F)r:n9,.15;1;2., F,engtangkatan Wakil Bupati Rembang menjadi Bupati
Ferr,t,ang Sisa l\/lasa Jabatan fahun 20jX_2015.

d. Me',tr:ri Dalam Negeri akan nrenetapkan K,:puiusan pengangkatan Bupati
Rerrrba,g sisa mas3 jabatan tahun 2oio-zo1:i sekarigus pemberhentian
',/Valiil Bupati Rernbang. ./

,1. Dergan ciemikiarr, pelaksanaan Rapat perrpurna DpRD Kabupaten
Iie,ril:ang tiJak petiu me.ggunakan ketentuan pasal 7g ayat (5) pp. Nomor
16 iahun 2010 tentang Pedoman penyusunan F'eraturan DpRD Tentang
I ata Tertib DPRI), karena Rapal paripurna D|)RD Kabupaten Rembang
harrya' trerupa mengumumkan pemberhentian E upati Rembang sekaligus
rre rrg irsulliarr \,Vakil Brrpati Rembang menjadi ts,rpati Rembang sisa masa
jabatarr trhr.;n 2.Ua :A15.

S',ehuoungan derrgan hal tersebut, diharapkan !)audara Gubernur segera
'ner,fasilitasi pelaksai'raan Rapat paripurna DpRD Kabupalen Rembang, serta
rrr(jn,,.r:,,r;\,r,I r,,e qe,,ahan pontLorhOnttan srirkrt .itQall l(el'tbitng d:ln
perlqesahilr) perrga.:gkatan \&akil lrupati Remblng rnenjadi Bupati Rembang
s,isa masa jab.:tan tahun 2010-2015.

O,:mikiarr trrrtuk ,'rren;adi L"erhatian daiarn pr:lallsanaa nnva.

I.IEGERI,
PIt. D!R OTO^lOM! DAEP.,\H

I ea.hlg.Il drsampaik:rn I eoa(-!a:

1. Yth. Bapzrk [\4enlerr Dalam Neg'.', sel'agai laporan;
2. Yth. Wakrl BLrpali Fle rrtan!r;
.3: \'th Ketua DPIlI) l(ab,-rpate.n Rer:rbang.

w



GTIBERNUR JAWA TENGAH
Jl l'ahlarvan No. 9 Telpon (024) 831I174 (20 saluran) Fax. (024) 8311266

Semarang 50243

{omor
iifat
-ampiran
)erihal

t3l/wa1a
Segera.
1 (satu) berkas.
Penjelasan mengenai Rapat Paripurna
Pemberhentian Wakil Bupati Rembang

Semarang, g Pebruari 2015

Kepada Yth. :

1. BUPATI REMBANG

2. KETUA DPRD KAB. REMBANG

di-

REMBANG

Memperhatikan surat Menteri Dalam Negeri tanggal 30 Januari 2015
No' t31.33/275lorDA yang tembusannya disampaikan kepada wakil
Bupati Rembang dan Ketua DpRD Kabupaten Rembang perihal tersebut
diatas, kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:
1. Bahwa pemberhentian Bupati Rembang masa jabatan Tahun

2010-2-015 telah ditetapkan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri
No. 131.33-4685 tanggal8 Desember 2014.

2. Dalam pengisian kekosongan Bupati Rembang telah diatur ketentuan
peraturan perundang-undangan:

a. Undang undang Nomor 23 Tahun 2014 pasal 7g ayat (1) dan
pasal 87 ayat (2).

b. Perppu Nomor l Tahun 2014 pasal 203 ayat (1).

3. Berpedoman pada ketentuan tersebut diatas, maka Wakil Bupati
Rembang secara serta mefta diangkat menjadi Bupati Rembang sisa
masa jabatan Tahun 2010-2015, dengan mekanisme :

a. Wakil Bupati Rembang segera menyampaikan surat kepada Ketua
DPRD Kab. Rembang mengenaipemberhentian Bupati Rembang.

b. DPRD Kabupaten Rembang melaksanakan Rapat paripurna dalam
rangka mengumumkan pemberhdntian Bupati Rembang sekaligus
mehgusulkan pengangkatan Wakil Bupati Rembang menjadi Bupati
Rembang sisa masa jabatan tahun 2010-2015 setelah Wakil Bupati
menyampaikan surat kepada Ketua DpRD Kab. Rembang mengenai
pemberhentian Bupati Rembang.

dan Pengangkatan Wakil Bupati



c. llas,i, Keputusarr Rapat Paripurna tersebut, DPRD Kab. Rembang

lri(:.lgi.rsulkan kepacia Menteri Lewat {r'ubelllui nrengenai usul

;;er:gesahan pengangkatan Wakil Eup;'ti Rembang menjadi Bupati
Rr: nl)a,'g sisa masa jabatan 2010-2015.

' 4 :iehuLurrr;an hal te:sebut, agar Saudara

'r. t{elarkse.rrakan langkah-langkah sr:bagaimana yang telah
t liarrr,r rr ltk a n dal;:rn peraturan sebagainra na tersebut diatas.

ir. l';ergusrrlknrr prtng€sahan pemberhentia I Walal Bupati Rembang

{rdft rnr.:rlg3ngkat Waki! Bupati Rembang nltnjadi Bupati Rembang

kep,ada Merrteri t)alanr Negeri lewat Gube;nr:r.

Dr:nriria,r urtuk ntenjaciikan perhatiarr

, GUBERI'IUR ]AWA TENGAH

0lwlo'e
\r.

H. G,qI.IJAi.]. PRANOWO, SH, MiP.

-r_Ef,!lr54N 
.drsanroaikan kepsoa Ylih. :

1. Menten Daiarn Neger;
2 trirjcn C)TDA Kerne:terr.lrr Da!a;n l,legeri;
3. W.rkil Etrpati Rt:,rrh'ang;

1i._4_Ls_!p.-



BUPATI REMBANG

Nomor

Hal

18olo? )6t2015
1 Benc,el
Pemberitahuan pemberhentian
Bupati Rembang

Rembang. 17 Februari 2015

Kepada Yth :

Ketua DPRD Kabupaten Rembang

REMBANG

Menindaklanluti Surat Gubernur Jawa Tengah Nomo-t31/001434 penhal
Pen,elasan mengenai Rapat parrpurna pemberhentian wakil Bupati Rembang
dan Pengangkatan wakir Bupata Rembang menjadi Bupatr Rembang dengan rni
drbefltahukan bahwa :

'l Berdasarkan Keputusan Menteri Daram Negeri Nomor 131 33-46g5 Tahun
2015 perihat pemberhentian Bupati Rembang provinsi Jawa Tengah .yang
daram diktum KESATU menerapkan memberhentikan saudara H. MocH.
SALIM dan jabatannya sebagai Bupati Rembang Masa Jabatan Tahun
201 0-201 5

2 Bahwa dengan ditetapkannya Keputusan tersebut dan berdasark an gada
Surat Gubernu r Jawa Tengah Nomor 131/001434 perihal pemberhentian
Bupati Rembang provinsi Jawa Tengah dalam rangka p€ngisian
kekosongan Bupati Rembang mengacu pada ketentuan peraturan
perundang-undangan sebagai berikul:
a Undang-Undang Nomor 23 Tahun 20,t4 pasal 7g ayat (1) dan pasat 78

ayat (2).

b Perpu Nomor 1 Tahun 2014 pasat 203 ayat (t)
Sehubungan dengan har tersebut diaras maka dapat krranya diraksanakan

proses trndakranJutnya sesuai dengan surat Edaran Menteri Daram Negeri
Nomor 1 31.33/375/OTDA.



LAPORAN HASIL RESES

] ANGGOTA DPRD KABUPATEN REMBANG
DAERAH PEMILIHAN REMBANG O{

(KEC. REMBANG)

I

I!

MASA PEIRSIDANGAN I
TAHIUN 2015



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN REMBANG

JL. Diponegoro No. 88 Telp. (0295)691194 Kode pos 59212

REi\.TBANG

t.

LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN RESES
MASA PERSIDANGAN I

ANGGOTA DPRD KABUPATEN REMBANG
TAHUN AN(;GARAN 2015

PENDAHULUAN

A Dasar

',l. Sesuaidengan Pasal 66 ayat (3,), (4), (5) dan (6) peraturan DpRD
Kabupaten Rembang Nomor 01 Tahun 2014 tentang Tat,r Tertib
DPRD Kabupaten Rerrbang

2. Hasil Rapat Eacan Musyawarah DpRD Kabupaten Rembang
tanggal 9 Februari 201S

3. Keputusan Pimpinan DpRD Kabupaten Rembang Nomor 2 Tahun
2015 tentang Pelal<sanaan Reses Anggota DpRD Kabupaten
Rembang Masa Persida,rgan I Tahun 2015

B. Maksud dan Tujuan

1. Penyerapan aspirasi mas.yarakat

2. Memberikan informasi tentang pelaksanaan fungsi, tugas dan
wewenang DPRD Katrupaten Rembang

3. Melaksanakan tugas DPRD dalam bidang pengawasan
4. Memberikan informasi ke bijakan pemerintah Kabupat€n Rembang

yang dianggap pertu olef anggota DpRD Kabupaten Rembang

PELAKSANAAN

A. Waktu Pelaksanaan.

Masa Reses Anggota DPRI-) Masa persidangan I Tahun 2O,lS adalah
:

1. Pelaksanaan Penyerapan Aspirasi tanggal 17 sld 20Februari 2015
2. Laporan Hasil Pelaksanaan Reses tangga 23 Februari 20.,5

B. Wilayah Daerah Pemiiihan.

- Daerah Pemlliharn Renrbang O1 (Kecamatan Rembang)

[.



C. Bentuk Reses.

Reses dilaksanakan oleh anggota DPRD sedangkan untuk
pelaporannya secara kr.rlekti'dengan anggota sebagai berikut :

'1. M Bisri Cholil Laquf

2. Mukhammad Zaen:tri

3. lr. H. Sunarto

4. Donny Kurniawan, SH M\l
5. Heri Kurniawarr, SE

6. Joko Suprihadi, SH

D. Pelaksanaan

Reses ini dilaksanakan masing-masing anggota DPRD pada
pertemuan/audiensi dl tempaUdesa yang ditentukan. pertemuan

tersebut dilakukan bersama dengan konstituen (masyarakat).

Pelaksanaan Reses tersebut ctilakukan dengan jadwal sebagai berikut :

Nama angga!

M. Bisri Cholil Laquf 17 sld 20 Februari
2015

Mokhamad Zaenuri 17 slo20 Februari
20'r s

H. Sunarto 17 std20 Februari
20i5

Joko Suprihadi,SH 17 s/d 19 Februari
2015

Donny Kurniawan,
SE MM

17 sld 20 Februari
2015

ilt.

Heri Kurniawan, SE 17 ild 20 Februari
2015

HASIL PENYERAPAN ASPIRASI MASYARAKAT

Dari pertemuan yang dilaksanalian oleh masing-masing anggota DPRD di
Daerah Pemilihan Rembang 01 (Kecamatan Rembang), ada beberapa
usulan yang dirangkum untuk memberikan evaluasi atas kebijakan
Pemerintah dan usulan pembangunan sebagai berikut:

Ds. Tlogomojo- Rembang
Ds. Weton - Rembang
Ds. Sawahan - Rembang
Ds. Sukoharjo - Rembang
Ds. Ngadem - Rembang
Ds. Waru - Rembang
Ds. Pasarbanggi - Rembang
Ds. Sumberjo Rembang
Ds. Sidowayah Rembang
Ds. Leteh Rembang
Ds. Kumendung Rembang

Kel Pacar- Rembang
Kel. Tanjungsari
Ds. Sumberjo - Rembang
Gd. Aula Sumber Rejeki
Rembang

Ds. Mondoteko - Rembang
Kel Tanjungsari - Rembang
Ds. Ngotet - Rembang



A. Bidang Pemerintahan

1. Minta ketegasan apar lremerintah Kabupaten dal hal ini Dinas

Kelautan dan Ferikanan untuk melarang beroperasinya nelayan

y ang memakai jaring colok

2. Kepala Desa yang tidak mendapatkan Bengkok mohon

dioerhatikan.

3. Dalam pengurusan perijrnan khususnya ijin properti masih berbelit

dan ongkos tinggi, disinyalir adanya pungli. Mohon ditertibkan.

4. Mohon diperhatikarr kesejahteraan Guru Madin, Guru pAUD dan

Guru TK.

Bidang Ekonomi

1. Mohon Pembangunan r ntuk jalan usaha tani di Ds. Sndadi Kec.

Rembang.

2. Ban$os dan hihah agar dimaksimalkan sehingga dapat

mengurangi pengailggu:an para remaja di desa, dengan bentuk

usaha ternak.

3. Pembuatan tanggu! untuk tambatan perahu di Kel. Pacar.

4. Bantuan alat nelayanramah lingkungan untuk Ds. Pandean.

5. Bantuan ternak dan jalan menuju lahan pertanian (Jalan usalla

tani) di Ds. Padaran.

6. Desa Kasrenran m-.mbutuhkan pengairan sawah, yang sumber

airnya diambilkarr dari kali Jape - Pamotan, jika itu teralisasi, Oesa

Jambangan bisa ikut dapat imbasnya pengairan tersebut dan juga

pengairan air bei'sih untr.rk nrandi da,r konsumsi.

7. Kelornpok tani Ds. Gedangan minta bantuan traktor.

8. Petani di Desa Pulo membutuhkan pengairan sawah, dan juga

mohc.n bantuan mesin diesel dan selangnya untuk mengairi

sawah.

9. Nelayan Desa Kabongan L.or membutuhkan bantuan dari Pelnkab

berupa alat tangkap ikan yang ramah lingkungan.

10. Mohon pembangunan Pasar Desa Mondoteko.

1 1. F'erlu penataan ekonomi di Kabupaten Rembang.

12. Mohon bantuan keuangan kepada M. Arianto Mahasiswa STIE

YPPI Rembang alamat Ds, Jatihadi RT 2 RW 2 Kec. Sumber

13. Mohon bantuan keuangan kepada Kelompok Usaha " Gemilang

Sejahtera " Desa Ser,dangagung Dk. Jeruk RT 01 RW '1 Kec.

Kaliori.

B.



14.Mohon bantuan keuangan kepada Kolompok kopi lelet ( Gilang )

Jl. KH. Bisri Mustofa Gg. ll/10 Leteh Rembang.

'15. Pembangunan jalan pert; nian Ds. Waru

- 16. Bantuan keuangan KUB Salimna Kel. Gegunung Kulon.

17. Bantuan keuangan NNI Cell d.a. jalan PUK Sarang-Sedan n(). 50.

lS.Bantuan Kelompok pcdagang beras "Toko Subur' Ds. Sumberjo

gang 4 RT 5 R\^/ 3 Remt'ang.

C. Bidang lnfrastruktur/Pembangunan.

1. PLP Ds Sumberjo Kec. liembang

2. PLP Ds. Sridadi Kec. Re;nbang

3. PLP Ds. Kumendung Kec. Renrbang

4. PLP Ds. Sidorvayah Kec Rembang.

5. Lampu Galaxi untuk p'jnerangan perahu RT 02 RW 01 Kel.
Tanjungsari

6. Perbaikan jalan nrasuk Dk. Nglempung Ds, Gedangan sampai ke
pemukiman penduduk.

7. Mohon kegiatan Pams,mas ,Ji Ds. Turusgede karena sangat
dibutuhkan.

8. Perbaikan jala;l RT 05 RW 02 Kel Sidowayah Kcc. Rembang

9. Betonisasi Can saluran t?T 3 RW 2 Ds. Ngadem

10. Tempat sampah di RT 3 RW 3 dan RT 4 RW 2 Ds. Ngadem
'1 1. Lampu galaxi di pinggir pantai Rt 1 Rvr 2 Ds. Kabongan Lor.

12. Desa Tlogomojo membrrtuhkan air bersih, dan juga membutuhkan
PAMSIMAS.

'l3.Dk. Badeg Ds. Sridadi mohon drainase dan PDAM diperhatikan,
karena bany.'rk drainase tidak lancar dan juga air PDAM tidak
lancar.

'14. Jalan poros alternatrf dari Desa Badeg ke Desa Tlohomojo mohon
untuk diaspal.

15. Ja,an alternatif dari Ds.Tritunggal ke Ds. Punjulharjo mohon untuk
di:aspal dan diberi penerangan lampu jalan.

16. Perlu penerangan berupa lampu di Makam Pasar Banggi supaya
jika aoa pemakaman dimalam hari bisa sangat membantu.

17. RT 3 RW 2 Desa Tireman mohon perhatiannya untuk jalan yang
belunr diaspal untuk diar;pal.

18. Bagian selatan desa ingin dijadikan jalan lingkar, jadi mohon
perhatiannua untuk dibuatkan jalan makadam dan talud.

19.Jalan Ds. Jambangan - Pasarbanggi rusak dan gelap, mohon
untuk diaspal dan diberik penerangan lampu jalan.

20 Mohon pengaspalan jalan tambak dari Madrasah ke Timur Ds.
Tlogomojo.

21 . Jdun makam Mbah Santri minta agar diaspal.

22. Pernbuatan tower PAMSIMAS.



23. Pengaspalan jalan di Dk Bandang Ds. Ketanggi.

24.Sebelah barat SMPN3 Rembang mohon dibuatkan jalan rembus
ke utara agar warga sekitar misa memanfaatkannya buat jalan
alternatif.

' ?-s.Mohon direhab Ealai Pertemuan Kelurahan Pacar.

26. I\lohon diteruskan pernbangunan Jety laut di Desa Gegunung
Wetan.

27. Jalan depan makam mbah Kramat dusun Karanggeneng
Kelurahan Tanjungsari rnohon dilebarkan.

28. Mohon Pembangunan gedung perpustakaan kelurahan
Tanjungsari.

29. Mohon pembangunan drainase desa Mondoteko dibuat
komerhensip dan dibangun pula drainase besar untuk mengalirkan
air ke sungai Mondcteko

30. GOR Mbesi agar segera direhab.

31. Mohon pembangunan pa:rit Dk. Badeg Ds. Sridadi.

32. Mohon pembangunan tarrrd jalan Ds. Turusgede.

33. Mohon pembangu'tan jelan dan parit serta gorcng-gorong ke arah

kuburan Kcdin Kelurahan Magersari.

34. Mohon pembangunan gorong-gorong dan jalan poros Kelurahan

Magersari.

35. Mohon pembangunan Drainase mulai pom bensin Gajahmada

sampai depan SMPN I Rembang.

36.Mohon Pembangunan drainase RT 02 dan RT 01 RW 2 Kelurahan

Magersari.

37. Mohon Penbangunan Drainase belakang Kantor KLK untuk

pembuangan air dari sawah petani Ds. Mondoteko.

38. Mchon PDAM untuk masuk di Desa Tritunggal.

39. Mohcn dibuat Balai Pertentuan untuk Desa Kabongan Lor.

40. Pembangunan jalan Kuburan Kel. Tanjungsari

4'1. Mohcn bantuan Pembangunan Balai Pertemuan Desa Pacar.

42. Pembangunan lampu dan Mercusuar di pulau Masaran (sebelah

timur pulai Gede) d an l(arang Dangkal (sebelah utara TPI

Tanjungsari.

D. Bidang Kesejahteraan Rakyat.

1. Perbaikan Mush<.rlla di Ds. Kasreman

2. Bantuan renovasi Masjid di Ds. Pasarbanggi.

3. Banluan perbaikan Musholla diwilayah dk. Gundi Kulon Ds.
Kedungrejo.

4. Rehab rumah tak layak huni di Desa Kuemendung.

5. Pembuatan pagar Mr.rs,rola di Dk. Nggodo Ds. Punjulharjo.



Desa Jambangan membutuhkan air bersih, pralon yang sudah
tertanam lebih dari 2 tahun oleh PDAM sampai sekarang belum
berfungsi.

Mohon Pemerintah Kabupaten sudi membuatkan Madrasah Sore
yang bertempat di Desa-flogomoio.

Adanya lapangan pekerjaan di Desa Tritunggal seperti penjemuran
ikan agar ibu-ibu Desa Tritunggal tidak keluar desa.

9. RT 3 banyak sampah yang dibuang sembarangan karena belum
adanya tempaUbak sampah untuk itu mohon perhatiannya untuk
dibuatkan tempaVbak sampah di Desa Tlogomojo.

10. Mohon penertiban warung-warung kopi.

1 i. Perlu adanya sosialisasi dan cara yang lebih baik agar
pelaksanaan parkir berlangganan berjalan lebih efektif.

12.Mohon penertiban orang gila dana gelandangan jika perlu dibuat
cool center yang bisa diakses masyarakat untuk melaporkan ke
Satpol PP atau Dinas Sosial.

'13. Mohon bantuan keuangan Panitia rehab Musholla Nurul lman
Kelurahan Gegunung Kulon Kec. Rembang.

14.Mohon Bantuan Keuangan kepada Kelompok PAUD KB Akhlak
Mulia ds. Sulang Kec. Sulang.

15. Mohon bantuan LCD Prcjector SMPN 1 Rembang.

16. Mohon Rehab pagar SMPN 1 Rembang

17.Mohon Dantuan pembangunan rumah layak huni a.n. SURYONO
Kelurahan Magersari RT 04 RW 1 Rembang

18. Mohon dibantu dana untuk pembuatan lapangan Ds. Sridadi (

tanah sudah tersedia).
'19. Mohon ditambah 1 lokal untuk TPQ desa Pasarbanggi.

20. Mohon bantuan Masjid Desa Ngadem.

21. Mohon dibantu mesin foging untuk mengurangi penyebaran
penyakit DB di Desa Ngadem.

22. Pembangunan bedah rurnah untuk masyarakat miskin Ds. Waru.

IV. PENUTUP

Demikian hasil penjaringan aspirasi masyarakat yang dapat kami laporkan

pada Rapat Paripurna hari ini Senin tanggal 23 Februari 2015

Remoang, 23 Februari 2015

ANGGOTA DPRD KABUPATEN R
DAERAH PET,IILIHAN REMBANG O

1. M. BISRI CHOLIL LAQUF
2. MOKHAMAD ZAENURI

3. lr. H. SUNARTO

4. JOKO SUPRIHADI, SH

5. DONNY KIJRNIAWAN, SH. fuIM

6. HERI KUR,NIAWAN, SE

o.

7.

8.



LAPORAN PELAKSANAAI\I KEGIATAN RESES

N{ASA PER.SIDAI\TGAN I
ANGGOTA DPRD KABT]PATEN REMBANG

I

TAIIUN AIYGGARAN 2015



DEWAI\ PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABI.IPATEN REMBANG

JL. Diporregoro No. 88 Telp. (0295)691194 Kode Pos 59212

REMBANG

LAPORAN PELAKSAIIAAN KEGIATAN RESES
MASA PERSIDANGAN I

ANGGOTA DPRD KABUPATEN REMBANG
TAHIJN ANGG,{RAN 2015

PENDAHULUAN

A. Dasar

L Sesuai dengan Pasal 66 ayat (3), (4), (5) dan (6) Peraturan DPRD

Kabupaten Rembang Nomor 01 Tahun 2014 tentang Tata Tertib DPRD

Kabupaten Rembang

2. Hasil Rapat Badan Musyawarah DPRD Kabupaten Rembang tanggal

9 Februari 201 5

3. Kepunrsan Pimpinan DPRD Kabupaten Rembang Nomor 2 Tahun 2015

tentang Pelaksanaan Reses Anggota DPRD Kabupaten Rembang Masa

Persidangan I Tahun 2015

B. llaksud dan Tujuan

l. Menyerap aspirasi masyaralat

2. Memberikan informasi tentang pelaksanaan fungsi, tugas dan wewenang

DPRD Kabupaten Rembang

3. Melaksanakan tugas DPRD dalam bidang pengawasan

4. Memberikan informasi kebijakan Pemerintah Kabupaten Rembang yang

dianggap perlu oleh anggola DPRD Kabupaten Rembang

PELAKSANAAN

A. 'rlraktu.

Masa Reses Anggota DPRD Ivlasa Persidangan I Tahun 2015 :

l. Pelaksanaan Penyerapan Aspirasi tanggal l7 s/d 20 Februari 2015.

2. Rumusan Hasil Reses tanggrtl 20 Februari 2015.

3. Laporan Hasil Pelaksanaan Reses tanggal 23 Februari 2015



B. Wilayah Daerah Pemilihan

Daerah Pemilihan Rembang II ( Kecamatan Lasem dan Pancur )

C. Reses dilaksanakan oleh anggota DPRD sedangkan pelaporannya secara

kolekif dengan anggota :

l. Puji Santoso, MH.

2-. Jasmani

3. Edi K-artono, SPd.

4. H. Ismari, SH.

5. S. Weti Ariani

6. Frida lriy.rni

D. Pelaksanaan

Reses ini dilalsanakan masing-masing anggota DPRD pada

Fertemuar/audiensi di tempaudesa yang ditentukan. Pertemuan tersebut

dilakukan bersama dengan konstituen ( masyarakat ).

Pelaksanaan Reses tersebur dila<ukan dengan jadwal sebagai berikut :

No Nama Tanggal Tempat

I Puji Santoso, MH. l7 Feb,rari 2015

l6 Fehuari 2015

l9 Februari 2015

20 Feb;uari 2015

Ds. Tuyuhan Kec. Pancur

Ds. Gowak Kec. Lasem

Ds. Doropayung Kec. Pancur

Ds. Jolorur:do Kec. Lasem

2 Jasmuni i 7 Februari 2015

1 8 Februari 20 I 5

I 9 Feb:uari 201 5

20 Febmari 2015

Ds. Gedongnulyo - Lasem

Ds. Gedongrnulyo - Lasem

Ds. Gedonp.ulyo - Lasem

Gedung KPN - Pancur

3 Edi Kartono, SPd. l7 Februari 2015

l8 Februari 2015

l9 Februari 2015

20 Februai 2015

Ds. Jolotundo Kec. lasem

Ds. Jolotundo Kec. lasem

Ds. Jolotundo Kec. I:sem
Ds. Jolotundo Kec. Lasem

4 H. Ismari, SH. l7 Februari 2015

l8 Februari 2015

I 9 Febr uari 201 5

2C Februari 2015

Ds. Warugunung - Pancur

Ds. Warugunung - Pancur

Ds. Warugunung - Panc.r

Ds. Wanrgunung - Pancur

5 S. Weti Ariani 1 7 Februan 2015

I 8 Februari 20 I 5

l9 Februari 201 5

20 Februari 2015

Ds. Japeledok Kec. Pancur

Ds. Trenggulunan Kec. Pancur

Ds. Kalitcngah Kec. Pancur

Ds. Sendang asri Kec. Lasem

6 Fri& Iriyani I 7 Fe.bruari 20 I 5

l8 Februari 2015

l9 Februari 2015

20 Februari 2015

Ds. Gedongurulyo - Lasem

Ds. Gedongnulyo - Lasem

Ds. Selopuro Kec. Lasem

Ds. Tasiksono - Lasem



III. IIASIL PEI\TYERAPAN ASNIRASI MASYARAKAT

Dan penemum yang dilaksanakan oleh rnasing-masing anggota DPRD di Daerah

Pemilihan Rembang II ( Kecamatan Lasem dan Pancur ), ada beberapa usulan
ye.rrg dirangkum untuk memberikan evalu"si atas kebijakan Pemerintah dan

usulan pembangunan sebagai berikut :

A. Bidang Pemerintahan
l. Pemerintah Daerah diharapkan segera merealisasikan Kartu Sehat dan

kartrr pintar seperti yang sudah di Programkan Pemerintah pusat.

B. Bidang Ekonomi
1. Bantuan modal kepada r.saha Dodol jenang Desa Bonang Kec. Lasem
2. Bantuan temak kambing kepada desa Ngroto dan desa sumberagung kec.

Pancur

3. Bantrun modal kepada inCustri batik di desa Karas kepoh Kec. Pancur
4. Bantuan modal kepada industri Batik di Desa Langkir Kec. Pancur
5. Bantuan hand Traktor kepada desa Punggurharjo, desa Jeruk kec. pancur

6. Bantuan hibah untuk Usaha Kecil desa Selopuro Kec. Lasem

7. Bant nn modal Usaha untuk pedagang pasar desa karangturi Kec. lasem

8. Bant'.ran hand Traktor untuk kelompok t"ni desa Pancur

9. Bantuan modal untuk Industri Batik di desa Sendang asri kec. Lasem
10. Bantuan haud Traktor kepacia kelompok tani desa Gowak kec. lasem

ll. Bantuan modal kcpada KUBE Bandeng Presto Desa tasikson Kec.
Lasem

12. bantuan temak kambing Desa Sendang asri kec. Lasem

13. bantuan modal unnrk usaha Kuningan desa Jolotundo Kec. lasem

14. bantuan Modal untuk usaha batik Desa Doropayung Kec. Pancur

C. Bidang Pembangunan / Infr,tstruktur.
l. Pembangunan gapura di lapal batas Desa Tuyuhan - desa Jolotundo

kec. Lasem

2. Peninggian jembatan Dukuh Sidomulyo Desa jolotundo kec. Lasem

.'l. Pembangunan saluran air gang VI dan gang VII desa Karangturi kec.

Lasem

4. Pembangunan MCK RT: ll dan III Desa Soditan kec. Lasem

5. Pengaspalan jalan Jurusan Bonang - Sriombo kec. lasem
6. Pembangunan jalan aspal Desa Binangun kec. Lasem

7. Pernbangrman jalan setapak desa Gowak kec. lasem

8. Pembangunan jalan setapak cor beton desa sendangcoyo kec. lasem

9. Pembangunan PAB desa sendangcoyo kec. Lasem

10. Pembar..gunan ISak air Desa Ngargomulyo kec. lasem

I l. Pembangunan Gedung Paud Desa Criwik kec. Pancur



12. Pembar:gunan jalan makam desa Pancur kec. Pancur

13. Pembangunan jalan &rkuh Tengger Desa Pancur jurusan Wuwur kec.

Pancur

i4. Pembangunan salurau air dan talud jalan dukuh Guwo desa Wuwur kec.

Pancur

15. Pembangunan jalan us.rha tani desa Kedung kec. Pancur

16. Pembangunan Bronjong dukuh Weton Desa Kalitengan kec. Pancur

I 7. Pembangunan drainase R1': 5 dan 6 dem kalitengah kec. Pancur

18. Pembangunan Drainase RT: 2 desa Ngulangan kec. pancur

i9. Pengaspalan jalan desa Pohlandak kec. Pancur

20. Pembangunan jalan shand sheet desa Japeledok Kec. Pancur

21 . Pembangunan jalan lingkungan Desa Doropayung kec. pancur

22. Pembangunan jalan cor be ton desajeruk kec. pancur

23. Pengaspalan jalan shand sireet RT: I dan 2 desa karas kepoh kec. pancur

24. Pembangunan jalan md<am dukuh Muragan desa Tuyuhan Kec. pancur

25. Pembangunan .lalan dan tebi4 jalan dukuh Tritis desa Gowak kec.

Lasem

26. Pembangunan jaian makam dukuh Tritis Desa Gowak Kec. lasem

27. Pembarrgunan salura,r air desa Doropalung kec. Pancur

28. Pcmbangunan talud jalan desa Sriombo kec. lasem

29. P embangunan jalan makam desa dorokandang Kec. Lasem

30. Pembangunan jalan Cukuh banlu Desa kalitengah kec. pancur

31. Pembangunan talud jalan desa tasiksono Kec. Lasem

32. Pembangunan jalan Cor bcton Desa Gedong mulyo kec. Lasem

33. Perbaikan jalan Lingkungan dukuh Rejomulyo desa Kalitengah Kec.
Pancw

D. Bidang Kesejahterean Ralq'at.
l. Bantuan hibah kepada Radio Simetri Desa karangturi Kec. Lasem

2. Bantuan hibah kepada muihola dukuh Mbarik Desa Sumbergirang kec.
Lasem

3. Bantuan hibah kepada Mushola 'Nurul Hidayah" desa Ngemplak Kec.
Lasem

4. Bantuan bedah rumah desa Sendang asri kec. Lasem

5. Bantuan Pembangunan mushola "Nurul Huda" desa Dorokandang kec.

Lasem

6. Bantuan hibah kepada mushola desa Sriombo kec. Lasem

7. Bantuan Penerangan jalan desa Sendang asri Kec. lasem

8. Bantuan hibah kepada Masjid "Rosidin" desa dasun kec. lasem

9. Bantuan Peneranganjalan desa Selopuro Kec. Lasem

10. Bantuan hibah kepada musholla desa Ngulangan kec. Pancur
I L Bantuan peralatan hadroh desa karas kepoh kec. Pancur

12. Bant'ran hibah kepada mushola desa Gemblengmulyo kec. pancur
13. Bantuan peralatan khadroh desa warugung kec. pancur



14. Bmiudn hibah uaark pcmbelian Gong desa Sumbcragung Kcc. Pancur

15. Bailuao hiboh reoovasi masjid desa Tasiksono Kcc. lasem

16. Banttnn alat kladmh Dcsa Selopuro kec. Lascm

PENUTUP
Demikian hasil penjaringan aspirasi masyarakat yang dapat kani lapo*an pad.
Rapat Paripuma hari ini S€oia tugg:al 23 Febnrari 2015 dan selanjutnya rmtuk
dapat ditindeklanjuti dalam forum-forum Legislatif maupun Eksekutif.

Remborg, 23 Fcbruari 2015

ANGGOTA DPRD KABUPATEN REMBAIYG

l. Puji Sautoso, MH.

2. Jasn ani

3. EdiKartono, SPd.

4. H. Ismari, SH.

5. S. Weti -Ariani

6. l'rida lriani



HASIL PENAMPUNGAN PJSES FEBRUARI 2015

A. DESA GEDONGMULYO
I. USULAN BANTUAN KELOMPOK PL'|ERNAK BURUNC
2. USULAN BANTUAN KELOMPOK PETER}.IAK AYAM JAWA SUPER
3. USULAN BANTUAN MUSHOLLA
4. USUL^AN BANTUAN GRUP HADROH
5. USULAN BANTUAN REHABILTTASI POS}:AMLING
6. -IJSULAN BANTUAN KELOMPOK PEDAC.\NG WARIINC
7. USULAN PENATAAN LINGKIJNGAN PEDTSAAN BERUPA PERBAIKAN JALAN
8. USULAN PEMBANGI.JNAN LTNJUTAN L.,IPANGAN SEPAKBOLA
9. USULAN PENERANGAN JALAN DESA

8. DESA DOROKANDANG
I. USULAN BAMI UAN REHABILITASI PoS(AMLINC
2. USULAN BANTUA\ KELOMPOK PETERNAK BT'RUNG
3. USULANBANTUANKELOMPOK1'dKANG
,I. USULAN PENA IAAN LINGKUNGAN PEDESAAN BERUP;\ TALUD JAI-AN DAN PERBAIKAN

JALAi.I
5. USULAN PERBAIKAN JALAN PUSKESMAS

C. DESA KARASGEDE
I. USULAN BANTUAN GRUP HADROH
2. USULAN BANTUAN KELOMPOK PENJ.\HIT
3. USUI AN PEMBANGTJNAN JALAN USAI{A TANI
4. USULAN PEMBAN(JUNAN JEMBAT,W
5. USULAN PENATA,!.N LNGKINGAN PEDESAAN

D. DESA DASUN
I. USI-ILAN BANTUAN KELOMPOK PEMUDA I.-,INTUK LAPANGAN BOLA VOLI DAN

PERLFNOKAPAN SEPAKBOLA
2. USULAN BANTUAI.I KEPADA KELOMPOI( BUDIDAYA JAMUR

E. DESA KAIIANC'I'URI
I. USULAN BANTUAN KELOMPOK BUDIDAYA LELE
2. USULAN BANTUAI.I PENATAAN LINGKUNGAN PEDESAAN

r. p,lEsAsELoPU.RO
I. USULAI.I BAN'TUA},I PEMBANGIJNAN RABAT BETON
2. USULAN BANI'UAN KELOMPOK'I'UKANG BA1'U
3. USULAN BANTL'AN REHABILITASI MUSHOLLA

6. DESA GO\I'AI.:
I. USULAN BANTUAN MUSHOLLA
2. USULAN PENATAAN LINGKUNCAN PEDESAAN

H. PANDAI\
I. USULAN BANTUAN KEPADA KELOMPOK BATIK

I. DESA SUMBERGIRANG
I. USULAi\ BANTUAN REHABILITASI MUST,OLLA
2. USUL 4,N BANTUAN PENATAAN LINGKTII{CAN PEDESAN

J. DESAPANCU&
I. USULAN BANTUAN KELOMPOK PETERNAK KAMBING
2. USULANBANTUANPENATAANLINGKU}{GANPEDESAAN

& DESA KAJAR
I. USULAN BANTUAN PENATAAN LINGKI NGAN PEDESAAN

L DESA WARTJGUNUNG.I. 
USULAN BANTUAN PENATAAN LINGKU\GAN PEDESAAN
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DEWAN PER.WAKILAN RAK}'AT DAERAH
KABUPATEN REMBANG

.lL. Diponegoro No. 88 Tetp. (0295)691 t94 Kode pos 59212

REMBANG

t.

LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN RESES
MASA PERSIDANGAN I

ANGGOTA DPRD KABUPATEN REMBANG
TAHUN ANGGARAN 2015

DAERAH PEMIL,HAN REMBANG 3

PENDAHULIJAN

A Dasar

1. Sesuai dengan pasal 66 ayat (3), (4), (S) dan (6) peraturan DpRD
Kabupaten Remoang Nomor 0.1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib
DpRD Kabupaten Renrban0

2-. Hasil Rapat Badan Musyawarah DPRD Kabupaten Rembang
tanggal 9 Februari 20.14 tentang pelaksanaan Reses L3. Keputusan pimpinan DpRD Kabupaten Rembang Nomor 2
Tahun 2015 tentang pelaksanaan Reses Anggota DpRD
Kabupaten Rembang Masa persidangan lTahun 2015

B. l'4aksud dan Tu.juan

1 Menyerap aspirasi masyarakal
2. Memberikan informasi tentang pelaksanaan fungsi, tugas dan

wewenang DpRD Kabupaten Rernbang
3. Melaksanakan tugas DpRD dalanr bidang pengawasan
4 Memberikan informasi kebrjakan pemerintah Kabupaten Rembang

yang dianggap perlu oleh anggota DpRD Kabupaten Rembang.

RENCANA PELAKSANAAN

A. l\lasa Reses I DpRD Kabupate n Rembang Tahun 2015 adalah :

'1 Pelaksanaan Penyerapan aspirasi masyarakat tanggal 17 std 20
Februari 201S

2.Rumusan Hasil Reses tanggal 20 Februari 20i5
3.Laporan Hasil Pelaksanaan Reses tanggal 23 Februari 2015

B. Wilayah Daerah pemilihan.

Daerah Pemilihan Rembang 3 (Kecamatan Kragan dan Sluke)

il.

'l

1,



C. Bentuk Reses.

Reses dilaksanakan oleh anggota DpRD, sedangkan laporannya
secara kolektif dengan anggota :

1. Gunasih, SE.

' 2. Ridwan, SH MH

3. lslahudin

4. Gatot Paeran, SH Msi.

5. Mohammad lmron

6. Sahningsih, SE
'7. Zaimul Umam NS

D. Pelaksanaan

Reses dilaksanakan masing-masing anggota DpR D dalampertemuan/audiensi di tenrpaudesa yang ditentukan. pertemuan
tersebut dilakukan bersama dengan konstituen (masyarakat).
Pelaksanaan Reses tersebut dirakukan dengan jaduar sebagai berikut :

III. HASIL PENJARINGAN ASPIRASI MASYARAKAT

Dari pertemuan yang dilaksanakan oleh masing-masing anggota DPRD di
Daerah Pemilihan Rembang 3 (Kecamatan Kragan dan Sluke), ada
beberapa usulan yang dirangkum, sebagai berikut:

')

No. Nama Tanggal Tempat
1 Gunasih, SE 17 sld 20 Februari

2015
Ds. Labuhan Kidul - Sluke
Ds. Manggar - Sluke
Ds. Kragan- Kragan
Ds. Woro - Kraqan

2 Ridwan, SH MH I tl sta ZO Fe5ruan
I zots

RM Malindo - Sluke
Gd. Karyamulya - Kragan
Ds. Balongmulyo - Kragan
Ds. Karanolincak - Krr.tan

J Gatot Faeran, SH IUS| 17 sld 20 Februari
2015

Ds. Sumurpule - Kragan
Ds. Karangharjo - Kragan
Ds. Sumurpule - Kragan
Ds. Blimbing - Sluke

4 lslahudin | 17 sld 20 Februari
2015

I

Ds. Kragan - Kragan
Ds. Sumurpule - Kragan
Ds. Plawangan- Kragan
Ds. Pandangan Kulon - Kraoan

Zarmul Unram NS 17 sld 20 Februari
2015

Ds. Ds. Jurangjero - Slufe
Ds. Sumbersari - Kragan
Ds. Sumurlawang - Kragan
Ds. Narukan - Kragan

6 Mohammad lnrron 17 sld 20 Februari
t,2015

Ds. Pangkalan - Sluke
Ds. Sluke Kec. Sluke
Ds. Jurangjero - Sluke
Ds. Sumurtawanq - Kraqan

7 Sahningsih, SE r 17 sld20 Fehrruari
I zors

Ds. Watupecah - Kragan
Ds. Sendangmulyo- Kragan
Ds. Leran - Sluke
Ds. Sumbersari - Kraoan



A. Bidang pemerintahan

1. Mohon agar pemerintah Daerah membuat perda tentang Muatan
Lokal (Mulok) dan Baca Tutis Atqur,an (BTA)

B. Bidang Ekonomi
1. Mohon bantuan kep;;66 Kelompok ternak sapi indukanDs.

Sumurpule Kec. Kragan

2. Kepedulian pemkab tentang kebijakan Kementerian Kalautan
dan perikanan

3. Jaringan listrik di kedukuhan Soko _ Kejawan Ds. Sluke Kec.
Sluke

4. Pembangunan jalan pertanian Ds. Jurangjero dan Ds. Trahan
Kec. Sluke.

5. Pemkab agar lebih memprioritaskan petaani dan nelayan
dengan memberikan bantuan alat-alat yang dibutuhkan.

6. Pembangunan jembatan pertanian Ds. Terjan Kec. Kragan
7. Bantrran hibah kepada Kelompok masyarakat gemah ripah Dk.

Tretes Ds. Terjan Kec. Kragan.

8. Bantuan hibah kepada Kelompok Masyarakat Tirta Mandiri Ds.
Watupecah Kec. Kragan.

9. Perlu dilakukanpengadaan alat tangap bagi nelayan sebagai
pengganti arat tangap yang dirarang oreh Kementerian Kerautan
dan perikanan.

10. Perbaikan saluran air r.,ntuk pertanian

1't.Jalan pertanian Ds. Manggarkec. Sluke
12. Bantuan alat tangkap nelayan yang modern.
13. Bantuan kredit lunak untuk para nelayan.

C. Bidang pembangunan / lnfrastruktur.

1. Rehab jalan Desa dan Capura Ds. Karangharjo Kec. Kragan.
2. Pembanagunan jalan alternatif Ds. Kragan _ pandangan

3. Penataan lingkungan Ds. Trahan Kec. Sluke
4. Pembangunan jalan penghubung Ds. pangkatan s/d Ds. Sluke

Kec. Sluke.

5. Lampu penerangan jalan di Ds. Rakitan Kec. Sluke
6. Lampu penerangan jalan Ds. pandangan _ Sedan.

7. Penyediaan penampungan air bersih (pAB)



8. Pembangunan'talurj jalan pertanian Ds. Kendalagung Kec.
Kragan

9. Makadam Jalan oertanian Ds. Kendalagung Kec. Kragan.
10. Pembangunan emcung Ds. Sumurtawang Kec. Kragan.
1 l. Talud jalan Ds. Sumurtawang Kec. Kragan.
12.Talud Lapangan Ds. Surnurtawang Kec. Kragan.
13. Talud jalan Ds. Watupecah Kec. Kragan.
14. Talud jalan Ds. Tanjungsari Kec. Kragan.
15. Drainase Ds. Sendangwaru Kec. Kragan.
16. Talud jalan Desa Terjan Kec. Kragan.
17.f alud jalan Ds. Sendangmulyo Kec. Kragan.
18. Talud jalan Ds. Sumbe:gayam Kec. Kragan.
'19. Talud jalan Ds. Woro Kec. Kragan.
20. LPJU sepanjang jalan Ds. Terjan, Watupecah,

di sepanjang pantai

padat penduduknya

Senda ngm u lyo
Kec. Kragan.

21.Sgar dibangun sabuk pantai break water
Kragan dan Sluke terutama pantai yang
karena sering terjadl abrasi.

22. Mohon agar jalan antar desa di wilayah kec. Kragan yang saat ini
parah dan telah teriventarisasi sepanjang 64 KM serta diwilayah
Kec. Sluke separ:jang 22 KM sangat perlu sekali perbaikan-
perbaikan dan/atau pembangunan atas jalan_jalan tersebut.

23. Perlu dilakukan pengerukan dan tebingisasi sepanjang jalur dam
irigasi kali Ceper Ds. Tanjungan Kec. Kragan.

24. Perbaikan jalan hotmix antar desa.
25. Jalan Ds. Sumurtawang _ Woro segera dituntaskan
26. Drainase dk. Ngablak Ds. Woro mohon dibangun
27 Jalan rintas Dk. Jurang sampai Dk. srambit Ds. woro mohon

dibangun

28. Talud jalan Ds. t\langgar Kec. Sluke masih banyak yang belum
terbangun

29. Penataan akses jalan dari jalan raya masuk ke Dk. Dalan anyhar
Ds. Manggar kec. Sluke

30. Pembangunan jembatan Ds. Labuhan Kidul Kec. Stuke
31. Pembangunan tebing jalan Ds. Labuhan Kidul Kec. Stuke
32. PAB di Dk. Balik Watu Ds. Labuhan Kidut _ Sluke

''J



D. Bidang Kesejahteraan Rakyat.
1. Minta agar pendidikan gratis untuk SLTA.
2. Mohon Bantuan sarana prasarana olah raga Ds. Langgar Kec.

Sluke.
3. Pemkab agar memperhatikan Guru Madrasah Diniyah Ds.

Jurangjero Kec. Sluke dan Ds. Sumuirtawang Kec. Kragan
4. Pemkab supaya melindungi para angkutan tossa di Wil. Kec.

Kragan dan Sluke.
5. Pemerintah Kabupaten .rgar memberika,r pelatihan ketrampian

kepada santri di pondok pesantren

6. Pemkab agar memaksimalkan potensi yang dirniliki pemuda dan
pemudi di Kab. Rembang

7. Bantuan hibah kepada kelompok masyarakat air jambe Ds.
Sanetan Kec. Sluke.

8. Bantuan hibah kepada t/ushclla Al lqomah RT 11 RW 5 Ds.
Sumurpule Kec. Kragan

9. Bantuan hibah kepada TK Tunas Harapan Ds. Watupecah Kec.
Kragan.

10. Bantuan Hibah kepeda Kelompok Masyarakat kreatif Kec.
Kragan.

11. Bantuan hibah kepada panitia oembanbgunan Musholla Al
Barokah Ds. Watupecah i(ec. Kragan.

12. Bantuan Hibah kepada lvladrasan Bahrul Ulum Ds. Watupecah
Kec Kragan.

l3 Bantuan hibah kepada kelompok masyarakat Argo Sari Ds.
Watupecah Kec. Kragan.

14 Perbaikan kesejahteraan guru-guru lvladin.
'15. Bantuan hibah kepada kelompok Barokah Ds. Leran Kec. Sluke

IV. PENUTUP

Demikian hasil penjaringan aspiras;i masyarakat yang dapat kami laporkan
pada Rapat paripurna hari ini Senir tanggal 23 Februari 2015

Rembang, 23 Februari 201S

ANGGOTA DPRD KABUPATEN REMBANG
DAERAH PEMI

1.

)

4.

E

t)

7

Gunasih, SE

lslahudin

Zaimul Umam NS

Gatot Paeran, SH MSi

Ridwan, SH MH

Mohammad lmron

Sahningsih, SE

REMBANG III
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DBWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN REMBANG

JI-. Diporegoro No. 88 Telp (0295)691 t94 Kocle pos 59212

RE}IBANG

t.

L,APORAN PELAKSANAAN KEGIATAN RESES
MASA PERSIDANGAN I

ANGGOTA DPRD KABUPATEN REMBANG
TAHUN ANGGARAN 2015

DAERAH PEMILIHAN REMBANG 4

PENDAHULUAN

A. Dasar

1. Sesuai dengan Pasal 66 ayat (3), ( ), (5) dan (6) peraturan DpRD
Kabupaten Rembang Nornor O.l Tahun 2014 tentang Tata Tertib
DPRD Kabupaten Rembang

2. Hasil Rapat Badan Mu,syawarah DpRD Kabupaten Rembang
tanggal g Februari 2015 tentang pelaksanaan Reses l.

3. Keputusan Pimpinan DpRD Kabupaten Rembang Nomor 2 Tahun
2015 tentang Pelaksanarln Reses Anggota DpRD Kabupaten
Rembang Masa Persidangan I Tahun 20.15

B Maksud dan Tujuan

1 Menyerap aspirasi masyai.akat

2. Memberilian informasi tentang pelaksanaan fungsi, tugas dan
wewenang DPRD Kaoupaten Rembang

3. Melaksanakan tugas DpRD Calam bidang pengawasan
4. Memberrkan informasi kebijakan pemerintah Kabupaten Rembang

yang dianggap pe:-lu oleh anggota DpRD Kabupaten Rembang.

RENCANA PELAKSANAAN

A. Masa Reses I DPRD Kabupa en Rembang Tahun 2015 adalah:
1. Pelaksanaan Penyerapan aspirasi masyarakat tanggal 17 sld 20

l-ebruari 2015

2. Rumusan Hasil rleses tanEgal 20 Februai 2O1S

3. Laporan llasil Petaksana:rn Reses tanggal 23 Februari 2015

B. Wilayah Daerah Pemilihan

Daerah Pemilihan Rembang 4 (Kecamatan Sarang dan Sedan)

il.



C. Bentuk Reses.

Reses dilaksanakan oleh anggota OpRD,secara kolektif dengan angJota :

1. H Majid Kamil MZ.
2. H. Supadi

3. Hj. tmro,atus Sholichah, SE MH
4. I I y a s

5. H.M. NurHasan, SH Ml.r
6. Ati lrcham, ST
7. Mchammad Anshori
8. H. Chasanudin

D. Pelaksanaan

_ I .s7 e,v zu reorua

1201s-----llzsraro-Februari

llyas

nJ.tmr6EG
SE I\4II

H M- Nur Hasa;, SH MH

j Ali lrcham, ST 17 sld ZO Februari

sedangkan laporannya

anggota DPRD di
dan Sedan), ada

20't5

2015

Mchammad Anshori tziZ zo reuruari
| 2015

H. Chasanudin 17 std 20 Fabruari
201s

ilt. HASIL I)ENJARINGANASI'IRASI MASYARAKAT
Dari pertemuan yang dilaksanakan oleh masing-masing
Daerah pemilharr Rembang 4 (Kecamatan S"r"ng
betrerapa usutan yang dirangkum, sebagai o"rir=ri, 

-".

Tanggal

Ds xarangt-angu:Gan"
us Lodan Wetan _ Sarangi
Ds. Bogoreio - SeAan
os. eao-iTuffis: S;;;A
Us. Banowan -. Sarr^^rz"rozoffi
Ds. Karas Ke:. SeOan
Ds. Gilis Kec. Saranorz.razoffi
Ds. Katipang - Sirant

17 sld 20 Febnrari

os eonloiKEi. SEEno-
Ds Sendangmutyo _ Siranq
Ds. Sambong Xet Suoan
Ds.Kalinann - aa,^^^
Ds. SeAan Xec. S-ealn
Qg,-Ke.4orlgq - Sedan
Ds. Katipang - g-jm;[
Ds. Babaktuluno - SaI



A. BiJang Pemerintahan
1. Pen:kab harus bertindal(

punya ijrn tambang.
tegas terhadan penambang yang tidak

2. pena:nbangan yang tidak tertib bahkan yang tjdak membayar
pajak galian C untuk ditutup areal tambangnya

B. Bidang Ekonomi
t. Masyarakat I pee petani didesa-desa membutuhkan

sarana/prasarana pertanian antara rain Bantuan Traktor, Bantuan
sumur bor dan banluar) alat pertanian lainnya.

2. Para masyarakat nelayan di wilayah Kec. Sarang sangat kecewa
dengan adanya pembangunan pelabuhan yang dianggarkan
pada tahun 20.15 ditunda pada tahun 2016, juga penataan / rehab
Pasar Sarang ditunda pada tahun 2016.

3. Mohon Pemerintah Daerah memberikan
olah raga (lapangan olah raga dan bola)
Sedan.

bantuan untuk sarana
di desa Sambong Kec.

4.

a

6.

Mohon agar pemerintah Daerah memperhatikan atau
memb?rikan bantuan:rlat penumbuk sepet untuk para pembuat
sapu di desa Kenongc Kec. Sedan, karena home industri sapu
tersebut melayani sampai ke pulau Kalimantan.

Mohon agar Pemerintah Daerah juga memberikan bantuan pada
home industri genten!; pres di Desa Sambong Kec. Sedan,
karena alaymesin pembuat genteng pres saat inisudah banyak
yang rusak.

lrigasi Bendungan Lodan agar bisa dirasakan petani di sekitar
bcndungan Lo,Jan srsi :imur, maka agar dibangun saluran irigasi
untuk pengairar sawah sampai ke Ds. Banowan

Untuk meningkatkan liesejahteraan rakyat antar lain dengan
memberi bantuan kepada kelompok_kelompok pertanian.

Pembangunan jalan pertanian Ds. Lemahputih Kec. Sedan

9. Bantuan lunark kepada masyarakat yang mempunyai usaha kecil
(UMKM)

C. Bidang Pembangunan / lnfrastruktur.

1. F'embangunan rabat i,eton RT 5 RW 2 Ds. Dadapan Kec.
Sedan.

7.

a



2. Pembuatan sairran a,r di sekitar pondok pesantren Al Anwar Dk.
Gondan Ds. Kalipang (selatan jalan raya) sampai ke sungai
Kesambi + 1 km karena pada musim hujan sering terjadi banjir.

3. Pembangunan infrastruktur Desa di Kec. Sedan.

4. Penataan ling<ungan di Ds. Banowan, Babaktulung Kec. Sarang

5. supaya jaran panoangan - Sedan segera dikerjakan karena
sudah banyak me-nakan korban.

6. Pembangunan drainase Ds. Sendangmulyo _ Kec. Sarang

7. Rehabilitasi Sungai Ds. Kalipang Kec. Sarang

8. Pembangunan jalan pertanian Ds. Sendangmulyo Kec. Sarang.

9. Pembangunan paqar rnakam ds. Temperak Kec. Sarang

10. Pembangunan pemecah gelombang Ds. Temperak Kec. Sarang

11. Pembanagunan Drainase Ds. Sampung Kec. Sarang.

12.PLP Ds. Samoung Kec. Sarang

13. Pembangunan Drainas, Ds. Sumbermulyo Kec. Sarang

14. Pembangunan jalan clan talucl Dk. Kedungumbul Ds. pacing Kec.
Sedan

15. PLP Ds. Baturno Kec. Sarang

16. PLP Ds. Tawangrejo Kec. Sarang

17. Pembangunan drainase Ds. Gonggang Kec. Sarang

18. Pembangunan Drainase dan talud Dk. Lambang Ds. Dadapmulyo
Kec. Sarang.

19.Jalan-jalan antar desa yang sudah rusak mohon diperbaiki.

20. Pentalutan desa pemeliharaan jalan di Dk. Lengkong Ds. Lodan
Wetan Kec. .Sarang

21.PLP di desa-desa diwilayah Kec. Sarang dan Sedan

22. Peningkatan jalan Dk. Ngedeng Ds. Karas Kec. Sedan

23. PLP Dk. Watuceleng Ds. Karas Kec. Sedan.

24. Penalaan lapangan Ds. .sambiroto Kec. Sedan.

t



25. Drainase Ds. Sambong Kec. Sedan.

26. PLP Ds. Gandrirojo Kec. Sedan

_ 27. PLP Dk. Canireng Ds. Dadapan Kec. Sedan.

28. Penataan lapangan Ds. Menoro Kec. Sedan.

29. PAB Dk. Gondosari Ds. Sidomulyo Kec. Sedan.

D. Bidang Kesejahteraan Rakyat.

1. Minta bantuan alat kematian untuk Ds. Bonjor Kec. Sarang.

2. Pembangunan tempat-tempat ibadah dan sarana pendidikan.

3. fulohon Pemkab u'rtuk mempermudah pembuatan BpJS karena
pembuatan BPJS terkesan terlalu rumit.

4. Mohon bantuan perbaikan rumah (bedah rumah) untuk
masyarakat yang kurang mampu di Wilayah Kec. Sarang dan
Sedan.

5. Pemkab agar selalu memperhatikan dan penaggulangan abrasi
laut di sapanjang pantai di Kecamatan Sarang

6. Peningkatan bantuan guru-guru TK, RA, dan Madin

7. Pemerintah Kabupaten agar meningkatkan bantuan kepada
Masjid-masjid, Musholla-Musholla atau keglatan-kegiatan
keagamaan yanq lain.

8. Listdk di Rembang wilayah timur sering padam (voltase
menurun), untuk itu mohon pemkab Rembing'atau er_l-alai
menambah daya voltase supaya listrik tidak seriig paaarn ---'

IV. PENUIUt,

Demikian hasil penjaringan aspirasi masyarakat yang dapat kami laporkan
pada Rapat Paripurna hari ini Senin tanggal 23 Februari 2015

Rembang, 23 Februari 2015

ANGGOTA DPRD KABUPATEN REMBANG
DAERAH PEMILIHAN REMBANG IV

1. H. Majid Kamil MZ

2. H. Supadi



J

4.

5

6.

8.

Hj. lmro'atus Sholichdh, SE

H.M Nur Hasan, SH Mu
Ali lrcham, ST

Mohammad Anshori

H. Chasanudin

Ityas



LAPORAN
HASIL PELAKSANAAN RESES

MASA PERSIDANGAN I
TAHUN 2015

KELOMPOK RESES
DAERAH PEMILIHAN ( DAPIL V )
KEC. PAMOTAN DAN KEC. SALE

KETUA
WAKIL KETUA
SEKRETARIS
ANGGOTA
ANGGOTA
ANGGOTA
ANGGOTA

: H.SUGIHARTO
: H.HARNO.SE
: A}'U ARDIYAH MAYASARI
: CATURWINANTO,S.H.
: NTIR HASYIM
: WIDODO
: H.SHOLEH,BA

VTP.I5



KELOMPOK RESES
DAPELVPAMOTAN-SALE

DPRD KABUPATEN REMBANG

Perihal : Laporan Hasil Reses

Rembang, 23 PEBRUARI 2015.

Kepada Yth.

Ketua DPRD Kabupaten Rembang
di,

REMBANG

Bersama ini kami kirimkan dengan hormat hasil petaksanaan

Reses Masa Persidangan I Iahun 2015 Anggota DpRD Kabupaten

Rembang Daerah Pemilihan V ( Dapel V ) Wilayah Kecamatan

Pamotan dan Sale selengkapnya sebagaimana tertuairg dalam laporan

terlampir.

Demikian untuk menjadil.an periksa dan selanjutnya rrntuk dapat
dUadikan bahan pertimbangan dalam mengambil kebijakan.

KELOMPOK RESES
DPRD MBUPATEN REMBANG

DAEMH PEMII-IHAN KEC.PAMOTAN - SALE
( DAPTL V )

Ketua,

(thn"v
H. SUGiHARTO

Tembusan Keoada Yth :

l. Bupati Rembang;
2. Kepala BAPPEDA Kubupaten Rembang.
3. Sekretaris Dl,l?D Kabupalen llembang.
4. Anggota DPRD Dapel V pamotan _ Sale.



LAPORAN

HASIL PELAKSA.NAAN RESES
ANGGOTA DPRD KABUPATEN REMBANG

DAPILVPAMOTAN_SALE
MASA PERSIDANGAN I TAHUT\I 2015

I. PENDAHULUAN

A. Dasar

'1. Peraturan DPRD Kabupaten Rembang Nomor 01 Tahun
2014 tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Rembang yang
dirubah untuk terakhrr kalinya dalam peraturan DpRD
Kabupaten Rembang Nomor 01 Tahun 2015 ;

2. Keputusan Pimpinan DPRD Kabupaten Rembang Nomor 01
Tahun 2015 tentang Penetapan Rencana Kerja DpRD
Kabupaten Rembang 1-ahun 2015;

3. Keputusan Pimpinan DPRD Kabupaten Rembang Nomor 02
Tahun 2015 tanggat 1O Pebruari 2015 tentang
Pelaksanaan Reses DPRD Kabupaten Rembarrg Masa
Persidangan i Tahun 2015.

B. Maksud dan Tujuan

Reses diselenggarakan dengan maksud untuk manambah
kwalitas kinerja DPRD Karupaten Rembang dalam upaya
mengetahui persoalan yang muncul lewat aspirasi masyarakat
paling bawah.

Adapun tujuannya adalah sebagai berikut:

1. Memberikan informasi kepada masyarakat tentang tugas
pokok, fungsi, dan wewerrang DpRD Kabupaten Rernbang;

2. Memberikan informasi kepada masyarakat mengenai
kebijakan Pemerintah Kabupaterr Rembang yang dipandang
perlu oleh DPRD Kab. Rernbang ;

3. Menyerap aspirasi masyarakat ;

2



II. PELAKSANAAN

A. Wilayah Daerah Pemilihan

Ruang lingkup penyerapan aspirasi masyarakat meliputi
Daerah Pemilihan lV Kecirmatan Pamotan dan Kecamatan
Sale.

B. Bentuk Reses

Reses dilaksanakan melarui pertemuan, dialog , tanya jawab
dan penyampaian aspirasi peserta, serta penjelasan tentarrg
Program Pemerintah.

Adapun pelaporannya dibuat secara kolektif yang dikoordinir
oleh ketua kelompok.

C. Waktu Pelaksanaan Reses

Reses dilaksanakan oleh masing-masing Anggota DPRD
Kabupaten Rembang Daerah Pemilihan l\'( dapil lV ) dengan
waktu pelaksanaan sebagai b,erikut :

TANGGAL T]]MPAT

b.

t. t7.02.2015
2. 18.02.201s
3.19.02.2015
4.20.02 2015

1 '.t1 022015
2. t8.02.201s
3. 19 02.20t5
4. 20 02 20t 5

Di Ds.Pamotan Kec. Pamotan
Di Ds.Mrayun Kec. Sale
Di Ds. Ukir Kec. Sale
Di Ds. Pamotan K.ec. Pamotan

Di Koperasi Sumbenejeki Prnt
Di Koperasi Sumbenejeki Pmt
Di Koperasi Sunrhencjeki Sale
Di Kopcrasi Sumbe rrcjeki Sale

Di Desa Tahunan Kec. Sale
Di Desa Jinanten Kec. Sale
Di De:;a Ngajaran Kec. Sale
Di Desa Bangunrejo Kec. Pamotan

Di Ds. Mlawal Kec. Pamctan
Di Ds. Kepohagung Kec.Pmt
Di Ds. Kepohagung Kec. Pamotan
Di Ds. Wonokerto Kec. Salt:

1. t7.02.2015
2. t8.02.201s
3.19.0220t5
4.20.02.2015

l. 17.02.2015
2. 18.02.201s
3. 19.02.2015
4.20.02.201s

1. lU.Sugiharto

H.Harno,SE

Ayu Ardiyah Mayasari

.1. I Catu r Winanto.SH



Di. RM. Kebon Jati Pamotan
Di. RM. Ketron Jati Pamotan
D:. RM. Kebon Jati Pamotan
Di. RM. Kebon Jati Pamotan

Di RmhWakiman, Sridadi Rt.0l/13 Pmt
Di KPRI Duta Pmt
Dr Rmh Wakiman, Sridadi Rt.0l/13 Pmt
Di KPRI Duta Pmt

Di RI,l. Kebon Jati Pamotan
Di RIt{. Kebon Jati Pamotan
Di Ds. Mlawat Kec. Pamotan
Di Ds. Sale Kec. Sale

D. Bentuk / Jenis Aspirasi

1. Bidang Pemerintahan :

- Pembangunan dan Penataan Desa/Kecamatan Sale sebagai wajah
batas Kabupaten dan Propinsidengan Jawa Timur.

- Pemerintah Kabupaten Rembang harus menantau secara berkala
terhadap operasional perusahaan pengolah bahan tambang agar dapat
meminimalisir dampak lingkungan ( Polusi udara, kerusakan hutan, dan
dampak lingkungan lainya )

- Pemerintah Kabupaten Rembang diminta untuk meningkatkan tebih
gencar sosia/rsasi Undang - lJndang Nomor 6Tahun 2014 Tentang
Desa.

- Pemerintah Kabupaten Remhang diminta untuk nrcndesak pemenntah

Propinsi Jawa Tengah atas Penbangunan Jalan panotan - Sate yang
menjadi Tanggung Jawab Propinsijawa Tengah.

- Bantuan Keuangan untuk Pembangunan Gedung Seha Guna Aset
Desa Pamotan.

- Bupati harus memfasilitasi berdirinya kelompok - ketompcx lani yang
baru dan jangan membuat atwan yang membatasi berdirinya ketompok
tani. Serla dapat memberikan bimbingan datam bentuk petatihan kepada
kelompok yang baru berdii.

t. t7.02.201;
2. 18.02.201s
3. 19.02.201i
4.20.02.2015

t.17.02.201s
2. t8.02.201s
3. 19.02.2015
4.20.02.2015

t. t7.02.2015
2. r8.02.201i
3. 19.02.20ts
4 20.02.201t

Widodo

SEOLEH, B.A



2. BidangEkonomi :

- Penataan bekas lokasi pasar dan Kawedanan Pamotan , untuk pusat
perbelanjaan , pedagang kakilima, Namun harga kios harus wajar dan
mengutamakan orang-orang yang terdampak, ager segerc
direalisasikan .

- Pemindahan Lokasi Pasar hewan Pamotan, lokasinya harus tetap dekat
dengan lokasi pasar hewan lama, mengingat pernintaan warga sekitar
yang merasa terancam akan kehilangan mata pencaharian dan rezeki.

- Harga Sewa Kios Pasar Tahunan Sale diminta tidak nemberatkan
pedagang pasar (yang wajar - wajar saja )

- Pembangunan Jalan Usaha Tani

- Bantuan Bibit padiyang tahan lerhadap serangan hama

- Reboisasi lahan kritis terutama bekas lahan tambang

- Pembangunan Jides dan jitut.

- Bantuan Traktor untuk kelompok tani

- PembangunanTalud

- Pembangunan Drainase

- Pembangunan Jalan peftanian

- Bantuan peralatan mesin rajang tenbakau untuk petanitenbakau.

- Penerintah harus segera mengantisipasi kelangkaan pupuk
menghadapi musim tanan pelama tahun 2015

3. Bidang Kesejahteraan Masyankat :

- Bantuan Untuk Perluasan Ponoes Nurul Huda Tajen pamotan

- Bantuan Untuk Rehab Teras Madin Manbaul Huda Tajen pantotan

- Bantuan Pembangunan MCK Di ka,npung Gtanggang Oan *aipung
KarangTengah Pamotan



- Bantuan Pembangunan Sarana Air bersih di Kampung Gunung Desa

Ngajaran Kec. Sa/e

- Data Keluarga Miskin harus ctevaluasi, dikoreksi, dan divalidasi supaya
tidak selalu meninbulkan masalah klasik, dan penyaluran bantuanya
menjadi tepat sasaran.

- Pembangunan gedung TPQ desa Bamban Kec.Pamotan

- Bantuan Hibah Keuangan Pembangunan tempat - tempat peribadatan

- Pelayanan di RSUD dr. R . Srrlrasno rnohon ditingkatkan
- Mekanisme Penerimaan Bansos ayr dipermudah

- Pelayanan Kesehatan terhadap uvarga kurang manpu agar
ditingkatkan dan dipermudah segala uusanya.

- Peningkatan Kesejahteraan dan Honor guru Madin nohon yang
berkelanjutan.

- Bantuan Rehab bangunan Masjid Jamik Desa Sa/e

- Bantuan Renovasi Mushola Nur Hidayah Rt.03 Rw. 04 Desa Jinanten

- Pembangunan dan pembuatan Pasar Desa Ngajaran karena sudah ada
embrio sebagai pasar krempyeng

- Bantuan Pelatihan Ketrampilan bagi ibu - ibuuntuk membatik dan
menjahit

- Bantuan rehab PAUD Tunas Miliara Desa Bangunrejo

- Bantuan rehab Polindes Desa Bangunrejo

-Perbaikan jalan beton dan talud sepanjang 1.200 M yang terletak di
Rt.0j Rw.01 dan Rt.04 Rw.02 Desa Bangunrejo

- Bantuan Alat Peraga dan permainan anak untul: TK. Hirtayatul Atfal
Dukuh Nglongko Desa Bangunrgto

- Pembangunan jalan Paving Can pagar TPQ Hidayatul Mudtadiin Dukuh
Pos Desa Bangunrejo

- Rehab dan Pembangunan Madin Desa Ukir Kec. Sale
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4. Bidang Sarana dan Prasarana :

- Pembangunan Trotoar jalan depan Kantor Kecamatan samoai dengan

depan Masjid Al'amin Pamotan

- Perbaikan Ruas Jalan Kabupeten ( Ds,Pragen-Kepohagung ) Kec.

Pamotan

- Perbaikan Jaian Desa Nge,nptakrejo Kec.Pamotan - Puskesmas
Gunem

- Pembangunan Jembatan Dukuh Glodok Desa Sidorejo Pamolan

- Pembangunan Jembatan Dttkult Kowang Desa Mrayun Kec. Sale

- Pembangunan Talud dan tebing sungai sebelah selatan desa Jinanten
Kec. Sa/e

- PembangunanTaludjalan Kampung Pancuran DesaTahunan Kec, Sa/e

- Pembangunan Talud sungai di hulu bendungan Ngulaan Desa Ringin
Kecamatan Pamotan

- Pelebaran jalan aspa! ( Bangunrejo-Bamban-Rendeng )

- Perbaikan jalan Desa Desa S;;maran - -lempaling 
Ke:. Patnotan

- Pelebaran jalan aspal( Pamotan - Gambiran - Ukir - Rendeng )

- Pembangunan Talud Jalan K,ampung Tlawah Desa Ukir

- Mohon bantuan Paltfiang dan Jaingan Listrik untuk dk. Dalor desa
Pamotan.

- Pavingisasi Jalan Rt. 01, 07 {;ambikalung Ds.Pamotan.

- Makadam Jalan Penghub:tng Kampung Glanggang - Candisail
Ds. Pamotan sebagai tind ak lanjut program PNPM,

- Pembangunan Bronjong batu oada sungai jinariten sale

- Pembangunan jalan Makadanr kampung Sridadi ds. pamotan.

- Pembangunan Jalan lingkar Tajen -'fegalrejo Kec. pamotan.

- Pavingisasijalan Rt. 01/12 Karangtengah Pamotan (tanjutan )

- Pengerasan dan Betonisasi Jalan jalan Lingkar Desa Sanaran



- Program Bedah Rumah tidak iayak hunidiKec. Sale

- Pembangunan jalan tembus Desa Bitingan - Tegaldowo

- Pembangunan Embung diDk. Tlaw'ah Ds. Ukir

- Perbaikan jalan Desa Sumberrcjo-.Tulu,tg Kec Pamotan.

- Perkerasan Jalan Pertanian ( )esa Pragen - Gambiran ) Parnotan

- Pembangunan Ruas Jalan Desa Sumbenejo - Tulung kec,Pamotan

- Perkerasan Jalan Pelanian ( Kp. Sambong Desa Ringin Sumberrejo )
Pamotan

- Normalrsasi Sungai Pamotan-Sidorejo-Ringin-Tutung

- Pembangunan Drainase Tepi .lalan Raya Pamotan - Banllunrejo

- Pembangunan Embung Desa Bamban

- Perbaikan jalan dan jembatar Kampung Kowang Ds.Mrayun Sate

- Pembangunan Pagar keliling SMK I Sale

- Pembangunan Pagar keliling S//AN / pamotan

- Pembangunan Drainase Tepijalan Raya Desa Ngandang Sete - pDAM

- Pembangunan Jalan Jurang banteng - Ngedeng Sale

- Pembangunan Embung DesaTahunan

- Bantuan sarana untuk PAUD Dttsa Ngajaran sale

- Perbaikan dan pelebaran Jalan Poros Kecamatan Sale sa,npai dengan
Lokasi Tambang, karena arus kendaraan yang talu tatang sudaih padat

- Perbaikan dan Pelebaran jalan poros japerejo sampai dengan Banyu
Urip, karena sudah rusak parah

- Pemberian Kompensasi tJntuk witayah / desa vang terkena dampak
dengan adanya usaha pertambangan

- Penbangunan Talud jalan Desa Megat Kec. panotan

- Penataan lapangan Desa Kepohagung Kec. panotan

- Pemberian Bantuan ternak Kambing

- Pembangunan lrlCK di Rt.01 Rw.12 Karangtengah Desa panotan
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- PembuatanTalud irigasiDese Pancuran Kec. Sa/e

- Bantuan Traktor Utk Desa Pancuran kec. Sa/e

- Pembangunan jalan Usaha tani

- Bantuan sarana Pelestaian budaya asli( Karawitan ) Desa Pancuran

- Pembangunan Jalan dan Jembatan Dusun Segoro - filakam Desa

Pancuran

l,l. l)cnulu t,

[)cnr.liiun laporan ini kanri buat dan Mohon dengan homrat agar
aspirasi irri ditindaklanjuti dan dilaksanakan oleh Bupati beserta
jajarannya.

Rembang, 23 Pebruari 2015.

KEI.OMPOK RESES
ANGGOTA DPRD KAB.REMtsANG

DAERAH PEMILIHAN KEC. PAMOTAN - SALE
(DAP|L V) .:

-)t.
I. CATURWTNANTO.SH

2,;],.HARNO.SE,

3. I{.SUC|II'IARTO

4. H. SFIOLEII, BA.

5. NURHASYIM

6. WIDODO

7. AYU ARDIYA}I MAYASARI

KETU.\

WAKIL

J]EKRETARIS

.TNGGOTA

ANGGOTA

ANGGOTA

ANGGOTA



LAPORAN HASIL RESES

ANAEOTA DPRD KA.BUPATEN REMBANq
DAEBAII PEMILIIIAN REIIBANq 06

(TIUC. SULANff, BULU, CUNtrII)

MASA PERSIDANGAN I

TAHUN 2015



DEWAI{ PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KI,BT.JPATEN REMBANG

JL. Diponegoro No. 88 Telp. (0295)691194 Kode pos 59212

REMBANG

LAPORAN PELAI.iSANAAN KEGIATAN RESES
MASA PERSIDANGAN I

ANGGOTA DPRD KABTIPATEN REMBANC
.TA 

HUN ANI;GARAN 20I5

I. PENDAHULUAN

r\. Dosor

Sesuoi dengon Posol 66 oyor (3), (4), (5) don (6) peroturon DpRD

Kobupoten Rembang Nomor 01 Tohun 2014 tentong Toto Tertib
DPRD Kobupaten Rembong

Hosil itopot Bodan rV,usyoworoh DpRD Kobupoten Rembong

tonggol 9 Februori 21015 tentong peloksonoon Reses I Tohun

2015.

Keputusan Pimpinon DPRD Kobupoten Rembong Nomor 2 Tohun

2015 tentong Peloksonoon Reses Anggoto DpRD Kobupoten

Rembonq Moso Persidongon I Tahun 2015

B. Maksud don Tujuon

1. Menyerop ospirosi mosyorokot

2. r!\emberikon infonmasi te.nfong peloksonoon fungsi, tugos don

wewenong DPRD Kobupaten Rembong

3. Meloksonakon tugos DPR:) dalom bidong pengowoson

4. Memberikon informosi ke.bijokon Pemerintoh Kobupoten

Rembong yang dionggop lterlu oleh onggoto DPRD Kabupoten

Rembonq

2.

3.



m. PE'.AKSANAAN

A. Woktu.

#oso Reses Anggoto DpRD Arloso persidongon I Tohun 2015 sebogoi
berikut :

1. Peloksonoan Penyeropon Aspirasi tonggor 17 sld 20 Februori
?0t5.

2. Loporon Hosil Peloksonoon Reses fonggol 20 Februori 2015.

B. Wiloyoh Doeroh pemilihon, Doeroh pemilihon Rembong 06
(Kecamoton Sulong, Bulu don 6unem)

C. Reses dilal<sonokan oleh rrnggoto DpRD sedongkon peloporonnyo
secora kolektif dengan onggoto :

1. H.,t . rtlursyid, ST

2. Mugiyorto, ST

3. Wosimon

4. Mohommod Buhoud Duron, S.pI

5. Poromito Proponco Aswori Nurul Rohojeng, S.pd

6. Sukormoin

D. Peloksonoon

Reses ini diloksonokan mosing-masing onggo td DPRD pada
pertemuon/oudiensi di rempot/desa yong ditentukan. pertemuon

tersebut dilokukan bersomo dengon konstituen (mosyorokot).

Peloksonoon Reses tersebut dilokukon dengon jodwal sebogai
berikut :

H.l/r. rtlursyid, 5T

Mugiynrto, ST

Ds Sulong Kec. Sulong

Ds. Pedok - Sulong

Ds. Sulong Kec. Sulong

Ds. Pomohon - Sulong

Ds. Kaliombo - Sulang

Ds. Lombangon Weton -
Bulu



It-
lo

L-
ls

Mohommod Bohoud

Dunor, S.PI

17 sid 20 Februori
2015

17 s/d 20 Februori
2015

Ds. 5ulong Kec. Sulong

Ds. Koronghorjo - Sulong

Ds. Kebonogung - Sulong

Ds. Sudo - Sulong

Ds. Pondokrejo Kec. Bulu

Ds. Tegoldowo - 6unem

Poromito Proponco

Aswori NR, S.Pd.

17 s/d 20 Februari
2015

IrI.

17 s/d 20 Februori
20t5

HASIL PENYERAPAN ASPTRASI A,IASYARAKAT

Dori pertemuon yong diloksonokon oleh mosing-mosing onggoto DpRD

di Daeroh Pemilihon Rembong 06 (Sulong, Bulu don 6unem), odo

beberapo usulon sebogol berikrt :

A. Bidong Pemerintohon

(tidok odo usulon)

B. Bidong Ekonomi

1. Bontuon olot-alct untuk pertonion di Kec. Sulong, Bulu.

2. Jolon Usoho Toni Ds. Koliombo Kec. Sulong

C. Bidong Pembongrunon / Infrostruktur.
1. Mosih perlu bor,yok perboikon jolon di Ds. Sudo Kec. Sulong

koreno bonyoknyo kendnroon benot yong lewat okses jolon deso

5udo.

2. Deso Sudo membutuhk:n persedioon oir bensih opobio musim

kemonau

3. Deso Pondokrejo (ec. l:tulu mosih membutuhkon persedioon oir
bersih, dihoropkon odor,ya rehob embung di RT uniuk membonfu

pensedioon oir worga di :nusim kemorou

4. Belum selesainyo perbcikun jalon seponjong 450 m dori Ds.

Tegoldowo sompooi ke KPH Kebonhor.jo sedonagkan

peloksonaannya boru 100 m, dihoropkon kelonjufon perbaikon

jolon tersebuf.

Ds. 6unem Kec. 6unem

Ds. Lombong Weion -Bulu

Ds. Koliombo - Sulong

Ds. Seren Kec. Sulong



5. r'donyo bencono bonjir" ycng lolu Ds. Tegoldowo membutuhkon

penotoon infnost"uk podo soluron droinose poson, pendongkolon

sungoi, soluron oir disekitor deso Tegoldowo don penyuboton di

' 5eberopo jemboton.

6. Perboikan infrostruk jcion di Wil Kec. Sulong.

7. Pembonogunon julon Ds. Seren, Progu, Pronti, Bogorome, Londoh,

6unem, Kod iwono, Sencongmulyo, Bulu, Sulang, Korongsori,

8. Pembongunon tolud RW' RW 1 Ds. Koliombo Kec. Sulong

9. Pembongunon Tolud Ds. Lombongon Weton Kec. Bulu.

10. Pembongunon tolul Ds. Seren Kec. Sulong

D. Bidang Kese;ohteroon Rokyot.

1. Ds. Pondoknejo mcisih membutuhkon MCK umum.

2. Ds. -t-egoldowo memiliki 3 5D Negeri yong mosih membutuhkon

tombohon ten.rga perrqojor, koreno dimosing-mosing sekoroh

roto-roto hanyo rnemiliki 2 otou 3 guru PNS

3. Bontuon sound system don sorono untuk jomo'oh Al Hilol Sulong.

4. Penentibon kafe kopi di sekitor Ds. Koliombo Kec. Sulong.

IV. PFNUTUP

Demikion h,rsil penjoringon ospirosi mosyorokot yong dopot komi

laporkon podo Ropot Ponipurna honi ini Robu tonggol 3 Desernber 2014

oan selonj,.rtnya untuk dopat difindoklonjuti dolom forum-forum

Legislotif moupun Eksekutif.

Rembonq, 23 Februori 2015

AN66OTA DPRI)

DAERAH PE

1. H.,V\. MURSYID, ST

2. ,!\U6IYARTO, 5T

3. WASIfo\AN

4. MOHAMMAD BAHAUD DUROR,S.PI

5 St'KARMAIN

6- PARAMITA PRAPANCA ASWAR NR,

?

s.Pd
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DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN REMBANG

JL. Diponegoro No. 88 Telp (0295)691194 Kode Pos 59212

IIEMI}ANG

I.

LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN RI'SES
NI;\ST\ PERSIDANGAN I

ANGCOTA DPIt,D KABtIPAl'liN ltliM Ilr\NG
'l'i\lI LtN ANGGARAN 20 I 5

PENDAHULUAN

A. Dosor

1. Sesuoi dengon Posol 66 oyot (3), (4),'(5) don (6) Peroturon DPRD

Kobupoten Rembong Nomor 01 Tohun 2014 tentong Toto Tertib

DPRD Kobupoten Rembong

2. Hosil Ropot Bodon Musyoworoh DPRD Kobtrpr:ten Rembong

tonggol 9 Februori 2015 tentong Peloksonoan Reses f lohun

2015.

3. Keputuson Pimpinon DPRD Kobupoten Rembong Nomor 2 Tohun

2015 tentong Peloksonoon Reses Anggoto DPRD Kobupoten

Rembong Moso Persidongon I Tohun 2015

B. Maksud don Tujuon

i. Menyerop ospirosi masyorokot

2. Memberikon informosi tentong peloksonoon fungsi, tugos don

wewenong DPRD Kobupoten Rembang

3. Meloksonokon tugos DPRD dolom bidong pengowoson

4. Memberikon informosi kebijokon Pemerintoh Kobupoten

Rembong yong dianggop perlu oleh onggoto DPRD Kobupoten

Rembong



II. PELAKSANAAN

A. Woktu.

lAoso Reses Anggoto DPRD Moso Persidongon I Tohun 2015 sebogoi

berikut :

1. Peloksonoon Penyeropon -,Aspirosi longgol 17 s/d 20 Februori

20t5.

2. Loporon Hosil Peloksonoon Reses tonggol 23 Februori 2015

B. Wiloyoh Doeroh Pemilihon, Doeroh Pemilihon Rembang 07
(Kecomoton Koliori don Sumber)

C. Reses diloksonokon oleh onggoto DPRD sedongkon peloporonnyo

secoro kolektif dengon onggoto :

1. Henry Purwoko, S.Pd

2. Hj. Hikmoh Punnomowoti

3. Muhommod Asnowi, S.Pdi

4. Sumorsih

5. H. Yudionto, 5H

D. Peloksonoon

Rese.s ini diloksonokon mosing-mosing onggoto DPRD podo

pertemuon/oudiensi di tempof/deso yong ditentukon. Pertemuon

tersebut di lokukan bersomo dengon konstituen (mosycrokot).

Peloksonoon R&es tersebut dilokukon dengon jodwol sebogoi

berikut :

No Nomo Torggol Tempot

L Henry Purwoko, S.Pd 17 s/d ?O Februori

20t5
Ds. Bonggi Kec. Koliori

Ds. Sidomulyo Kec.Koliori

Ds. Polboyem - Sumber

Ds. Logede - Sumber

2 Hj.Hikmoh

Purnomowoti

17 s/d 20 Februari
2015

Ds.Kedungosem - Sumber

Ds. Sumber - Sumber

Ds. Bon99i - Koliori

Ds. Bobodon - Kolioni



, s.Pdi 17 s/d20 Februori
20t5

Ds. Kedungtulup -Sumber

Ds. Bobodon Kec. Koliori

Ds. Kedungtulup -Sumber

Ds. Logung - Sumber

17 s/-d 20 Febnuori
2015

Ds. Buloksempu Sumber

KPRI Kec. Sumber

KPRf Kec. Koliori

o,5H t7 s/d 20 Februari
2015

Ds. Sidomulyo - Koliori

Ds. Dresi Weton - Koliori

Ds. Dresi Kulon - Koliori

III. HASIL PENYERAPAN ASPIRASI IAASYARAKAT

Dori pertemuon yong diloksonokon oleh mosing-mosing onggoto DPRD

di Doeroh Pernilihon Rembong O7 (Kecomaton Koliori don Sumber), odo

beberopo usulon yong dirongkum untuk. memberikan evoluosi otos

kebijokon Pemerintoh don usulon pembongunon sebogoi berikuf :

A. Bidong Pemerintohon

(tidok ada usulan)

B. Bidong Ekonomi

1. Pemerintoh Doeroh dimohon selolu memperhoiikon petoni ogor
di tohun ini biso membeli pupuk untuk musim tonom yong keduo.

2. Terkoil dengon ontisiposi kekurongon oir di Kecomoton Koliori
ketiko musim kemorou, hendoknyo Pemkob Rembong mengeruk
Embung Rondugunting - Sumber

3. Pembongunon jolon usoho toni di Ds. Sekorsori don Ds.
Jotihodi Kec. Sumber.

4. Pembinoon modol kuwot Ds. Sidomulyo Kec. Kcliori
5. Pembongunon 3 jembotan penghubung jolon pertonion Ds.

Bonggi Kec. Koliori.

6. Pembongunon jolan pertonion Ds. Polboyem Kec. Sumber

C. Bidong Pembongrunan / Infrostruktur.
1. Pembongunon tolud Dk. Jeruk Ds. Sendongogung 1500 m

2. Jolon robot beton don pengeroson jolon Dk Lempungon Ds.

ilAoguon Kecl. Koliori



3. Secoro umum mqsyorokot Sumber don Koliori kecewo otos

pembongunon infrostruktur jolon secoro menyeluruh, sebob

penotoon don pekerjoonyo terkeson osol-osolon.

4. Pemerintoh Doeroh ogor membongu jemboton di Ds. /ti\eteseh

Kec. Koliori menuju Ds. Kuliron Poti.

5. Agor pemerintoh Doeroh menghidupkon kemboli jolon tembus

Ds. Poniihorjo - Bonyudono Kec. Koliori yang teloh hilong 30

tohun yong lolu okibot pembonoguno 5lv1A 2 Rembong

6. Pembongunon PPJU 50 - 100 meter dori oroh borof Ds.

Bonyudono Kec. Koliori

7. Semuo jolon ontor Kecomoton untuk segero diperboiki.

8. Peleboron jolon Ds. Sendongogung - 6ubungsori Kec. Koliori

9. Peleboron jolon menuju TPI Tosikogung

10. Penboikon jolon Pengkol - Bonyudono - Dresi Weton Kec.

Kolioni.

11. Pembongunon jolan lintos deso Dresi Weton - Korongsekor -

Bobodon - Bonyudono Kec. Koliori

12. Pembongunon Polindes di seluruh Wiloyoh Koloiori.

13. Pengeroson jolon Ds. Jodi tembus Ds. Buloksempu - Sumber.

14. Pembongunon Irigosi Ds. Sidomulyo Kec. Koliori.

15. Pembongunon breokwoter dk. Wotes Ds. Tosikhonjo Kec.

Kolioni.

D. Bidong Kesejohteroon Rokyot.

1 Rehob Mush'ollo Dk. Kliteh Ds. Bogohorjo Kec. Koliori

2. Bontuon perboikon tli\osjid Ds. rlAojorembun Dk. Loron kec.

Koliori.

3. Pembongunan li\osjid Boiturrohmon Ds. Tlogotunggol Kec.

Sumber

4. Pemenintoh Doeroh melolui Dinos Poriwisoto ogor senontioso

memperhotikon kesenion yong sedong berkembong di Kobupoten

Rembong khususnyo di Kec. Koliori Ds. Sidomulyo yong teloh

memiliki seni rebona, ketoprok, dongdut dll.



5, Agar Pemkob maemperhotikon don membontu keberodoon

pendidikon keogomoon (Lembogo Pendidikon Moorif NU Sumber

don Koliori).

6. Pembongunan PAUD Dk. Doyok Ds. Jotihodi Kec. Sumber.

7. Pembonguno Mosjid ARRAUDLOH Dk. Cobeon Ds. Ronduogung

Kec. Sumber

8. Pembongunon PAUD don rilodin di Ds. Sidomulyo Kec. Koliori.

IV. PENUTUP

Demikion hosil penjoningon ospirosi mosyorokot yong dopot komi

loporkon podo Ropot Poripurno hori ini Senin tonggol 23 Februori 2015

don selonjutnyo untuk dopot ditindoklonjuti dolom forum-forum

Legislotif moupun Eksekutif .

Rembong, 23 Februori. 2015

AN66OTA DPRD KABUPATEN REAABANG

DAERAH PEIAILTHAN REAABANG 07

1. HENRY PURWOKO, S.Pd

2. Hj. HIKMAH PURNAI AWATT

3. l UHA,I ,llAD ASNAWI,S.PDi

4. SU,t ARSIH

5. H. YUDIANTO, SH

':Pr


